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ABSTRAK

Nama : EMILIA RETNO TRAHUTAMI SUSHANTI, SH
Program Stud : Magister Kenotariatan
Judul : ANALISA YURIDIS KASUS UTANG PUTANG

YANG BERAKIBAT PADA KEDUDUKAN BANK
SELAKU PEMEGANG HAK TANGGUNGAN
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR 1401 K/Pdt/2003)

Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan dalam pemberian kredit merupakan
suatu hal yang sangat diminati oleh kreditur khususnya lembaga keuangan bank.
Hak Tanggungan merupakan sarana untuk melindungi dana kreditur jika debitur
cidera janji dimana terdapat beberapa cara penyelesaian terhadap kredit macet.
Dalam pelaksanaan penyelesaian eksekusi objek jaminan Hak Tanggungan yang
dijadikan agunan kredit yang diberikan bank merupakan hal yang menarik untuk
dikaji karena dalam praktiknya banyak terdapat permasalahan-permasalahan yang
tidak ada dalam teori. Untuk itu penulis akan meneliti apakah keberadaan Hak
Tanggungan dapat memberikan perlindungan terhadap kredit yang diberikan bank
dan bagaimana perlindungan terhadap kreditur yang objek jaminan Hak
Tanggungannya dijadikan objek sengketa dalam perkara utang piutang dengan
pihak ketiga dalam putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1401 K/Pdv2003.
Metode penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian kepustakaan yang
bersifat yuridis normatif dengan menggunakan studi dokumen, yaitu berupa bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang berkaitan
dengan penelitian ini, sechingga dapat diketahui bahwa keberadaan lembaga Hak
Tanggungan dalam pemberian kredit yang diberikan bank terhadap kasus yang
diteliti memberikan perlindungan kepada bank, yaitu adanya kepastian bank
memiliki kedudukan yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya dan memiliki
hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri bila debitur cidera janji melalui cara-
cara yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut; selain Surat
Kuasa Membebankan Hak Tanggungan sebagai dasar dalam pembuata Akta
Pemberian Hak Tanggungan maka segala kuasa lainnya yang dipakai sebagai
dasar pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan diberlakukan Undang
Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta
Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah harus dinyakatan tidak berlaku lagi.
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ABSTRACT

Name : EMILIA RETNO TRAHUTAMI SUSHANTI, SH
Study Programme : Master of Notary
Title : JURISDICTION ANALYZING BEBT-

RECEIVABLE IN BENEFACTOR BANK AS
HAK TANGGUNGAN HOLDER

(ANALYZING RESOLUTION OF
MAHKAMAH AGUNG RI No. 1401 K/Pdt/2003)

Hak Tanggungan is an official guarantee that financial foundation or benefactors
bank need.The main function of Hak Tanggungan is to protect creditor asset
against beneficiary legally if any rebuffing or credit stagnation. It will be detailed
on Hak Tanggungan. In fact, there are some mishmash solutions during execution.
A writer will explore is Hak Tanggungan really protect benefactors fairly? And
what kind of protection if warranties have been promised to third party?
Analyzing will be based on resolution of Mahkamah Agung Republik Indonesia
no. 1401 K/Pdv/2003 with library method which is combined by prime, secondary
and any material law in order to have some right description of Hak Tanggungan.
By this way the benefactor asset will be fully covered beside of Surat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan as a basic of producing Akta Pemberian Hak
Tanggungan hence the others letter or memo which is used before not going into
effect, it’s declared by Undang-undang No 4 Tahun 1996, Hak Tanggungan Atas
Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
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BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Bank adalah suatu lembaga yang mengumpulkan dana
dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lembaga keuangan bank
merupakan lembaga keuangan yang memiliki peranan yang sangat penting dalam
pembangunan di bidang ekonomi, karena bank tersebut bukan hanya sebagai lembaga
kcuangan yang menghimpun dan menyediakan dana. Akan tetapi, memotivasi dan
mendorong inovasi dalam berbagai cabang kegiatan ekonomi. Dalam penjelasan
umum undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 7 tahun 1992, Tentang Perbankan menyebutkan peranan perbankan nasional
perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan
dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor
perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan
menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, sehingga akan lebih
memperkuat struktur perekonomian nasional.

Salah satu cara untuk mencapai tujuan terscbut diatas adalah dengan
pemberian kredit oleh lembaga perbankan. Scsuai definisi, pengertian kredit adalah
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan

persetujuan atau kesepakatan pinjam mcminjam antara bank dengan pihak lain yang
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mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu
dengan pemberian bunga.' Secara etimologi, kredit dapat diartikan pada dua kegiatan,
yaitu menjual dengan kredit atau membeli dengan kredit. Persamaan dari dua
pengertian terletak pada pembayarannya, yaitu pembayaran yang dilakukan dengan
angsuran dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kredit adalah pinjaman dari
lembaga keuangan bank yang pengembalian kreditnya dilakukan dalam jangka waktu
tertentu secara angsuran.

Bank dalam memberikan suatu fasilitas kredit kepada seseorang atau badan
hukum yang menerima kredit tersebut (Debitur), maka bank harus mempunyai
keyakinan bahwa uang yang dipinjamkannya tersebut akan kembali. Prinsip yang
harus diperhatikan oleh bank adalah watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek
usaha dari calon debitur, yang kemudian dikenal dengan sebutan “the five C of credit
analysis” atau prinsip 5 C’s. pada prinsipnya konsep 5 ¢’s init akan dapat memberikan
informasi mengenai itikad baik dan kemampuan membayar debitur untuk melunasi
kembali pinjaman berikut bunga dan beban lainnya.”

Sebelum berlakunya peraturan yang mengatur mengenai Hak Tanggungan,
Pemberian kredit oleh suatu lembaga perbankan mengharuskan kepada peminjam
untuk menyerahkan suatu jaminan yang menurut Pasal 1131 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (B.W), segala harta kekayaan seorang debitur, baik yang berupa
benda-benda bergerak maupun benda tetap, baik yang sudah ada maupun vang bary
akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan bagi semua perikatan utangnya.

Bagi kreditur pemberian jaminan secara umum ini kurang menguntungkan

karena akan menimbulkan dilema jika terdapat beberapa kreditur dan peminjam tadi

''ndonesiafa). Undang-Undang Tentang Perbankan, U No.10 Tahun 1998, Tentang Perubahan

tas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, LN No.182 Tahun 1998, TLN No.3472, Ketentuan umum
pasal 1 butir 1 1.

*Rachmadi Usman, .Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta : Gramedia Pustaka
Utama 2001), hal.246.

Analisis yuridis..., Emilia Retno Trahutami Sushanti, FH Ul, 2008




cidera janji terhadap para kreditur tersebut sehingga secara otomatis semua kreditur
tersebut harus meminta pemenuhan dan utang si peminjam tersebut dari hartanya
yang akan di bagi-bagi kepada para kreditur tersebut.

Untuk lebih memberikan jaminan akan adanya pembayaran oleh Debitur
tersebut maka oleh Pemerintah telah dikeluarkan peraturan yang khusus mengatur hal
tersebut, yaitu dalam Pasal 51 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Jo. Undang-Undang No.4 tahun 1996 Pasal 1
butir 1 yang menyebutkan;®

“ Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan

tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang

dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,

berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan

dengan tanah itu, untuk peiunasan utang tertentu, yang memberikan
kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-
kreditor lain.
Berdasarkan hal tersebut diatas beberapa unsur pokok dari Hak Tanggungan tersebut
adalah :
I. Merupakan hak jaminan untuk pelunasan hutang.
2. Obyeknya berupa hak atas tanah tertentu.
3. Dapat di bebankan atas tanahnya saja, dapat pula di bebankan berikut
benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut.
4. Hutang yang di jamin harus merupakan suatu hutang tertentu.
5. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu
terhadap kreditur-kreditur lain.

Hak Tanggungan merupakan salah satu bentuk dan hak jaminan yang

mcmpunyai fungsi untuk meclindungi hak-hak dan pihak kreditur apabila debitur

*Indonesia (b), Undang-undang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang
Berkaitan Dengan Tanah, 1J1) No.4 Tahun 1996, I.LN No.42 Tahun 1996, TLN No. 3632, Pasal | angka
1.
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cidera janji, atau dengan kata lain jaminan merupakan sarana perlindungan bagi
kreditur yang akan merasa aman dalam memberikan piutang kepada debitur.

Rasa aman ini timbul karena Hak Tanggungan memberikan sifat preferen
bagi pemegangnya.® Disamping itu pula, pemberi dan penerima kredit serta pihak lain
yang terkait mendapat suatu perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang
kuat dan dapat pula memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang
berkepentingan.’

Untuk memberikan jaminan yang memadai kepada pihak kreditur maka Hak
Tanggungan merupakan salah satu altematif yang sekarang ini dalam praktik
perbankan sering digunakan. Dalam Hak Tanggungan kedudukan kreditur dijamin
secara umum serta memperoleh kedudukan yang kuat, karena kreditur pemegang Hak
Tanggungan ;n;mpunyai kedudukan yang diutamakan dari kreditur-kreditur lain.

Kedudukan yang diutamakan dari kreditur lain ini adalah jika debitur cidera
janji, kreditur pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum
tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan perundang-undangan yang
bersangkutan, dengan hak mendahului dari pada kreditur-kreditur yang lain.

Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi
preferensi piutang-piutang Negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang
berlaku.® Hak Tanggungan merupakan suatu perjanjian yang bersifat “accesoir” darj
suatu perjanjian lain, yang umumnya berupa perjanjian pinjam-meminjam uang
(utang-piutang), yang dijamin pelunasannya dengan suatu perjanjian Hak
Tanggungan antara kreditur dengan debiturnya yang akan berakhir bilamana

perjanjian utang-piutang terscbut berakhir.

dSudargo Gautama, Komentar Atas Undang-Undang Hak Tanggungan Baru, ( Bandung: Citra
Aditva Bakti. 1996 ), hal.9.

*Maria S.W Sumardjono, Prinsip Dasar dan Beberapa Isyu di seputar Umdang-Undang Hak

Tanggungan, (Makalah disampaikan pada seminar UUHT di FHUI, Depok, 1996),
hal.1l.

(b), Opeit, penjel wmum angka 4
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Dalam praktik perbankan, sering terjadi sengketa antara debitur dengan pihak
ketiga mengenai objek yang dijadikan jaminan. Hal ini mengakibatkan pihak bank
mengalami kesulitan dalam melaksanakan eksekusi atas objek jaminan yang
diyjadikan sengketa dengan pihak ketiga apabila debitur cidera janji.

Kreditur Pemegang Hak Tanggungan diberi hak untuk menjual melalui
pelelangan umum obyek jaminan Hak Tanggungan yang merupakan kelanjutan dari
Sita Eksekusi. Hal ini ditegaskan pada pasal 200 ayat (1) HIR, yang berbunyi :

“Penjualan barang yang disita dilakukan dengan bantuan kantor lelang, atau
menurut keadaan vang akan dipertimbangkan Ketua, oleh yang melakukan penyitaan
itu atau orang lain yang cakap dan dapat dipercaya, yang ditunjuk oleh Ketua untuk
@tu dan berdiam ditempat dimana penjualan itu harus dilakukan atau didekat tempat
itu”

Jadi. setelah sita eksekusi dilaksanakan, undang-undang memerintahkan
penjualan barang sitaan. Cara penjualannya dengan perantaan Kantor Lelang, dan
penjualannya disebut Lelang.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 200 ayat (1) HIR dalam pelaksanaan
lelang, Ketua Pengadilan Negeri wajib meminta invertensi kantor lelang, dalam
bentuk bantuan menjalankan penjualan barang sitaan dimaksud, Sehubungan dengan
itu, untuk memahami penjualan lelang tersebut, perlu berbagai aspek yang berkaitan
dengannya.

Dalam pelaksanaan penjualan lclang dilakukan oleh Pejabat Lelang dengan
dibuatkan Risalah Lelang; tanpa adanya Risalah Lelang maka penjualan lelang
tersebut tidak sah, karena pelaksanaan Iclang yang demikian tidak memberikan
kepastian hukum tentang hal-hal yang terjadi, karena apa yang terjadi tidak tercatat
secara jelas schingga dapat menimbulkan ketidakpastian.

Dalam tesis ini penulis membahas kasus dimana Bank sebagai pemegang Hak
Tanggungan atas obyek Jaminan Hak Tanggungan berupa sebidang tanah dan

bangunan diatasnya Sertipikat Hak Milik Nomor 198/Gongangdia seluas 682 M2,
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terletak dan dikenal sebagai jalan Suwiryo No. 49 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan
Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat,milik Nyonya JUDITH SOERYADJAY A sebagai
Penggugat yang telah dijaminkan oleh PT. SWAKARSA BINASEJAHTERA
(Tergugat I) kepada PT. BANK ARTAMEDIA (Tergugat 1), pada putusan No :
137/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Juli 2000, yang memutuskan pada intinya
sebagai berikut :

1. Menyatakan tanah dan bangunan diatasnya, Sertipikat Hak Milik Nomor
198/Gondangdia seluas 682 M2, terletak dan dikenal sebagai jalan
Suwiryo No. 49 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng,
Kotamadya Jakarta Pusat, adalah sebagai jaminan hutang Tergugat I (
PT. SWAKARSA BINASEJAHTERA ).

2. Menghukum Tergugat I untuk segera membayar hutangnya kepada
Tergugat II sebesar Rp. 3.350.000.000,- ( tiga milyar tigaratus
limapuluh juta rupiah) setelah perkara ini diputus.

3. Menyatakan Akta Penyerahan Jaminan tanggal 12 Maret 1999 dan akta
Kuasa Nomor 18 Tanggal 23 Maret 1999 dibuat dihadapan Notaris Tahir
Kamili, SH sepanjang mengenai tanah Sertipikat Hak Milik No.
198/Gondangdia, berikut banguan rumah tinggal diatasnya yang terletak
di Jalan Suwiryo No. 49 Menteng Jakarta Pusat adalah tidak mempunyai
kekuatan hukum;

4. Menyatakan bahwa Sita Jaminan yang tclah dilaksanakan berdasarkan
Berita Acara Sita Jaminan tanggal 14 April 2000 No.
137/PDT.G.2000/PN.JKT.PST tcrhadap sebidang tanah Sertipikat Hak
Milik No. 198/Gondangdia, berikut banguan rumah tinggal diatasnya

yang terletak di Jalan Suwiryo No. 49 .Mcntcng Jakarta adalah syah dan
berharga.
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Atas putusan Pengadilan Negenn tersebut PT. SWAKARSA
BINASEJAHTERA dan PT. BANK ARTAMEDIA, mengajukan banding pada
Pengadilan Tinggi dengan amar putusannya No. 335/Pdt/2001/PT.DKI tertanggal 27
November 2001 yang inti dari putusannya sebgai berikut :

1. Menyatakan bahwa Sita Jaminan yang telah dilaksanakan berdasarkan

Berita Acara Sita Jaminan tanggal 14 Apnl 2000 No.
137/PDT.G.2000/PN.JKT.PST terhadap secbidang tanah Sertipikat Hak
Milik No. 198/Gondangdia, seluas 682 M2 benkut banguan rumah
tinggal diatasnya yang terletak di Jalan Suwiryo No. 49 Menteng Jakara
adalah tidak sah dan tidak berharga

2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengangkat sita

jaminan tersebut.

Dengan adanya putusan dari Pengadilan Tinggi tersebut maka Nyonya
JUDITH SOERYADJAYA mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang isi dan
putusannya nomor 1401 K/Pdt/2003 tanggal 15 Maret 2006 menolak permohonan
kasasi.

Membaca dari uraian kasus tersebut diatas bahwa setelah berlakunya Undang
Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-
Benda yang Berkaitan Dengan Tanah maka Akta Penyerahan Jaminan sebagai dasar
pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan yang dinyatakan batal demi hukum,

maka seharusnya Akta Pembebanan Hak Tanggungan harus dinyatakan gugur.

B. Pokok Permasalahan
Berdasarkan uraian terscbut diatas maka permasalahan yang hendak diteliti

adalah sebagai berikut;
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Bagaimana perlindungan hukum bagi pthak kreditur scbagai pemegang Hak

Ttanggungan terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 1401 K/Ptd/2003 ?

2. Apakah putusan hakim sudah tepat/sesuai dengan Undang Undang Nomor 4
Tahun 1996 yang menyatakan Akta Penyerahan Jaminan dinyatakan batal?

3. Upaya apakah yang bisa dilakukan untuk melindungi pemegang Hak
Tanggungan ?

4.

Bagaimanakah kedudukan Hak Tanggungan dengan dinyatakan batalnya

Akta Penyerahan Jaminan sebagai dasar dibuatnya Akta Pembebanan Hak

Tanggungan?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini dipergunakan metode penelitian kepustakaan yang
bersifat yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang di
peroleh berkaitan dengan pcrmasalahan yang akan dibahas dalam tcsis ini. Dalam
melakukan penelitian ini dipergunakan studi dokumen, yaitu berupa bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang berkaitan dengan
penelitian ini,

Bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam penelitian ini
diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang Undang Nomor ¢ Tahun
1996 Tentang Pembebanan Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang
Berkaitan Dengan Tanah , Peraturan Perundang-undangan Nomor 10 Tahun 1998
Tentang Pcrubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

Putusan Mahkamah Agung Rcpublik Indonesia Nomor 1401 K/Pdt/2003 yang

merupakan putusan dart kasus yang akan dibahas dalam tesis ini.
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Bahan hukum sekunder yang akan dipergunakan dalam penelitian berupa
buku-buku, makalah, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan
bahan hukum tersier yang dipergunakan berupa bahan-bahan yang memben
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan'sekunder yaitu kamus hukum, kamus
bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, ensiklopedia.

Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data
yang bersifat kualitatif Dengan demikian, hasil penelitian ini akan bersifat evaluatif

analitis.

D. Sistematika Penulisan

Pada bagian sistematika penulisan ini akan diberikan penjabaran secara
singkat isi dari tesis yang terbagi dalam 3 (tiga) bab. Isi dan tiap-tiap bab tersebut
secara singkat adalah sebagai berikut;

Pada Bab 1 akan dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan dari judul
penulisan tesis ini, pokok permasalahan yang akan dibahas, penggunaan metode
penelitian, serta sistematika penulisan.

Pada Bab II : Analisis Yuridis Kasus Utang Piutang Yang Berakibat pada
Kedudukan Bank Selaku Pemegang Hak Tanggungan ( Analisis Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1401 K/Pdt/2003 tanggal 15
Maret 2006) terdiri dari tiga bagian yaitu bagian A tentang Tinjauan Umum
Perjanjian Kredit dan Hak Tanggungan, bagian B tentang Hak Tanggungan Sebagai
Jaminan Kredit dan bagian C mengenai Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
sebagai dasar Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Pada bagian A akan
dibahas pengertian perjanjian kredit pada umumnya, perkreditan bank umum

termasuk di dalamnya Pengertian dan Unsur-Unsur Kredit, Prinsip-Prinsip Pemberian
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Kredit, Beberapa Batasan dan Larangan Pemberian Kredit. Pada bagian B akan
dibahas Landasan Hukum Hak Tanggungan, Pengertian Hak Tanggungan, Obyek
Hak Tanggugan, Sifat Dan Ciri-Ciri Hak Tanggungan, Pemberi Dan Pemegang Hak
Tanggungan, Titel Eksekutorial Pada Hak Tanggungan, Penyelesaian Obyek Jaminan
yang Dibebani Hak Tanggungan, Permasalahan Eksekusi Obyek Hak Tanggungan
dalam Praktik . Pada Bagian C akan dibahas Pemberian Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan, Larangan dan Persyaratan Pembuatan SKMHT, Analisis Terhadap
Obyek Hak Tanggungan Dalam Kasus Utang Piutang.

Pada Bab III, yang merupakan bab penutup pada penulisan tesis ini penulis

mencoba mengemukakan kesimpulan dari bab-bab dalam penulisan dan penulis juga

mencoba memberikan saran.
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BAB II
ANALISIS YURIDIS KASUS UTANG PIUTANG YANG BERAKIBAT PADA
KEDUDUKAN BANK (KREDITUR) SELAKU PEMEGANG HAK
TANGGUNGAN
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

No. 1401 K/Pdt/2003 tanggal 15 Maret 2003)

A.Tinjauan Umum Perjanjian Kredit dan Hak Tanggungan
1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Pengertian Perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang
berbunyi; “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih™.

Rumusan perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut terdapat
kelemahan yaitu yang menyatakan “satu orang atau lebih mengikatkan diri
terhadap satu orang lain atau lebih *. Kata mengikatkan mengandung makna
tidak hanya datang dari satu pihak saja, melainkan dari kedua belah pihak.
Sedangkan maksud dari perjanjian adalah mengikatkan diri dari kedua belah

pihak, sehingga nampak kekurangannya dimana sctidak-tidaknya harus ada
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rumusan  “saling mengikatkan diri”. Jadi nampak jelas adanya
konsensus/kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian.'

Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang
berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk
melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara
kedua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan
perikatan antara kedua orang yang membuatnya.’

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian
yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mercka yang
membuatnya. Dari bunyi pasal tersebut seolah-olah mengandung suaty
pernyataan bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan
berisi apa saje; aan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti
suatu undang-undang. Tentu kebebasan itu dengan pembatasan tidak melanggar
undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Dalam hukum perjanjian berlaku asas yang dinamakan qsag
konsensuaiitas (sepakat), berarti suatu perjanjian harus ada kesepakatan. Suaty
perjanjian juga dinamakan persetujuan. Asas konsensualitas mengandung
pengertian bahwa pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul itu sudah
lahir sejak tercapainya kata sepakat. Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan:
“untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu sepakat mereka

yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal

tertentu, suatu sebab yang halal™.

Dari uraian pasal tersebut tidak disebutkan suatu formalitas tertentu di

samping kesepakatan yang telah tercapai itu, maka dapat disimpulkan bahwa

'Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan - Perikatan yang Lahir Dari Perjaniian dan Dar:
Undang-Undang, Cet. 1,(Semarang : Mandar Maju, 1994), ha). 43.

*Subekti, Hukum Perjanjian, Cet.10, (JaKara : Intermasa, 1985), hal. 1.
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suatu perjanjian itu sudah sah apabila tercapai kata sepakat mengenai hal-hal
pokok dari perjanjian itu. Namun terhadap asas konsensualitas terdapat
pengecualian; dalam undang-undang telah ditetapkan formalitas tersebut untuk
beberapa jenis perjanjian dengan ancaman batalnya perjanjian tersebut apabila
tidak memenuhi bentuk atau cara yang dimaksud, misalnya perjanjian
penghibahan untuk benda tidak bergerak harus dilakukan dengan akta notaris,
perjanjian perdamaian dilakukan secara tertulis dan sebagainya. Perjanjian-
perjanjian yang telah ditetapkan suatu formalitasnya tertentu dinamakan

perjanjian formil.

2. Perkreditan Bank Umum
a. Pengertian dan Unsur-Unsur Kredit

Kredit berasal dari bahasa latin “credere” yang berarti kepercayaan. Dapat
dikatakan bahwa kreditur dalam hubungan perkreditan dengan debitur percaya
bahwa dalam waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat
mengembalikan/ membayar kembali utangnya.?

UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, menggunakan dua istilah yang
berbeda, namun mengandung makna yang sama untuk pengertian kredit yaitu
istilah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998:

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan
pemberian bunga”.

Rahmadi Usman, Op. Cit., hal. 236.
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Sedangkan pengertian pembiayaan menurut Pasal 1 angka 12 UU No. 10
Tahun 1998 adalah:

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang
atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang
dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka
waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Penggunaan istilah tersebut tergantung pada kegiatan usaha yang
dijalankan oleh bank, apakah bank dalam menjalankan usahanya secara
konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Bank yang menjalankan usahanya
secara konvensinal menggunakan istilah kredit, sedangkan bank yang menjalankan
usahanya berdasarkan syariah menggunakan istilah pembiayaan bcrdasarkan
syariah. Perbedaan rumusan kedua istilah tersebut, terletak pada bentuk kontra
prestast vang diberikan debitur kepada kreditur (bank) atas pemberian kredit atau
pembiayaannya. Pada bank konvensional, kontra prestasinya bcrupa bunga,
sedangkan bank syariah kontra prestasinya dapat berupa imbalan atau bagi hasil
sesuai dengan persetujuan atau kesepakatan bersama.

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditank kesimpulan unsur-unsur yang
terkandung dalam kredit, yaitu :

1. kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang
diberikan debitur untuk dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu
yang telah diperjanjikan;

2.  waktu yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan
pelunasannya yang telah disepakati antara kreditur dan debitur;

3. prestasi yaitu adanya obyck tertentu berupa prestasi dan kontra prestasi pada
saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian pemberian kredit

antara bank dan debitur berupa uang dan bunga atau imbalan;
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4. resiko yaitu adanya resiko yang mungkin terjadi selama jangka waktu antara
pemberian kredit dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk
mengamankan pengembalian dana atas pemberian kredit dan menutup

wanprestasi dari debitur, maka diadakan pengikatan jaminan dan angunan.

b. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko sehingga dalam
setiap pemberian kredit harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat
dan berdasarkan prinsip kehati-hatian serta penilaian seksama pada berbagai
aspek.*

Tahap analisis pemberian kredit merupakan tahap yang paling penting, ini
merupakan tahap bagi bank untuk memperoléh keyakinan bahwa calon nasabah
debitur mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melunasi kreditnya yang
diberikan oleh bank. Bank melalui analisisnya menentukan creditworthiness darn
calon nasabah debitur dengan usaha preventif antara lain:*

1. Tahap sebelum pemberian kredit diputuskan oleh bank, yaitu tahap bank
mempertimbangkan permohonan kredit calon nasabah debitur, yaitu tahap
analisis pemberian kredit.

2. Tahap sctelah kredit diputuskan pemberiannya dan penuangannya dalam
perjanjian kredit, yaitu tahap pembuatan perjanjian kredit.

3. Tahap setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh kedua belah pihak dan
selama kredit itu digunakan oleh debitur sampai jangka waktu kredit belum
berakhir, yaitu tahap pengawasan dan pengamanan kredit atan tahap

pemantauan dan pengamanan kredit.

1bid.. hal. 246.
“Teguh Pujo Mulyono, Manajemen Perkreditan Sebagai Bank Komersial, Edisi ketiga, (Yogyakarta:
BPEE, 1993), hal. 39.

Analisis yuridis..., Emilia Retno Trahutami Sushanti, FH Ul, 2008



16

Berdasarkan penjelasan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998, yang harus dinilai

oleh Bank sebelum memberikan kredit adalah watak, kemampuan, modal, agunan

dan prospek usaha dari debitur, yang kemudian dikenal dengan istilah “the five C

of credit analysis” atau prinsip 5 C’s.

Berpedoman pada prinsip 5 C’s ini kreditur dapat memperoleh informasi

mengenai itikad baik dan kemampuan membayar debitur untuk melunasi kembali

pinjaman beserta bunganya.

Menurut Munir Fuady, sclain menerapkan prinsip 5 C’s juga menerapkan

apa yang dinamakan dengan prinsip 5 P’s, sebagai berikut:®

1.

3.

Party (Para pihak)

Para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian
kredit. Pihak éémberi kredit harus memperoleh suatu “kepercayaan”™ terhadap
para pihak, dalam hal ini debitur, bagaimana karakter, kemampuan dan
sebagainya.

Purpose (tujuan)

Tujuan dari pemberian kredit juga sangat penting diketahui oleh pihak
kreditur. Harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal positif
yang dapat menaikkan income perusahaan, dan harus pula diawasi agar kredit
tersebut benar-benar diperuntukan untuk tujuan seperti yang diperjanjikan
dalam perjanjian kredit.

Payment (pembayaran)

Harus pula diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur

cukup tersedia dan cukup aman, schingga dengan demikian diharapkan bahwa

kredit yang akan dikucuckan terscbut dapat dibayar kembali oleh debitur yang

bersangkutan.

aal.

*Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996),
23.
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4. Profitability (perolehan laba)
Unsur perolehan laba oleh debitur tidak kurang pula pentingnya dalam suatu
pemberian kredit. Untuk kreditur harus berantisipasi apakah laba yang akan
diperoleh oleh perusahaan lebih besar daripada bunga pinjaman dan apakah
pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali kredit, cash
flow, dan sebagainya.

5. Protection (perlindungan)
Perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan debitur. Untuk itu
perlindungan dari kelompok perusahaan atau jaminan dari holding, atau

jaminan pribadi pemilik perusahaan penting diperhatikan.

C. Beberapa Batasan dan Larangan Dalam Pemberian Kredit

Dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan terutama dalam hal
penyaluran kredit, bank harus bertindak sesuai dengan prisip kehati-hatian.
Prinsip kehati-hatian merupakan dasar ditetapkannya beberapa pembatasan dan

larangan dalam pemberian kredit.

Salah satu pembatasan utama dalam pemberian kredit adalah ketentuan
BMPK yaitu suatu prosentase perbandingan batas maksimum penyediaan kredit
terhadap modal bank. Besamya BMPK ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai
Bank Sentral. Dalam kerangka penyediaan ini terdapat beberapa pengecualian
yaitu: penanaman dana pada SBI (Sertifikat Bank Indonesia) dan surat utang yang
diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, bagian dana yang diterbitkan atau dijamin
oleh Bank Indonesia, penyertaan modal scmentara dalam rangka restrukturisasi
kredit, bagian penyediaan dana yang dijamin dengan agunan tunai berupa giro,

deposito, tabungan, setoran jaminan yang diblokir disertai dengan surat kuasa
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pencairan, penempatan sepanjang program penjaminan pemerintah masih berlaku

dan bank tersebut memenuhi persyaratan program penjaminan.

Beberapa pengecualian lainnya termasuk adanya pengecualian dari
definisi kelompok untuk penyediaan dana dalam bentuk kredit dengan pola
kemitraan, perluasan cakupan BMPK terutama penyediaan dana Akcpada pihak
terkait dan tidak diperhitungkannya bentuk penycrtaan kepada bank lain dalam
BMPK sepanjang laporan keuangan bank dikonsolidasikan serta pcngccualian
lainnya sebagaimana diatur dalam Bab VII Peraturan Bank Indoncsia PBI

No.7/3/2005 tanggal 20 Januari 2005. BMPK ditetapkan sebagai berikut :

a. BMPK kepada BUMN atau pembiayaan proyek yang mempengaruhi hajat
hidup orang banyak dan infrastruktur ditetapkan scbesar 30% (tiga puluh

persen) dari modzl bank

b. BMPK untuk pihak tidak terkait ditetapkan setinggi-tingginya 25% (dua
puluh lima persen) dari modal bank tersebut khusus untuk debitur kelompok
peminjam

¢. BMPK untuk pihak tidak terkait ditetapkan setinggi-tingginya 20% (tiga
puluh persen) dari modal bank tersebut khusus untuk 1 debitur/peminjam

d.

BMPK untuk pihak terkait ditetapkan sctinggi tingginya scbesar 10% dari
modal bank.

Selain pembatasan mengenai jumlah maksimal kredit perbankan ada

beberapa larangan dan pembatasan lain dalam pemberian kredit yang patut untuk

diketahui yaitu :

a. Bank dilarang membenkan kredit baik dalam Rupiah atau dalam Valuta

Asing (Valas) kepada perorangan atau perusahaan yang berstatus bukan
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penduduk (ron resident), termasuk bukan penduduk yang telah menerima
surat kuasa. Dasar hukum ketentuan ini ada dalam SEBI No.SE.8/28/UPK
Tanggal 27 November 1975 sebagaimana diubah dengan PBI

No.3/3/PB1/2001.

Bank tidal; diperkenankan memSertimbangkan permohonan kredit yang tidak
memenuhi kewajiban penyampaian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan
Laporan keuangan sebagaimana ditetapkan dalam SK Direksi BI
No.27/121/KEP/DIR tanggal 25 Januani 1995 tentang Penyampaian NPWP

Dan Laporan Keuangan Dalam Permohonan Kredit.

Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham dan
modal kerja dalam rangka kegiatan juai-bDeli saham sebagaimana yang
ditetapkan dalam SK Direksi BI No.24/32/KEP/DIR dan SEBI No.24//UKU
masing-masing tanggal 12 Agustus 1991 tentang Pembatasan Pemberian

Kredit Untuk Pembelian Saham Dan Pemilikan Saham Oleh Bank.

Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk Setoran Margin Deposit

Transaksi Derivatif sesuai dengan SK Direksi BI No.28/119/KEP/DTR

tanggal 29 Desember 1995.

Pembatasan pemberian kredit oleh bank untuk pengadaan dan pengolahan
tanah sebagaimana ditetapkan dalam SK Direksi BI No.30/46/KEP/DIR dan
SEBI No.30/2/UKU masing-masing tanggal 7 Juli 1997 tentang Pembatasan
Pemberian Kredit Untuk Pembiayaan Pengadaan Dan Atau Pengolahan

Tanah.

Larangan bagi bank untuk menerima pelunasan kredit dengan Commercial
Paper (CP) menurut SK Direksi BI No.28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus

1995.
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g. Larangan untuk memberikan kredit sebagai pembiayaan yang bertentangan
dengan undang-undang. Hal ini sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata
dimana suatu perjanjian harus memenuhi syarat kausa yang halal yaitu tidak

boleh bertentangan dengan UU, ketertiban umum dan kesusilaan.

Pembatasan seperti tersebut diatas merupakan upaya dalam rangka sikap
berhati-hati dan penuh perhitungan yang matang dalam melakukan kegiatan
perkreditan (prudential banking). Pembatasan ini dilakukan untuk menghindari
atau mengurangi resiko dalam pemberian kredit. Sehingga dunia perbankan dapat
menjalankan kegiatan perkreditan dengan sebaik mungkin dan tingkat kesehatan

bank tetap terjaga.

B. Hak Tanggungan sebagai Jaminan Kredit
1. Landasan Hukum Hak Tanggungan

Tanggal 9 April 1996 diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan
Tanah atau disebut Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT), untuk memenuhij
ketentuan Pasal 51 UUPA. Sebelum berlakunya UUHT sesuai dengan ketcntuan
Pasal 57 UUPA, maka vang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hipotik yang diatur
dalam buku IT KUH Perdata Indonesia dan Crecjietverband yang diatur dalam Stb.
1908-542 sebagaimana telah diubah dengan Stb. 1937-190, sepanjang mengenai hal-
hal yang belum ada ketentuannya dalam UUPA.

Dengan telah disahkan dan undangkannya UUHT, berarti bukan saja tercipta
unifikasi Hukum Tanah Nasional, tetapi benar-benar makin memperkuat terwujudnya
tujuan UUPA yaitu memberikan perlindungan twkum kepada masyarakat dan
jaminan kepastian tw¥um mengenai hak-hak atas tanah termasuk hak jaminan atas

tanah. Sebelum dikeluarkannya UUHT sering kali timbul perbedaan persepsi dalam
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pelaksanaan hukum jaminan atas tanah, misalnya mengenai pencantuman titel
eksekutorial, pelaksanaan eksekusi dan lain-lain, sehingga mencerminkan kurangnya
kepastian hukum dalam pemberian jaminan tersebut.

Dalam UUHT tersebut, telah diatur suatu lembaga hak jaminan atas tanah

yang kuat dengan ciri-ciri :

1. memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahulu kepada
pemegangnya.

2. selalu mengikuti obyek yang dijamin dalam tangan siapapun obyek
itu berada.

3. memenuhi asas spesialitas dan publisitas, sehingga dapat mengikat

pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak
yang berkepentingan.
4. mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 UUHT telah menentukan pengertian Hak Tanggungan,
yaitu: “Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan
tanah, yang selanjutnya disebut “Hak Tanggungan™ adalah hak jaminan yang
dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau
tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk
pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yvang diutamakan kepada

kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain™.

2. Pengertian Hak Tanggungan
Hak Tanggungan merupakan hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang
tertentu yang memberikan kedudukan di utamakan kepada kreditur tertentu terhadap

kreditur-kreditur lain yang dalam hal ini berhak untuk menjual melalui pelelangan
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umum dan cara lainnya terhadap tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan-
ketentuan perundangan yang bersangkutan, dengan hak mendahulu darn pada kreditur
lain dalam hal pemenuhan pembayaran utangnya yang dijamin dengan Hak

Tanggungan tersebut.

3. Obyek Hak Tanggungan

Dalam UUHT ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang
membedakan Hak Tanggungan dengan lembaga jaminan yang ada sebelum
dikeluarkannya Undang-Undang tersebut. Salah satu di antaranya i1alah pencantuman
“benda-benda yang berkaitan dengan tanah” dalam pembebanannya.

Sebagaimana diketahui Hukum Tanah Nastonal didasarkan pada hukum adat
yang menggunakan asas pemisahan horisontal, benda-benda yang merupakan saty
kesatuan dengan tanah menurut hukum bukan merupakan bagian dari tanah yang
bersangkutan. Oleh karena itu setiap perbuatan hukum mengenai hak-hak atas tanah,
tidak dengan sendirinya meliputi benda-benda tersebut. Namun demikian penerapan
asas-asas hukum adat tidaklah mutlak, melainkan selalu memperhatikan dan
sesuaikan dengan perkembangan kenyataan dan kebutuhan masyarakat yang
dihadapi.

Pembebanan Hak Tanggungan atas tanah dimungkinkan pula meliputi benda-
benda yang ada di atasnya sepanjang benda-benda tersebut merupakan satu kesatuan
dengan tanah yang bersangkutan. Pasal 4 ayat (4) dan (5) UUHT menentukan bahwa
obyek Hak Tanggungan dapat meliputi bangunan, tanaman, dan hasil karya yang

merupakan satu kesatuan dengan tanah. Hak Tanggungan pada dasamya adalah Hak
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Tanggungan yang dibebankan atas tanah. Hal ini sesnai dengan asas pemisahan
horizontal yang dianut hukum tanah nasional yang didasarkan pada hukum adat.’

Namun dalam kenyataan di atas tanah yang bersangkutan sering terdapat
benda berupa bangunan, tanaman maupun hasil karya lain yang secara tetap
merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Benda-benda tersebut dalam praktiknya
juga diterima sebagai jaminan kredit bersama-sama denga tanah yang bersangkutan,
bahkan tidak ada pemberian hak tanggungan yang hanya mengenai tanah
saja,sedangkan di atas tanah tersebut ada bangunannya. Dalam Pasal 4 ayat (4) dan
(5) UUHT memberikan penegasan bahwa pembebanan Hak Tanggungan atas tanah
dimungkinkan meliputi juga benda-benda tersebut,seperti yang sudah dilakukan dan
dibenarkan dalam praktik selama ini. Untuk tetap berdasarkan pada asas pemisahan
horisontal, pembebanan atas bangunan, tanaman dan hasil karya tersebut harus secara
tegas dinyatakan dalam akta pembebanan Hak Tanggungan atas tanah yang
bersangkutan ®

Dalam UUHT selain Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan
sebagai hak-hak atas tanah yang wajib didaftarkan dan dapat dipindah tangankan,
maka Hak Pakai atas tanah negara dimungkinkan untuk dijadikan obyek Hak
Tanggungan, dengan ketentuan Hak Pakai atas Tanah Negara tersebut wajib
didaftarkan dan menurut sifatnya dapat dipindah tangankan.

Hak atas tanah yang dapat dijadikan sebagai obyek Hak Tanggungan harus
memenuhi 2 unsur pokok, yaitu:

1. Hak atas tanah tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, wajib

didaftarkan di Kantor Pertanahan untuk memenuhi asas publisitas.

2. Hak tersebut menurut sifatnya harus dapat dipindah tangankan.

’Sudarvanto W.. “Pokok-pokok Kebijaksanaan Undana-Undar-~
Hak Tanggungan”, Seminar Nasional UUHT tanggal 10 April 1i3s.,
Fakultas Hukum Universitas Trisakti,Jakarta, hal. 10.

~Ibid., hal. 5.
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Dalam UUPA hak-hak yang sudah jelas memenuhi kedua syarat terscbut diatas
adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan. Oleh karena itu, kctiga
jenis hak itu ditunjuk dalam Pasal 25,33 dan 39 UUPA sebagai hak-hak yang dapat
dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan. Sehubungan dengan itu
yang disebut dalam Pasal 51 UUPA juga hak milik, hak guna usaha dan hak guna
bangunan.9 Hal ini tidaklah berarti bahwa yang dapat dibebani Hak Tanggungan
untuk selanjutnya terbatas pada Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna
Bangunan saja.

Hak Pakai dalam UUPA tidak ditunjuk secara khusus sebagai obyck Hak
Tanggungan karena tidak semua Hak Pakai memcnuhi kedua syarat diatas.
Sebagaimana diketahui dalam Pasal 41 UUPA, hak pakai dirumuskan schagai
berikut: -

“hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dan tanah yang dikuasai

langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang membecri wewcenarig

dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pembcnannya oleh pc_]abat
yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dangan pemilik
tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menycwa atau peljanjlan pengolahan

tanah,segala sesuatu asal tldak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan —
ketentuan Undang-Undang ini™.

Dalamn prakiwek ada hak pakai yang dibcrikan pada instansi-instansi
pemerintah untuk digunakan sendiri kepada badan-badan keagamaan dan sosial untuk
digunakan sendiri untuk peribadatan dan sosial, kepada negara-negara asing untuk
gedung kedutaan dan rumah duta, yang berlaku selama tanahnya digunakan untuk itu.
Hak pakai yang demikian tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain, kalau tidak lagi
diperlukan tanahnya harus dikembalikan kepada negara. Selain itu ada hak pakai yang
diberikan kepada badan-badan hukum dan perorangan untuk berbagai keperluan,

dengan jangka waktu tertentu dan dapat dipindah tangankan. Semua hak pakai

tersebut semula tidak ada yang termasuk hak yang didaftar. Kiranya dapat dimengerti

°Ibid., Pasal 4 ayat (1).
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bahwa hak pakai dalam pengertian yang beraneka ragam tersebut tidak disebut oleh
UUPA sebagai hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan.'

Penggunaan Hak Pakai sebagai Jaminan Kredit dengan berlakunya Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan
dan Hak Pakai Atas Tanah Negara (PP No0.40/1996), lebih diperluas lagi yaitu Hak
Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan dimungkinkan untuk dibebani Hak Tanggungan
(Pasal 53 ayat (1) PP No.40/1996).

Selain tanah-tanah yang sudah bersertipikat, tanah-tanah yang belum
bersertipikat juga dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan.
Kemungkinan itu dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang hak
atas tanah yang belum bersertipikat untuk memperoleh kredit. Hal ini bertujuan selain
untuk menampung kepentingan para pihak yang memerlukan uang yang kebanyakan
adalah golongan ekonomi lemah, juga memenuhi ketentuan Pasal 8 UU No.10 Tahun
1984 bahwa tanah-tanah yang bukti kepemilikannya didasarkan pada hukum adat,
yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk pajak dan lain-lain yang

sejenis dapat digunakan sebagai agunan.

4. Sifat Dan Ciri-Ciri Hak Tanggungan

Hak Tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi dimana Hak
Tanggungan tersebut akan membebani secara utuh obyek Hak Tanggungan dan setiap
bagian dari padanya. Telah dilunasinya sebagian dan utang yang dijamin tidak berarti
terbebasnya sebagian obyek Hak Tanggungan dari beban Hak Tanggungan itu
melainkan Hak Tanggungan tersebut akan tetap membebani seluruh obyek Hak

Tanggungan untuk sisa utang yang belum dibayar.

'°a.P.lindungan, Komentar Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-
Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (UU No.4 Tahun 1996 Tanggal 9 April 1996/Lembar Negara
No.42) dan Sejarah Terbentuknya, Cet. I, (Medan: Mandar Maju, 1996), hal. 43.
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Mengenai sifat tidak dapat dibagi ini terdapat pengecualian apabila pada Akta
Pemberian Hak Tanggungan diperjanjikan lain, yang berarti dalam hal ini Hak
Tanggungan tersebut dibebankan pada beberapa hak atas tanah yang pada Akta
Pembebanan Hak Tanggungan tersebut terdapat janji bahwa pelunasan utang yang
besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian
dari obyek Hak Tanggungan yang akan di bebaskan dari pembebanan Hak
Tanggungan tersebut maka Hak Tanggungan tersebut hanya akan membebani sisa
obyek Hak Tanggungan guna menjamin sisa utang yang belum dilunasi.

Hak Tanggungan bersifat Accesoar dimana pemberian jaminan berupa Hak
Tanggungan ini merupakan suatu perjanjian yang tidak berdin sendiri meclainkan
merupakan suatu perjanjian yang mengikuti perjanjian lain yang merupakan
perjanjian pokoknya yang biasanya berupa suatu perjanjian yang menimbulkan suatu
hubungan Utang Piutang. Dengan demikian suatu jaminan sangat tergantung dari
keberadaan dan berakhirnya perjanjian pokoknya.

Hak Tanggungan sebagai suatu lembaga jaminan atas tanah mempunyai ciri-
cini yang antara lain:

1. memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor pemegang Hak
Tanggungan tersebut (Droit de preference).

mengikuti obycknya dalam tangan siapapun obyek Hak Tanggungan tersebut
berada (Droit de suite).

memenuhi azas spesialitas dan azas publisitas dimana azas spesialitas dan Hak
Tanggungan ini wajib dicantumkan termuat di dalam Akta Pemberian Hak
Tanggungan yaitu sebagai berikut:

a. nama dan identitas para pihak

b. domisili para pihak

¢. utang yang dijamin dan jumlahnya

Analisis yuridis..., Emilia Retno Trahutami Sushanti, FH Ul, 2008




27

d. nilai tanggungan
e. uraian yang jelas mengenai obyek hak tanggungan
Mengenai pemenuhan azas publisitas dari Hak Tanggungan ini dilakukan
dengan adanya kewajiban untuk mendaftar Hak Tanggungan tersebut
Kantor Pertanahan setempat sehingga mengikat terhadap pihak ketiga.
4. mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya
a. Pemegang Hak Tanggungan tersebut bisa menjual obyek yang dijaminkan
dengan Hak Tanggungan tersebut atas kekuasaan sendiri apabila debitur
cidera janji
b. Obyek Hak Tanggungan tersebut bisa dijual dibawah tangan atas
kesepakatan Pemberi dan pemegang Hak Tanggungan jika dengan demikian
akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak
dengan persyaratan tercantum dalam pasal 20 ayat (3) UUHT

Penggunaan lembaga Parate Eksekusi yang diatur dalam Pasal 224 HIR dan
Pasal 258 RBG.

S. Pemberi Dan Pemegang Hak Tanggungan

Para pihak dalam Hak Tanggungan adalah pemberi Hak Tanggungan dan
pemegang Hak Tanggungan /Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan
atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum
terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan.

Mengenai pemberi Hak Tanggungan ini J. Satrio menyatakan bahwa yang

dimaksud sebagai pemberi Hak Tanggungan tersebut adalah pemilik tanah yang
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dibebani dengan Hak Tanggungan sampai sejumlah uvang tertentu sesuai dengan
kesepakatannya dalam menjamin suatu perikatan utang.''

Secara prinsip pembebanan Hak Tanggungan atas hak atas tanah harus
dilakukan oleh pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan
hukum terhadap obyek Hak Tanggungan pada saat pendaftaran Hak Tanggungan
dilakukan karena Hak Tanggungan tersebut baru lahir pada saat didaflarkan, schingga
kewenangan tersebut harus ada pada pemberi Hak Tanggungan terhadap objck Hak
Tanggungan tersebut pada saat didaftarkannya Hak Tanggungan tersebut.

Sedangkan pemegang Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau
badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang atau kreditur yang

pada umumnya berupa lembaga keuangan. Dalam praktik badan hukumlah yang lcbih

banyak meng’

6. Titel Eksekutorial Hak Tanggungan.

Pada sertipikat Hak Tanggungannya dicantumkan irah-irah “Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan cksekutorial
yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap, yang dengan adanya irah-irah tersebut maka Hak Tanggungan ini memberikan
kepada kreditur jaminan bahwa terhadap jaminan tersebut akan mudah dan pasti
dalam pelaksanaan eksekusinya dalam hal debitur cidera janji, dan juga sertipikat Hak
Tanggungan tersebut dinyatakan berlaku sebagai pengganti grosse akta hipotik
sepanjang mengenai hak atas tanah.

Hal ini tetap dipertahankan agar mengenai eksekusi  hipotik yang

dilaksanakan berdasar Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBG dapat juga berlaku terhadap

3. Satrio. Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan , Buku 1, (Bandung:
Citra Aditya Bakt, 1997), hal 245.
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eksekusi dari Hak Tanggungan tersebut selama belum ada peraturan perundangan lain

yang mengaturnya.

7. Penyelesaian Objek Jaminan Yang Dibebankan Hak Tanggungan

Dalam praktik, Hak Tanggungan merupakan suatu hak yang diberikan oleh
debitur kepada kreditur guna menjamin utangnya; apabila debitur cidera janji maka
kreditur tersebut berhak untuk melakukan tindakan-tindakan yang diberikan oleh
Undang-undang kepadanya yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-undang

Hak Tanggungan yang menyatakan :
1. Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan :

a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak

Tanggungan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6 atau ;

b. titel Eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagai

mana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2.

Objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut
tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak

mendahulu dari kreditur-kreditur lainnya.

2. Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan penjualan objek Hak
Tanggungan dilaksanakan dibawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat

diperoleh harga tertinggi yang dapat menguntungkan semua pihak.

3. Pelaksanaan penjualan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat
dilaksanakan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis

oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang
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berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2(dua) surat kabar yang
beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat serta tidak

ada pihak yang menyatakan keberatan.

4. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara

yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1),(2) dan ayat (3) batal demi

hukum.

5. Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagai mana
dimaksud pada ayat (1) dapat  dihindari dengan pelunasan utang yang dijamin

dengan Hak Tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan.

Dan ketentuan pasal tersebut diatas, maka bagi kreditur pemegang Hak
tanggungan dapat menggunakan tiga cara penyelesaian pelunasan terhadap

piutangnya tersebut :

1. Melalui Parate Eksckusi menurut Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan.

2. Melalui Titel Eksckutorial dari sertipikat Hak Tanggungan.
3. Melalui penjualan dibawah tangan.

Penulis akan memberikan uraian singkat dari ketiga macam penyelesaian

tersebut -
1. Melalui Parate Eksekusi.

Parate Eksekusi merupakan suatu cara dalam mengeksekusi barang
jaminan tanpa melalui proses peradilan. Parate Eksekusi sebagai mana diatur
dalam Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan ini memberikan kewenangan
kepada atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari 1
(satu) Hak Tanggungan untuk menjual objek yang dijamin dengan Hak

Tanggungan tersebut atas kekuasaan sendin melalui pelelangan umum dan
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mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut dalam hal debitur
cidera janji, dalam hal ini pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama tersebut
tidak perlu meminta persetujuan terlebih dahulu dari pemberi Hak Tanggungan
dan juga tidak diperlukannya lagi penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri untuk
melakukan eksekusi tersebut hanya dengan mengajukan permohonan kepada
Kepala Kantor Lelang Negara setempat untuk melaksanakan pelelangan umum

dalam rangka eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan tersebut.

Kewenangan yang dimiliki Pemberi Hak Tanggungan atau pemegang
Hak Tanggungan peringkat pertama ini merupakan kewenangan yang diberikan
oleh Undang-undang yang oleh Kepala Kantor Lelang Negara harus dihormati
dan dipatuhi olehnya. Lembaga Parate eksekusi ini sangat memudahkan kreditur
dalam rangka mengeksekusi objek Hak Tanggungan tanpa melalui prosedur
beracara di pengadilan yang memerlukan waktu yang panjang dan hasilnya tidak

pasti.

2. Melalui Titel Eksekutorial dari Sertipikat Hak Tanggungan

Mengenai eksekusi berdasarkan Titel Eksekutorial ini pada Pasal 26
Undang-undang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa selama belum ada
peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dengan memperhatikan
ketentuan Pasal 14 Undang-undang Hak Tanggungan maka peraturan mengenai
eksekusi hipotik ada pada mulai berlakunya UUHT pula terhadap eksekusi objek

Hak Tanggungan ini.

Ketentuan yang dimaksud oleh peraturan tersebut mengenai eksekusi

hipotik adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 224 HIR yang menyebutkan;

Surat grosse daripada akta hipotik dan surat utang Yang dibuat dihadapan
wotanes di Indonesia. dan vang kepalanya memakai perkataan “demi keadilan
berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”, Berkekuatan sama dengan putusan

Analisis yuridis..., Emilia Retno Trahutami Sushanti, FH Ul, 2008



hakim. Jika surat yang demikian itu tidak ditepati dengan jalaq damai maka
perihal menjalankannya dilakukan dengan perintah dan dibawah pimpinan kqtua
pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya orang yang berutang itu .dlam
atau memilih kedudukannya, yakni secara yang dinyatakan dalam pasal di atas
ini dalam bagian ini, akan tetapi dengan pengertian, bahwa pa}csa badan hanya
boleh dilakukan setelah diizinkan dengan keputusan hakim. Jika hal putusan
hakim itu harus dijalankan sama sekali atau sebagian, dl'luar daerah_ hukum
pengadilan negeri, yang ketuanya menyuruh melakukan itu, maka diturutlah
peraturan pada Pasal 195 ayat (2) dan berikutnya.

Dari ketentuan diatas terlihat bahwa grosse akta hipotik dan grosse akta
Pengakuan Hutang yang bertitel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa” mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim yang tclah

mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Terdapat beberapa tahapan untuk melakukan eksekusi Hak Tanggungan
berdasarkan titel eksekutorial sebagai mana diatur dalam Pasal 224 HIR tersebut

yaitu :
A. Tahap Permchonan

Kreditur mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri
dimana objek jaminan tersebut berada atau Pengadilan Negeri yang dalam

perjanjian ditetapkan scbagai domisisi hukum.
B. Tahap Aanmaning ( Pasal 196 HIR )

Pengadilan akan memanggil/menegur (aanmaning)debitur sebanyak dua kali
dengan tenggang waktu delapan hari untuk tiap-tiap aanmaning yang
diterima. Kemudian Pengadilan akan menetapkan Berita  Acara

aanmaningnya.
Debitur mempunyai 3 (tiga) sikap terhadap aanmaning tersebut :

a. Tidak memperdulikan aanmaning tersebut, dalam hal demikian prosedur

dapat dilanjutkan.
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b. Mengakui utang dan besar jumlah utangnya; dalam hal demikian kreditur
dapat langsung meminta pembayaran seluruh jumlah utang atau
meminta kerja sama debitur untuk menjual objek jaminan guna melunasi

seluruh jumlah utangnya.

c. Debitur mengajukan bantahan yang dapat mengenai jumlah utangnya
yang tidak sesuai dengan catatan debitur atau mengenai objek

jaminannya.
C. Tahap Penyitaan ( Pasal 197 HIR )

a. Permohonan sita diajukan oleh kreditur atas objek jaminan akan yang

dilelang.

b. Pengadilan mengeluarkan penetapan yang kemudian  dilanjutkan dengan
proses penyitaan oleh petugas pengadilan yang dibuktikan dengan
Benita Acara Penyitaan, yang dalam hal ini bila tidak ada

tanggapan/bantahan dari debitur maka proses akan dilanjutkan.
D. Tahap Pelelangan/Penjualan dimuka umum (Pasal 200 HIR)
1. Kreditur mengajukan permohonan lelang kepada Pengadilan Negeri.

2. Pengadilan akan membuat penetapan lelang dan akan menetapkan waktu

lelang setelah berkonsultasi dengan Kantor Lelang.

3. Pengumuman lelang disurat kabar dilaksanakan dua kali dengan

tenggang waktu satu bulan diantaranya.
4. Penentuan plafond harga (harga minimal) oleh pihak kreditur.

5. Acara lelang dilaksanakan di Pengadilan Negeni setempat yang harus
dihadiri sekurang-kurangnya oleh dua orang pembeli atau pihak, apabila

tidak ada peminat, maka lelang akan ditunda kurang lebih satu bulan
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dan harus didahului dengan pemasangan iklan sebanyak satu kali, yang

setelah lelang dilaksanakan maka akan dibuatkan risalah lelang.
6. Dibuatkan Berita Acara penyerahan hasil lelang.

Eksekusi Hak Tanggungan melalui titel eksekutorial ini membcrikan
kemudahan kepada kreditur karena dengan irah-irah “Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang dipersamakan dengan
putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, hanya
membutuhkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri saja untuk

melakukan eksekusinya.
3 .Melalui Penjualan Dibawah Tangan.

Eksekusi objek Hak Tanggungan yang ketiga yang diberikan oleh
Undang-undang Hak Tanggungan kepada kreditur pemegang Hak
tanggungan adalah dengan melakukan penjualan terhadap objek jaminan
tersebut melalui penjualan dibawah tangan jika diperkirakan dengan hal
tersebut akan diperoleh harga yang lebih tinggi dari pada jika dijual melalui
pelelangan umum sepanjang mengenai hal tersebut telah disepakati olch
pemberi dan pemegang Hak tanggungan. Penjualan objek Hak Tanggungan

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Pelaksanaan penjualan dibawah tangan dilakukan setelah lewat waktu 1
(satu) bulan sejak diberi tahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atay

pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

b.Diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang bercdar
didaerah yang bersangkutan dan/atau media masa setempat serta tidak ada

pihak yang menyatakan keberatan.
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Syarat-syarat tersebut diatas dimaksudkan untuk melindungi pihak-pihak
yang berkepentingan dengan objek Hak Tanggungan tersebut yang dalam hal
ini pemegang Hak Tanggungan kedua, ketiga dan para kreditur lain dari

pemberni Hak Tanggungan tersebut.

Pada penyelesaian kredit macet yang banyak terjadi dewasa ini maka jika
mengacu pada ketentuan tersebut diatas kreditur tentu tidak akan mengalami
hambatan dalam memperoleh kembali pelunasan atas piutangnya yang dijamin
dengan Hak Tanggungan, karena kepada kreditur tersebut oleh ketentuan perundang-
undangan tersebut diberikan tiga jenis pelaksanaan eksekusi yang bisa dilakukan
pihak kreditur te-rh'adap objek jaminan atas piutangnya. Namun pada kenyataannya
dalam pelaksanaannya ketiga jenis eksekusi yang bisa dil2kukan tersebut menjadi
rancu karena tidak atau belum cukupnya aturan yang jelas mengenai tata cara
pelaksanaan dan eksekusi tersebut yang masih menggunakan ketentuan mengenai
hipotik yang dalam praktik pelaksanaannya akan memerlukan waktu yang lama dan

kurang terjamin kepastiannya.

Selain itu juga banyak hal upaya dapat dipergunakan oleh pemberi Hak |
Tanggungan sebagai dalih dalam proses eksekusi tersebut yang dapat menggagalkan
eksekusi terhadap Hak Tanggungan itu yang keseluruhannya bersumber dari Undang-
undang Hak Tanggungan itu sendiri yang mengatur tentang suatu hal tetapi
memberikan aturan terhadap hal tersebut pada ketentuan yang lain yang berbeda

sehingga tidak terdapat kesamaan pandangan untuk hal yang diatur tersebut.

8. Permasalahan Eksekusi Objek Hak Tanggungan Dalam Praktik

Dalam praktik, penyelesaian suatu eksekusi Hak Tanggungan itu tidak mudah

dilaksanakan, umumnya eksekusi dilaksanakan berdasarkan grosse akta dan surat
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Pengakuan Hutang yang dibuat oleh notaris. Jika terjadi perlawanan/verzet dari
debitur dan/atau pihak ketiga penyelesaiannya dilakukan oleh Pengadilan Negeri.
Tapi sering timbul permasalahan yang dapat mengakibatkan terhambatnya

penyelesaian eksekusi objek jaminan antara lain :
a. Lamanya waktu penyelesaian

Persoalan waktu dapat dikatakan sudah menjadi hal yang umum dalam
penyelesaian eksekusi objek Hak Tanggungan. Adapun hambatan-hambatan
mengenai lamanya waktu proses penyelesaian eksekusi objek Hak Tanggungan

dapat disebabkan oleh pihak-pihak yang tersangkut dalam eksekusi ini, sebagai
berikut :

I Hambatan dari pihak kreditur :

a. Membuat flafond harga lelang terlalu rendah sehingga ditolak oleh

Ketua Pengadilan Negeri;
b.Tidak menyiapkan pembeli;
¢.Tidak menyiapkan harga lelang;
d.Berdamai dengan debitur sebelum lelang.
I1.Hambatan dari pihak pengadilan :

a. Penundaan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan alasan plafond tidak
tercapai, debitur memohon ditunda dan/atau ada bantahan (gugatan)
dari pihak ketiga;

b. Ada surat dari Ketua Pengadilan Tinggi;

c. Ada surat atan intervensi dari Mahkamah agung Republik Indonesia
(MARI).
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1iII. Hambatan dan pihak debitur :
a.Adanya gugat menggugat; bantah membantah;
b. Minta fatwa kepada Pengadilan Tinggi atan MARI;

c. Menghalang-halangi lelang dengan mengajukan pembeli-pembeli

fiktif.
b. Masalah yang timbul dalam pelelangan
Pada saat pelelangan sering timbul permasalahan sebagai berikut :

1. Barang sulit dijual karena kurang peminat;

2. Adanya efek psikologis, takut ada masalah untuk membeli barang-

barang yang dilelang untuk daerah- daerah tertentu;

3. Adanya permohonan penangguhan lelang karena ada gugatan dani

debitur yang beritikad tidak baik melalui Pengadilan Negeri;
4. Harga barang yang dilelang terlalu tinggi;
5. Sulit menentukan harga limit;
6.  Apabila objek jaminan yang dilelang masih ada penghuninya.
c. Timbulnya Perlawanan/Verzet

Dalam rangka eksekusi objek Hak Tanggungan dapat timbul persoalan
apabila ada perlawanan/verzer dari pihak debitur terhadap utangnya. Dalam
mengajukan perlawanan/verzet ini debitur dapat menggunakan berbagai alasan

sebagai berikut :

1. Debitur menyangkal bahwa ia telah melalaikan kewajibannya terhadap

kreditur dan menyatakan bahwa kreditur belum waktunya mengeksekusi

agunannya.
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2. Debitur tidak mengakui jumlah utang yang meliputi segala biaya yang tclah
dikeluarkan oleh kreditur terlebih dahulu bagi kepentingan proses

pembebanan Hak Tanggungan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, timbulnya verzef ini adalah hal yang paling
ditakuti terjadi oleh pihak kreditur khususnya kalangan perbankan karena dengan
adanya verzet berarti eksekusi objek Hak Tanggungan akan ditangguhkan sampai
tercapainya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap. Dan itu berarti
kreditur pemegang Hak Tanggungan harus menunggu lebih lama lagi, mengingat
proses perkara yang panjang, yaitu masih terdapatnya kemungkinan bagi pihak yang
dikalahkan dalam putusan untuk mengajukan proses banding dan kemudian kasasi.

Selain memerlukan waktu yang lama dengan timbulnya verzet ini maka berarti akan

timbul biaya-biaya baru bagi kepertuan penyclcsaian perkara terhadap kreditur.

Kerugian yang :nama dari pihak bank yang dalam hal ini berkedudukan
sebagai kreditur pemegang Hak Tanggungan adalah dengan ditangguhkannya
eksekusi objek Hak Tanggungan tersebut berarti bank tidak dapat segera memperolch
pelunasan kembali piutangnya. Seperti telah diketahui, fungsi bank sebagai lembaga
keuangan dengan terhambatnya pengembalian piutang akan menimbulkan kerugian
karena perputaran uangnya menjadi terhambat, padahal seharusnya uang tersebut

dapat disalurkan kepada debitur lain.

Kadang-kadang perlawanan/verzer ini sengaja diajukan oleh debitur yang
beritikad tidak baik dengan maksud untuk menghambat pelaksanaan eksekusi objek
Hak Tanggungan schingga melihat kenyataan tersebut perlu dipikirkan suatu upaya

dari berbagai pihak yang dapat mengatasi persoalan ini.
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C. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) sebagai dasar

Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan
1. Pemberian Kuasa Membebankan Hak Tanggungan

Pada asasnya pemberian Hak Tanggungan wajib dihadini dan dilakukan
sendin oleh pemberi Hak Tanggungan sebagai pihak yang berwenang melakukan
perbuatan hukum atas obyek yang dijadikan jaminan. Hanya apabila benar-benar
diperlukan dan berhalangan kehadirannya untuk memberikan Hak Tanggungan
dan menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungannya dapat dikuasakan

kepada pihak lain.

Pemberian kuasa tersebut wajib dilakukan dihadapan seorang notaris atau
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dengan suatu akta ‘otentik yang disebut
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Bentuk dan isi SKMHT
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasionan (BPN) nomor 3 tahun 1996. Formulir disediakan oleh BPN melalui
kantor-kantor Pos, Pasal ‘15 ayat (1)). SKMHT dibuat oleh notaris atau PPAT
yang bersangkutan dalam dua ganda, semuanya asli (in originali) ditandatangani
oleh pemberi kuasa, penerima kuasa, dua orang saksi dan notaris atau PPAT yang
membuatnya. Selembar disimpan di kantor notaris atau PPAT yang bersangkutan
dan lembar lainnya diberikan kepada penerima kuasa untuk keperluan pemberian
Hak Tanggungan dan pembuat Akta Pemberian Hak Tanggungan-nya. PPAT
wajib menolak membuat APHT berdasarkan surat kuasa yang bukan SKMHT in
originali, yang formulimya disediakan oleh Badan Pertanahan Nasional dan

bentuk serta isinya ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pembuatan APHT oleh PPAT atas dasar surat kuasa yang bukan SKMHT

in originali, yang formulimya disediakan oleh Badan Pertanahan Nasional dan
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bentuk serta isinya ditetapkan dengan Peraturan Menteri, merupakan cacat hukum
dalam proses pembebanan Hak Tanggungan. Biarpun telah dilaksanakan
pendaftarannya, keabsahan Hak Tanggungan yang bersankutan tetap terbuka
kemungkinannya untuk digugat oleh pihak-pihak yang dirugikan. Kreditor yang

dirugikan dapat menuntut kerugian pada PPAT atau notaris yang bersangkutan.

Dalam Pendaftaran Hak Tanggungan diberikan kepada Kepala Kantor
Pertanahan tidak berwenang, bahkan dilarang meninjau keabsahan APHT yang
didasarkan atas surat kuasa yang dimaksudkan. Maka para Kepala Kantor
Pertanahan tidak dapat ikut digugat untuk mengganti kerugian yang diderita

kreditor yang bersangkutan.

PPAT hanya berwenang menbuat SKMHT mengenai obyek Hak
Tanggungan yang terletak diwilayah daerah kerjanya. Scbaliknya pembatasan itu

tidak berlaku terhadap notaris dalam pembuatan SKMHT.

Ditujukan PPAT sebagai Pejabat yang juga bertugas membuat SKMHT
adalah dalam rangka memudahkan pemberian pelayanan kepada pihak-pihak
yang memerlukan. Berbeda dengan umumnya para notaris, PPAT keberadaannya

sampai wilayah kecamatan.

warangan Dan Persyaratan Pembuatan SKMHT

Pemberian kuasa harus dilakukan sendin oleh pemberi Hak Tanggungan,
sedang akta pemberian kuasanya harus dibuat oleh notaris atau PPAT dalam
bentuk SKMHT yang formulirnya disediakan oleh Badan Pertanahan Nasional.
Selain itu bagi sahnya SKMHT ada larangan dan persyaratan yang disebutkan

dalam Pasal 15 ayat (1) :
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1. Dilarang SKMHT memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain

daripada membebankan Hak Tanggungan.

2. Dilarang memuat kuasa substitusi. Substitusi adalah penggantian penerima
kuasa melalui pengalihan, sehingga ada penerima kuasa baru. Bukan
substitusi, karena tidak terjadi penggantian penerima kuasa, apabila penerima

kuasa menugaskan pihak lain untuk atas namanya melaksanakan kuasa itu.

3. Wajib mencatumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utang,
nama serta identitas krediturnya, nama serta identitas debitur, apabila debitur

bukan pemberi Hak Tanggungan.

Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi atau dilanggar larangan-
larangan diatas, SKMHT yang bersangkutan menjadi batal demi hukum,
demikian ditegaskan dalam Penjelasan pasal tersebut. PPAT wajib menolak
permohonan untuk membuat APHT, apabila kuasa tidak diberikan sendiri oleh

pemberi Hak Tanggungan atau tidak dipenuhi ketentuan diatas.

Kuasa untuk memberikan Hak Tanggungan tidak dapat ditarik kembali
dan tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga, juga jika pemberi Hak
Tangghngan meninggal dunia; kecuali kuasa tersebut telah dilaksanakan atau

karena telah habis jangka waktunya.

Mengenai batas waktu penggunaan SKMHT ditentukan dalam pasal 15
ayat (3) dan (4). Jika yang dijadikan obyek Hak Tanggungan hak atas tanah yang
sudah didaflar, dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan sesudah diberikan,
wajib diikuti dengan pembuatan APHT yang bersangkutan, namun jika obyek
Hak Tanggungan sudah terdaftar tetapi belum atas nama pemben Hak

Tanggungan maka masa berlakunya Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan
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(SKMHT) itu adalah 3 (tiga) bulan. Apabila yang dijadikan jaminan hak atas
tanah yang belum didafiar, jangka waktu penggunaan SKMHT-nya dibatasi tiga
bulan. Jangka waktu tiga bulan tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan
pendafiaran hak atas tanah yang bersangkutan. Penyelesaian pendaftaran
mengenai Hak Milik bekas hak milik adat, dilakukan sesudah dibuat APHT-nya.
Maka pada waktu dibuat APHT Hak Milik bekas hak milik adat tersebut belum

perlu bersertipikat.

3.Analisis Terhadap Objek Hak Tanggungan Dalam Kasus Utang
Piutang

Pada dasarnya Hak Tanggungan merupakan suatu lembaga jaminan yang
mempunyai fungsi melindungi hak-hak dari pihak kreditur apabila debitur cidera
janji. Dari definisi mengenai Hak Tanggungan yang di kemukakan dalam Pasal 1
ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas
Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dapat diketahui
bahwa Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada
kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Kreditur tertentu yang dimaksud
adalah yang memperoleh atau yang menjadi pemegang Hak Tanggungan tersebut.
Mengenai apa yang dimaksudkan dengan pengertian “kedudukan yang
diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain” tidak
dijelaskan dalam penjelasan dari Pasal 1 tersebut, tetapi dapat ditemukan di
dalam angka 4 Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan tersebut.
Dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan itu bahwa
yang dimaksudkan dengan “memberikan kedudukan yang diutamakan kepada

kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain” ialah:
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“bahwa jika debitor cidera janji,kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak
menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak
mendahului daripada kreditor-kreditor yang lain. Kedudukan diutamakan
tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang
Negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku”.

Ketentuan angka 4 Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan
ini merupakan materialisasi dari asas yang disebut “droit de preference”. Asas
atau sifat Hak Tanggungan ini memberikan kepastian hak memperoleh pelunasan

atas piutangnya mendahului kreditur-kreditur yang lain.

Dalam Pasal 7 Undang-undang Hak Tanggungan menetapkan asas,
bahwa Hak Tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek
tersebut berada. Dengan demikian, Hak Tanggungan tidak akan berakhir
sekalipun objek Hak tanggungan itu beralih kepada pihak lain oleh karena sebab
apapun juga. Berdasarkan asas ini, pemegang Hak Tanggungan akan selalu dapat
melaksanakan haknya dalam tangan siapapun benda itu berpindah. Ketentuan
Pasal 7 Undang-undang Hak tanggungan ini merupakan materialisasi dari asas
yang disebut “ droit de suite”. Asas atau sifat Hak Tanggungan yang demikianlah
yang memberikan kepastian kepada kreditur mengenai haknya untuk memperoleh
pelunasan dari hasil penjualan atas tanah atau hak atas tanah yang menjadi objek
Hak Tanggungan itu bila debitur cidera janji, sekalipun tanah atau hak atas tanah
yang menjadi objek jaminan itu telah beralih dengan cara apapun kepada pihak

ketiga.

Dari ketentuan tersebut, dapat terlihat bahwa kreditur sebagai Pemegang
Hak Tanggungan memiliki hak atas pengembalian piutangnya yang dilindungi
oleh Undang-undang. Ketangan siapapun dan dengan cara apapun objek jaminan
Hak Tanggungan tersebut beralih, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk

melaksanakan haknya atas pengembalian piutangnya yang telah diberikan kepada
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debitur dengan cara menjual melalui pelelangan umum objek yang dijadikan

jaminan tersebut.

Mengenai adanya perkara utang piutang antara PT. SWAKARSA
BINASEJAHTERA (debitur) dengan kreditur PT. BANK ARTAMEDIA yang
melibatkan tanah yang dijadikan sebagai obyek Hak Tanggungan kepada bank
tersebut yang merupakan milik Nyonya JUDITH SOERYADJAYA sebagaj
obyek sengketa sebagai mana dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung R |

Nomor 1401 K/Pdt/2003, dimana duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

a. Nyonya JUDITH SOERYADJAYA merupakan pemilik yang sah dari
sebidang tanah Hak Milik Nomor 198/Gondangdia, seluas 682 M2, berikut
sebuah bangunan rumah tinggai yang berdiri diatasnya, sctempat dikenal

dengan jalan Suwiryo Nomor 49 Menteng, Jakarta Pusat;

b. Bahwa tanah dan bangunan milik Nyonya JUDITH SOERYADIJAYA
tersebut oleh PT. SWAKARSA BINASEJAHTERA dijadikan sebagai
jaminan atas hutangnya pada PT. BANK ARTHAMEDIA berdasarkan Akta
Perjanjian Penyerahan Jaminan tertanggal 12 Maret 1999 serta Akta Kuasa
No. 18 tertanggal 23 Maret 1999 dan Akta Perjanjian Nomor 16 tanggal 23

Maret 1999 yang dibuat dihadapan TAHIR KAMILI, SH, Notaris di Jakarta:

. Bahwa obyek yang diperkarakan sejak tanggal 13 Juni 1997 telah menjadi
Jaminan Hutang PT. SWAKARSA BINASEJAHTERA dan telah dibebanij
Hak Tanggungan oleh PT. BANK ARTHAMEDIA, maka sebagaimana
diatur dalam Udang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 dan
Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992, maka pemilik jaminan
telah mengetahui konsekwensinya jika debitur macet dalam pembayaran

utangnya maka Kreditur diberi hak prioritas untuk mendapat haknya dari
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penjualan jaminan tersebut. Akan tetapi berdasarkan keinginan dan
permohonan pemilik jaminan dan debitur agar jaminan tersebut tidak dilelang
dulu, hal tersebut dikabulkan oleh Kreditur, maka ditanda tanganilah akta
Nomor 16 tanggal 23 Maret 1999, perjanjian mana diperkenankan oleh Bank
Indonesia berdasarkan Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor

31/150/Kep/Dir tanggal 12 Nopember 1998;

. Bahwa pemilik jaminan dan debitur nyatanya mengingkari akta Perjanjian

nomor 16 dan akta Kuasa Menjual Nomor 18 yang telah diberikan kepada
kreditur, hal ini sangat merugikan kreditur dan masyarakat pemilik dana yang

mempercayakan uangnya kepada kreditur untuk dikelola;

. Dari uraian-uraian diatas ternyata pemilik jaminan dan Debitur tidak

menghargai dan peduli dengan kesepakatan-kesepakatan/perjanjian-
perjanjian yang dibuat dengan kreditur, karenanya terbukti pemilik jaminan
dan debitur telah melanggar Pasal 1338 KUH Perdata dengan tidak

melaksakan apa yang telah diperjanjikan/disepakati;

Bahwa menurut hemat penulis, seyogyanya tidak mengurangi hak kreditur
sebagai pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan upaya pengembalian
piutangnya dengan melakukan penjualan tanah yang dijadikan jaminan
melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam

perundang-undangan, berdasarkan hal sebagai berikut:

1. Bahwa Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan
bagi kreditur pemegang Hak Tanggungan (droit de preference),
artinya PT. BANK ARTAMEDIA, selaku kreditur pemegang Hak
Tanggungan memiliki  kedudukan yang diutamakan terhadap

kreditur-kreditur lain.
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2. Bahwa Hak Tanggungan mengikuti objeknya dalam tangan siapapun
objek Hak Tanggungan itu berada (droit de suite), artinya PT. BANK
ARTAMEDIA, selaku kreditur pemegang Hak Tanggungan akan
selalu dapat melaksanakan haknya ketangan siapapun tanah yang
dijadikan objek jaminan Hak Tanggungan itu berpindah.

3. Bahwa diatas objek Hak Tanggungan tidak dapat diletakkan sita oleh
Pengadilan. Menurut hemat penulis, peletakkan sita jaminan terhadap
tanah yang sedang dijadikan jaminan bertentangan dengan tujuan
dari Hak Tanggungan itu sendiri, yaitu memberikan jaminan yang
kuat bagi kreditur yang menjadi pemegang Hak Tanggungan itu
untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lain. Bila terhadap Hak
tanggungan itu dimungkinkan sita jaminan oleh pengadilan, berarti
meniadakan kedudukan yang diutamakan dari kreditur pemegang
Hak Tanggungan, artinya sita jaminan yang diletakkan oleh
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas permintaan pihak ketiga
terhadap tanah yang menjadi objek Hak tanggungan pada telah
dibebani Hak Tanggungan tidak tepat.

Dari ketiga hal terscbut, dapat terlihat bahwa dengan adanya perkara
utang piutang menyangkut tanah yang menjadi objek jaminan Hak Tanggungan,
tidak dapat mengakibatkan hak kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan
menjadi gugur, karena kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan memiliki hak
istimewa yang dilindungi Undang-undang. PT. BANK ARTAMEDIA selaku
kreditur pemegang Hak Tanggungan dapat melakukan cksekusi berdasarkan *
Sertipikat Hak Tanggungan™ yang memiliki excecutorial title seperti halnya
putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini pihak PT.

BANK ARTAMEDIA selaku pemegang Hak tanggungan mempunyai hak
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privilige/hak didahulukan atas pembayaran tagihannya dari kreditur-kreditur
dan/atau pihak-pihak lain.

Sehubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang
menyatakan bahwa Akta Penyerahan Jaminan dan akta Kuasa sepanjang
mengenai tanah SERTIPIKAT Hak Milik Nomor 198/Gondangdia, berikut
bangunan rumah tinggal diatasnya yang terletak di jalan Suwiryo No. 49
Menteng, Jakarta Pusat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila
dikaitkan dengan Undang Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah Pasal 15 dan
juga telah dikemukakan dalam Penjelasan Umum angka 7 pada asasnya
pembebanan Hak Tanggungan wajib dilakukan sendiri oleh pemberi Hak
Tanggungan. Hanya apabila benar-banar diperlukan, yaitu dalam hal pemberi
Hak Tanggungan tidak dapat hadir di hadapan PPAT, diperkenankan
penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. Sejalan dengan itu,
surat kuasa tersebut harus diberikan langsung oleh pemberi Hak Tanggungan dan
harus memenuhi persyaratan mengenai muatannya sebgaimana ditetapkan untuk
itu tidak dipenuhinya syarat ini mengakibatkan surat kuasa yang bersangkutan
batal demi hukum, yang berarti bahwa surat kuasa yang bersangkutan tidak dapat
digunakan sebagai dasar permohonan untuk membuat Akta Pemberian Hak
Tanggungan. PPAT wajib menolak permohonan untuk membuat Akta Pemberian
Hak Tanggungan, apabila Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tidak
dibuat sendiri oleh pemberi Hak tanggungan atau tidak memenuhi syarat
termaksud diatas, maka putusan Hakim Jakarta Pusat tersebut adalah tepat karena
hanya Surat Kuasa_Membebankan Hak Tanggungan lah yang dapat dipakai

sebagai dasar pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan.
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Pembatalan Akta Kuasa dan akta Penyerahan Jaminan sebagai dasar
pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut seyogyanya Akta
Pemberian Hak Tanggungan dinyatakan batal pula, karena apabila kita telaah
sebagai dasar pembuatan APHT telah dinyatakan batal maka Pembebanan Hak
Tanggunan atas Tanah sertipikat Hak Milik nomor 198/Gondangdia milik
Nyonya JUDITH SOERYADJAYA harus juga dinyatakan batal yang artinya
bahwa pembebanan Hak Tanggungan atas tanah tersebut tidak pemah ada atau
batal demi hukum, namun karena dalam hal ini PT BANK ARTAMEDIA
(kreditur) telah memberikan kredit kepada Debitur dengan Jaminan berupa tanah
bersertipikat tersebut maka kreditur tetap harus mendapatkan pengembalian

kredit oleh debitur.
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BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan ha;sil analisa terhadap pokok permasalahan yang penulis teliti

serta dengan mengacu kepada metode penelitian yang digunakan, maka

penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi pihak kreditur sebagai pemegang Hak
Tanggungan terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1401 K/Pdt/2003 yaitu sebagai berikut :

- Dengan telah disahkan dan diupdangkannya Undang-undang Nomor
4 Tahun 1996, Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta
Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah telah tercipta
unifikasi Hukum Tanah Nasional dan terwujudnya tujuan UUPA
yaitu memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan
jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah termasuk
hak jaminan atas tanah, hal ini tercermin dari asas-asas Hak

Tanggungan antara lain :
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a). Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan atau

b).

mendahului kepada pemegang haknya terhadap kreditur-kreditur
lain, sebagai mana ternyata dalam Pasal 1 angka(l) juncto
Angka 4 Penjelasan Umum Undang-Undang Hak Tanggungan.
Hak Tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan
siapapun objek tersebut berada (Pasal 7 Undang-Undang Hak
Tanggungan). Dengan demikian Hak Tanggungan tidak akan
berakhir sekalipun objek Hak Tanggungan telah beralih kepada
pihak lain karena sebab apapun juga. Berdasarkan asas ini
pemegang Hak Tanggungan selalu dapat melaksanakan haknya
kedalam tangan siapapun benda itu berpindah dan pemegang
Hak Tanggungan dapat mempertahankan haknya terhadap
siapapun.

Hak Tanggungan wajib memenuhi asas spesialitas dan asas
publisitas; mengenai asas spesialitas dari Hak Tanggungan baik
mengenai subyek, obyek maupun utang yang dijamin termuat di
dalam akta Pembebanan Hak Tanggungan yang harus
menyebutkan identitas dan domisili para pihak, jumlah utang
yang dijamin, nilai tanggungan dan benda yang menjadi objek
Hak Tanggungan, mengenai pemenuhan asas publisitas dari
Hak Tanggungan ini dilakukan dengan adanya kewajiban untuk
mendaftar Hak Tanggungan tersebut pada Kantor Pertanahan

setempat dan didaftarkannya pemberian Hak Tanggungan
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merupakan syarat muntlak untuk lahirnya Hak Tanggungan
tersebut sehingga mengikat terhadap pihak ketiga.

d). Pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan mudah dan pasti. Hal
ini tercermin dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan,
bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan
pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan
atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta
mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.
Pemegang Hak Tanggungan atau Pemegang Hak Tanggungan
pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak
Tanggungan berhak untuk melakukan parate eksekusi, artinya
pemegang Hak Tanggungan itu tidak perlu meminta penetapan
dari pengadilan setempat untuk melakukan eksekusi atas objek
Hak Tanggungan yang menjadi jaminan utang debitur dalam hal
debitur cidera janji.

- Dengan adanya perkara utang piutang terhadap tanah yang menjadi
jaminan Hak Tanggungan, tidak dapat mengakibatkan hak kreditur
sebagai pemegang Hak Tanggungan menjédi gugur. Hak kreditur
sebagai pemegang Hak Tanggungan dilindungi dan dijamin oleh
Undang-undang dalam pemenuhan pelunasan piutangnya yang
diberikan kepada debitur, karena kreditur pemegang Hak
Tanggungan memiliki hak istimewa untuyc melaksanakan eksekusi
berdasarkan “ Sertipikat Hak Tanggungan” yang mempunyai

excecutorial title seperti halnya putusan hakim yang telah

Analisis yuridis..., Emilia Retno Trahutami Sushanti, FH Ul, 2008



52

berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh
kreditur tersebut, maka kreditur dapat melakukan pejualan objek
jaminan Hak Tanggungan dan mengambil pelunasan atas piutangnya
dari hasil penjualan tersebut sehingga dalam hal ini pihak kreditur
terhindar dari kerugian finansial.

2. Putusan Hakim yang menyatakan bahwa Akta Perjanjian Penyerahan
Jaminan dan Akta Kuasa tidak mempunyai kekuatan hukum atau
dinyatakan batal bila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1401 K/Pdt/2003 adalah sangat tepat
karena dalam Undang Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang é;:rkaitan
Dengan Tanah Pasal 15 dan juga telah dikemukakan dalam Penjelasan
Umum angka 7 pada asasnya pembebanan Hak Tanggungan wajib
dilakukan sendiri oleh pemberi Hak Tanggungan. Hanya apabila
benar-benar diperlukan, yaitu dalam hal pemberi Hak Tanggungan
tidak dapat hadir di hadapan PPAT, diperkenankan penggunaan Surat
Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. Sejalan dengan itu, surat
kuasa tersebut harus diberikan langsung oleh pemberi Hak
Tanggungan dan harus memenuhi persyaratan mengenai muatannya
sebagaimana ditetapkan untuk itu. Tidak dipenuhinya syarat ini
mengakibatkan surat kuasa yang bersangkutan batal demi hukum,
yang berarti bahwa surat kuasa yang bersangkutan tidak dapat
digunakan sebagai dasar permohonan untuk membuat Akta Pemberian

Hak Tanggungan. PPAT wajib menolak permohonan untuk membuat
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Akta Pemberian Hak Tanggungan, apabila Surat Kuasa Membebankan
Hak Tanggungan tidak dibuat sendiri oleh pemberi Hak tanggungan
atau tidak memenuhi syarat untuk itu.

3. Upaya Perlindungan terhadap Pemegang Hak Tanggungan yaitu :

- dengan memberikan hak istimewa kepada kreditur Pemegang Hak
Tanggungan dalam kemudahan dan kepastian pelaksanaan
eksekusinya dengan cara :

a. Pemegang Hak Tanggungan tersebut bisa menjual obyek yang
dijaminkan dengan Hak Tanggungan tersebut atas kekuasaan
sendiri apabila debitur ingkar janji.

b. Obyt;k Hak Tanggungan Tersebut dapat dijual dibawah
tanggn atas kesepakatan Pemberi dan Pemegang Hak
Tanggungan jika demikian akan dapat diperoleh harga
tertinggi yang menguntungkan semua pihak dengan
persyaratan tercantum dalam pasal 20 ayat (3) Undang
Undang Hak Tanggungan. |

c. Penggunan lembaga Parate _Eksekusi yang diatur dalam Pasal
224 HIR dan Pasal 258 RBG

- Bahwa diatas obyek Hak Tanggungan tidak dapat diletakkan Sita
Jaminan oleh Pengadilan, karena peletakan sita jaminan terhadap
tanah yang sedang dijadikan jaminan bertentangan dengan tujuan
Hak Tanggungan itu sendiri, yaitu memberikan jaminan yang
kuat bagi kreditur yang menjadi pemegang Hak Tanggungan itu

didahulukan dari kreditur-kreditur lain. Bila terhadap Hak
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Tanggungan itu dimungkinkan sita jaminan oleh pengadilan
berarti meniadakan kedudukan yang diutamakan dari kreditur
pemegang Hak Tanggungan, artinya sita Jaminan yang
diletakkan oleh Pengadilan adalah tidak tepat.

4. Kedudukan Hak Tanggungan dengan dinyatakan batalnya Akta
Perjanjian Penyerahan Jaminan dan Akta Kuasa sebagai dasar
dibuatnya Akta Pembebanan Hak Tanggungan bahwa dengan
dinyatakan batalnya dasar dari pembuatan Hak Tanggungan maka
Akta Pembebanan Hak Tanggungan haruslah juga dinyatakan batal
dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga Akta Pembebanan

Hak Tanggungan dianggap tidak pernah ada.

B. SARAN-SARAN

1. Bahwa dalam perkara utang piutang antara debitur dengan pihak
ketiga yang menjadikan objek Hak Tanggungan sebagai objek
sengketa pihak Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan yang
wajib; berhak dan berwenang melindungi kepastian hukum dan
produk perundang-undangan tidak semena-mena meletakkan sita
jaminan terhadap objek jaminan, karena hal tersebut bertentangan
dengan tujuan dari Hak Tanggungan itu sendiri, yaitu memberikan
jaminan yang kuat bagi kreditur yang menjadi pemegang Hak

Tanggungan itu dengan didahulukan dari kreditur-kreditur lain.
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2. Bahwa pemegang Hak Tanggungan/pemegang Hak Tanggungan
Pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak
Tanggungan mempunyai hak untuk menjual objek Hak
Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum
dalam upaya mengambil pelunasan piutangnya bilamana debitur
cidera janji, namun dalam praktik kreditur harus terlebih dahulu
meminta penetapan dari pengadilan. Hal demikian menimbulkan
ketidak pastian hukum bagi masyarakat khususnya perbankan.
Untuk itu harus diruamuskan kerja sama yang baik antara para pihak
yang terkait; dalam hal ini yaitu perbankan, Pengadilan Negeri,
Kantor Pertanahan, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kantor Lelang
dan Instansi terkait lainnya untuk mengoptimalkan penegakan dan
pelaksanaan Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut.

3. Pembebanan Hak Tanggungan wajib dilakukan sendiri oleh
pemberi Hak Tanggungan. Hanya apabila benar-banar diperlukan,
yaitu dalam hal pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir di
hadapan PPAT, diperkenankan penggunaan Surat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan. Sejalan dengan itu, surat kuasa
tersebut harus diberikan langsung oleh pemberi9n Hak Tanggungan
dan harus memenuhi persyaratan mengenai muatannya
sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan.
Tidak dipenuhinya syarat ini mengakibatkan surat kuasa yang
bersangkutan batal demi hukum, yang berarti bahwa surat kuasa

yang bersangkutan tidak dapat digunakan sebagai dasar
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permohonan untuk membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan.
PPAT wajib menolak permohonan untuk membuat Akta Pemberian
Hak Tanggungan, apabila Surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan tidak dibuat sendiri oleh pemberi Hak tanggungan atau
tidak mememenuhi syarat yang sudah ditetapkan untuk itu dalam
Undang-Undang Hak Tanggungan.

Bahwa seharusnya PPAT menolak untuk dibuatkan Akta
Pemberian Hak Tanggungan apabila hanya didasarkan pada Akta
Perjanjian Penyerahan Jaminan dan akta Kuasa, demikian juga
Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat juga berhak untuk
menolak Pendaftaran Hak Tanggungan yang demikian itu ‘k;'«.trena
pemberiannya tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-

Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996.
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Nomor 2 1IPIYT.GROVV/PNIKT.PST

= DEMEKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MATIA ESA ™

Penpadilan Megeri Jakana Pusat yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat
pertima, telah menjatubkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antaca @

NY. JUDITIT SOERYADJAYA,

beralamat di I Sutan Syaluir No. 27 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili olch Alexius
Tantrajaya, S dan Danny Damawan, SH, Advokat & Pengacara pada Kantor Advokat &
Pengacara Alexing Tantrajaya, SH dan Rekan, berkantor di Gedung Graha Kencana Lt. 8, Jl

Raya Pejuangan No. 88, Kebon Jeruk Jakarta Barat, berdasikan Surat Kuasa Khusus tanggal
07 Apwil 2000, selanjutnya dgiscbut sehagai PENGGUGAT ;

Mclawan:

Lo P SWARKARSA BINASEJAITTERA,
bherkantor di JL “Peluk DBetung No. 38 Jakarl;

theahim, S11, Pengacara pada Kantor 1 Ftuku Ibrahim, SH, & Associales,
berkedudukan di Jalan Danau Diatas N, ¥l u.l\mg‘m Hilir, Jakarta Pusal, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 24 /\|;§¥(&L xjmwa discbut scbagai TERGUGAT I ; ~——-
2 1 BANK ARTAMEDIA (AN MIASIA),

beralamal di Mepara Kad sia,y%ﬁl{. Rasuna Said Dlok X.5 Kav. 2-3, Jakada

ugzb,, d; ui\\ “hal i diwakili oleh I1L Teuku

Sclatan, dalam hal ini diwaki ch.,Aé\ g Purwoko Adi, Y. Herry Mulyanto, dkk, scinuanya

selaku karyawan I Bank Ar(m@ia‘,/ bérdasarkan Surat Kuaga Khusus tanggal 24 April 2000
selanjuinya discbut sebagai 'I'ER(‘.U(‘./\(I' 1L om0

Pengadilan Nepgeri tersebut ---"-------L/')

Setelal membaca surat-surat perkara |

Sctelah mendengar kedua belah pibak yang berperkara ;-

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

NMcenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Apsil 2000 yang
tereatat i Kepaniteraan Pengadilan Neger Jakacta Pusat  tanggal 10 Apdl 2000, dibawah No.

VAT/OIYT.GR000/PMIKT.PST  telah  mengajukan  gugatan  kepada para Tergugat dengan
menpemukakao hal-hal schagai berikut

.o Dalwa Penggugat adalah pemilik  yang sah atas scbidang tanah Hak Milik Nomnor
198/Ciondangdia, scluas : 682 m2, berikut scbuah Langunan rumah tinggal yang berdin
diatasnya, sctempat dikenal scbagai Jalan Suwiryo No. 49, Menteng, Jakacta Pusat ;
Nabwa atas tanah dan bangunan milik Penggupat terscbut, oleh Tergugat T (sclaku Debitur)
telahy dijadikan scbagai Jaminan atas lutangnya kepada Tergugat T (sclaku Kreditur),
schagaimana ditluangkan dalam Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan tedanggal 12 Marct 1999
serfa Akta Kuasa No. 18 (ertanggal 23 Macet 1999 dan Akta Perjanjian No. 16 tanggal 23
Maict 1999 yang dibuat dihadapan TATMIR KAMILI, SH, Notars di Jakarta ;
Baluva diijinkannya tanah dan bangunan milik Penggugat terscbut sebagai Jaminan atas hutang
Terpogat T kepada Tergugat 1T tersebut, adalah karena adaunya Jaminan yang dibuat olch
Tergngat T dengan Tergugat IT inclalui kesepakatan Hak Opsi untuk mengambil kembali barang
* Jaminan yang, diberikan Tergugat 11 kepada Tergugat L s«..bagwnan:\ diatur didalain Akta
Perjanjian Mo. 16, tertanggal 23 Marcet 1999 5
Babwa flak Opsi untuk mengambil tanah dan bangunan nuhk Penggugat terschut, telah

disepakati olch Terpugatl T dengan ‘Tergugal I adalah gelambat-lambatnya tanggal 23 Maret
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2000, dengan Nilai tetap sehesar Rp. 3.350.000.000,- (tiga milyard liga ratus lima puluh jixln
vupialy) ;

Bahwa ofch karena senyatanya yang menikmati faslitas kredit yang telah diperolch dari

Tergugat 11 adalal Tergugat 1, scdangkan barang mitlik Penggugat berupn sebldang tanah

tink Milite Nomor @ 198/Gondangdin, seluns : 682 m2, berikul scbual bangunan rumah

tingpal yang berdiri diatasnyn, sctempat dikenal scbagai Jalan Suwiryo No. 49, Menteng,
Aalearta Pusat tersebut telnh dijadikan sebugni Jdaminan atas hutang Tergugat I, dengan
demikian (clah menimbulkan kckhawatiran Penggugat atas nasib barang jaminan miliknya
terscbut, unfuk itu scjak schelum jatuh tempo Hak Opsi yang telaly discpakati antara Tergugat 1
dengan ‘Tergugat 11, maka Penggugat telah berkali-kali mencgur dan memerintahkan kepada
Tergugat [ untuk raclaksanakan [lak Opsinya mengambil kembali barang Jaminan milik
Pengaugat terschut das Tergugat. 11, agar dengan demikian Penggugat dapat scgera menarik
kembali barang JTaminan miliknya terscbut, namun teruyata teguran-teguran daii Penggugat
terscbut tidak  diindahkan olch ‘Tergugat 1 hingga masa hak opsi terlewali, dan bahkan
Penggupgat pada tanggal 5 April 2000 telah mencrima tembusan surat daci Tergugat T yang
ditujukan kepada Tergugat 1, perihal © " Somasi untuk mengkosongkan Tanah dan Bangunan
di J1. Suwiryo No. 49, Mcenteng, Jakarta Pusat ¥, dengan demikian maka tindakan Tergugat I
yang tidak mclaksanakan Flak Opsi untuk mengambil kembali barang Jaminan milik Peuggugat
teesehut adalal merupakan ‘Tindakan ingkar janji / Wanprestasi yang merugikan Pengugat |
Bahwa demikian pula tindakan ‘Tergugat 11 yang memenintabkan agar tanah dan bangunan i
J. Suwiryo No. 49, Menteng, Jakarta P'usat. Milik Penggugal terscbut segera dikosongkan
adatlah kelitn dan bertentangan dengan hukumi, karena tanal dan bangunan dimaksud hanyalah
dijadilam sebagai Jaminan hutang Tergugat 1 yang diseirtal hak Opsi, dan bukan
pengaliban Hlak, untuk ity maka tindakan Terpugat I terscbut adalah menupakan tindakan
ingkar janji / Waaprestasi yang merugikan Pengugal ;

Bahwa aKibat tindakan Tergugat 1 yang tidak suclaksanakan 1ak Opsinya tersebut, " telahy
menimbulkan kerugian bagt Penggugat, karena Penggugat sama sckali tidak menikmati fasilitas
pinjaman keedit yang diberikan oleh Tergugat U kepada “Fergugat T tersebut, namun harus
kehilangan harta miliknya berupa tanah dan bangunan Jaminan dimaksud, dengan demikian
maka sudah scpatutnya menurut hukum Kepada Tergugat I terscbut harus diperintalikan untuk
membayvar hutangnya kepada “Tergugat 10 Rp. 3.350.000.000,- (tiga milyard tiga ratusg lima
pulub juta rupial) Segera sctelab perkara ini diputus, dan kepada Tergugat I hacuslah
diperintahkan pula untuk memberikan dan mencrima pembayaran yang dilakukan para
Pergupat Tiersebut, dansclanjutnya kepada Tergugat IT atau pilak manapun yang memperelzh
Hak dari padaoya, setelah dibayarnya hutang terscbut scgera mengembalikan Scrtifikat tanah
11ak Milik Nomor : 198/Gondangdia tersebut kepada Penpgupat ;

Daliwa dengan adanya maksud dari Tergugat I yang akan mengkosongkan tanah dan
bangunan milik Pengugat, scdangkan atas tanah dan.bangunan dimaksud hanyalah dijadikan
schagai Taminan Hutang Tergugat I, denpan demikian maka tindakan Tergugat II terscbut
adalah bertentangan dengan hukum, untuk itu guna menghindar tindak lanjut dari Tergugat I
yimg dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka sudah scpatutnya Akla Perjanjian
Penyeraban Jaminan tertanggal 12 Marct 1999 Juncto Akta Kuasa No. 18 tertanggal 23 Marct
1999 yang dibuat dihadapan Notaris Tahic Kamuli, SEI, di Jakarta scpanjang mengenai tanah
Serlifikat 11ak Milik Nomor : 198/Gondanggdia, berikut bangunan rumah tinggal diatasnya,
yvang ferlclak di JI. Suwityo No. 49, Menteng, Jakarta Pusat, milik Penggugat haruslah
dibatallean atau sclidak-tidaknya dinyalakan tidak mempunyai kekuatan hukum (buiten cffect
sicllen) | )

Dabiwva akibat dari tindakan Tergugat T yang tidak mclaksanakan Hak Opsi untuk mengambil
kembali barang Taminan milik Penggugat tersebut telah menimbutkan kerugian bagi Pengugat,

baik Moril maupun Materiel, yang, besamya Gila dibitung dengan uang besamya tidak kurang
dari :

- Kerugiau Moril ¢ adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyard rupiah), sedangkan
Fernglan Materiel adalah sebesar.tidak kurang dari Rp. 500.000.000,- (fina ralus juta rupialy),
schingga jumlal kescluruhan kerugian Moril dan Materie]l adalah : Rp. 5.000.000.000,- + Rp.
500.000.000,- = Rp. 5.500.000,000,- (lima milyard ima ratus juta rupiah), yang harus dibayar
oleh Tergugat 1 sctclah perkara ini diputus, sceara tunai dan lunas

10, Rahwa olch karena adanva kekhawativan Penggugat atas harta miliktiya terscbut akan dialihkan

kenada pihak lain sclama perkara ini sedang diperiksa, dan bila terjadi akan me

njadikan perkara
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dischutkan dalam ang}a‘} A dan § Surat Gug\lan. g

Tergupat 1 memang bcnar telah membuat perjanjian, ‘scbagaimana dituangkan dalam Akta
Perjanjian Penycrahan J:\mm'\n tanggal 12 Maret 1999 serta ‘Akta Kuasa No. 18 lcrtangg‘\l 23
Maret 1999 dan Akta l’cr;alumn No. 16 hnggal‘23 Maret 1999, yang dibuat dihadapan
TAUR KAMILL SH, Notars' di Jakarta dcngm‘[‘crgugnt Il sclaku Kreditur, Scbagai
jaminannya adalah scbidang tanah Hak Milik ‘Nothor -t 198/Gondangdia, scluas 682 m2,
Lerkut bangunan rmumah y:mg terletak di Jalan Suwuyo No. 49, Menteng, Jakarta Pusat, milik
dani Penggugal. .

Namun atas pchammn-pch'men lcmclm( antara’ lcrgug'ﬂ I sclaku nasabah dad Tergugat H
tetah diikat dengan suatu Perjanjian Kredit,
Rahwa “Terpugat 1 sehagai penerima fasilitas kvedit (debitur) dan Dank Mcedia/Pl, Arta Mcdia
Bank (clah berjalan dengan baik scjak pertengahan tahun 1997 sampai bulan Descmber 1999,
Terpugat 1 yang mcn;_,;:umkan tanah dan bangunan milik Penggugat, scmata-mala scbag'\i
Jaminan wdai pinjaman cyang  diberikan “Tergugat “J0, jelas bukan mcrupakan perjanjian
penyerahim kc.pumllkan
Bainwva Tergugat 1 memang telah diffinkan untuk mcmpergunakan tanah dan bangunan milik
PPengpupat terschut schagai Jaminan atas hutang Tergugat 1 kepada Tergugat Il Hal ini
diberikan, schubungan dengan adanya Jaminan yang dibuat olch "Terpugat 1 dengan Tergugat I
melalui kesepakatan Hak Opsi untuk mengambil kembali barang Jaminan yang diberikan
Tergngat 11 kepada Tergugat 1, seperti diatur (hlam I%érj _rmJnn Akla No. 16 tertanggal 23 Marct
1999, (sural gug\l angka 3)

‘Tergugal [ bukannya tidak imau melaksanakan [ak Op‘\l dimaksud guna menyer ahkan kembali
tanah dan bangunan milik Penggugal. ey

Tergugal 1 lclah l)cmp'wa sckuat fenaga untuk mcnvd:nmkan pcnmqahhan antara Tergugat 1
dengan “Terpugal I, agar tevlaksana hak Opsi yang telah dibual itu.

Namun dalam siluasi peeckonomian. yang sedang dilanda kiisis ini, Usaha Tergugat |
mengalami kemaindegan /. ketidak  lancacan, - scperti juga dialami  olch pengusaha-
pengusaha/perusahiaan-perusabiaan lain pada wnumnya.

Scjalan dengan itu maka pengembalian kredit kepada “Fergugat 1, menjadi tersendat.

Nalnva Penpgugat sudal beberapa kali menulis surat kepada Tergugat I dan telah menjelaskan
Lahwa dalam kondisi pCleOll()llll.lll vang scdang mengalami krsis yang berkepanjangan,
Tergugat 1 mwhon kepada ““Fergugat 11 untuk memberikan kelonggaran waktu  dalam
mcnyclc aikan mnnmananny‘\ lerscbul,

Schaiusiiya keadaan ini menjadi pertimbangan lmgl pxl\:\k ‘Tergugat IT untuk ikut memikirkan
Jnga posisi Tergugat T schagai debitumya sclama ini,
Bahwa apa yang (hkcmukakan diatas lmkanlah sualu_alasan atau upaya untuk menghindar dari
langgling J:\wab mcmh:\v:\r kcmb‘\h hulang, mclamk‘m sualu perlimbangan yang wajar.
Scyogianya terhadap lcq,ug'ﬂ I DT, Swakarsa, 'I‘c;gugal Il Bank Mecdia dapat memberikan
kclnngmr'\n dung.- muubcnknn keringanan [Scmbw'lnn dengan cara angsuran dan/atau
memper rpanjang I lak OpsL Icmcbul untuk _|:mgk1 waklu fertentu,

Niat Daik untuk mcmhavm hulnng nlch Tcrgugﬂ T ﬂu lclah dlkcsnmpmgkan dengan begitu saja
olch ‘Tergugat I1. S T

Jadi benar-benar Tergugat. 11 n.mk Mecdlia :mma sckah lld.xk mau tnencrima usulan daad
‘Tergugat U schagai nasabalinya. EIRIRC LY Jodoe

Verakhir “Tergugat 1 scbelum digugal dalari pclkma ini, telah menulis surat tertanggal 17
Scpiembef 1999 dan’ surat tanggal 21 Pe bruan 2000 narmuii tidak ada tanggapan yang posilip
davi ‘Tergugat 11
Nahkan yang, dilakukan olch lcrgug-u I :\dnlah menalak mentah-mentah usulan Tergugat I
serfa mensomasi “T'ergugat 1 dan l’cngguml untuk mengkosongkan tanah dan bangunan di Jl.
Suwitvo No. 49, Meateng, Jakarta Pusat, schingga telah mengakibatkan Tergugat I digugat
dalam perkara ini.
Balwa peemohonan peletakkan sita jaminan (conscrvatoir beslag) yang dimohon Penggugat
tidak heratasan sedikitpun dan terlalu mengada-ada,

RALREA P,, :
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Olch karcnanya permohonan sita jaminan vmg dummtakan olch Penggugat sccara yuridis harus
dikexampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan, karena Gugatan Penggugat tidak dxdasark'm
pacda bukti-hukti yang sah menurut hukum pcmbnkll:m _ f

Penggugat sudah jelas tidak mcmpunym bukn-bukln ymg “sal yang dapat dnpcrguuakan
mengpupat Tergugat | dalam’ perkara ini karcna scmua buku y'\ng diajukan adalah mengenai
hubungan Tergugat I dengan Tergugat Il -

Dalwa’ permohonan Penggugal incngenai pciak.«:maan pulusm sccara scrla merta/ dapat
dilaksanakan lebilt dahulu meskipun ada banlahan, ‘versel, bandirig, at‘mpun Kasasi (vit
vocrhaar bij Vocrraad) adalah bertentangan dengan hukuin acara.

Dalam perkara ini lidak satupun surat bukti otenlik y:mg sah schagaimana dn«vanlkan oleh
pasal 180 IR, dan tidak mungl\u\ ada, karcna’ sépert telah dikemukakan dalam angka 7
Tawaban diatas, Penggugat hdak mcmpunyai h\tkh-bukh y'\ng sah yang dapat dipergunakan

menggugat ‘Tergugat I dalain pcrkal:\ ini.
9. Jahwa hal-hal lain yang tidak ditanggapi sccara khmus 1clumlu\ya dinyatakan scbagai ditolak.

Maka bherdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas mohon kepada Pengadilan Negerd Jakarta
Pugat menolak scluwruh gugatan Peaggugal ;

JAWADBAN TERCGUCAT 11

DALAM POKOK PERKARA

A, DALAM KONPENSI :

i

Rahwa “Terpugat 11 mcnyangkwl/mcnuhk lh‘ll-(l |l|l ng dlkCt\\Uk:\k:\l\ Pcnggug'\l kecuali apa yang
diakui sceara tegas, .

Kr miolagis Pemberian Kredit
1. Waluwva

: Ny - ,.j"
Tergupat 1 (1. Swakarsa Bins I\\_jllllt\.lal) l-ldllly'l 1d.:hh chllur pada kantor

Tergugat 11, Rerdasarkan Akta No. 12, tpl. 7 A[vuxluq 1997 yml, mana Tergugat T dimiliki olch
pemegang sahamnya masing-masing : -

* "I Swadaya Pradapratama schesar 80 %

Ny. Judith Sociadjaya (Penggugat in casu) sc.bc*nr 20 )
Penpyrusnya adalah

o Divektur Ultamn

~':

*

s Drs Tandea Budiawnn Sutandio
e Dirckiur Agus Widjaya
] Ny. Junita Indratjuaga
*  Komisaris Wama -".* . Joey Harjanto. Wihardjo .
*  Komisarix : Ny. Yustiua Rosalia Sugiliarto
- Envia Hardadi Budih:\rto
Mok 'CH-1) - PR .

2. RNahwa herdasarkan Perj Jmn:m Kredit dcngan Jammm\ No. 68 tgl. 7 Mci 1997 PT. Swakarsa
Binascjahicra (l(.rgug'\l 1):.telab mcudapalkau pinjaman dad Tergugat I scbesar USD
5.000.000,00 (Lima-Juta Dollar AS) dalam bcnluk Kredit Investasi (Bukti TT1.2)

Adapun jaminan hutang terscbut diatas adalaly scbag‘u berkut ;.

a.  SHM No. I9Rl(n0nd.mgdm Il Suwiryo No. 49 Jakaﬂa Pusat A/n. Judith Socryadjaya (Tjia
Mai Lan), in casu Penggugat dibebani Ihk T,mggungm\ peringkat I No, 1197/1997 tgl. 13
Juni 1997 Jo. APIIT.No. 4)/Mcnlcng/l997 ). 30 Mei 1997 (Bukti TIL3)

b, SUGH No.345/Kcebon, Meclati, J1. Teluk Bclung:No 41, Jakarta Pusat A/n. PT. Swﬂcana

i Binasciahtera (Bukli TIL4) in casu 'lcrgugﬂ I dibebani T2k Tanggungan peringkat I No.
17731997, - o
c. .)Cll:\gmll davi SIIGB No. 6/T apos, Dcn 'Iapos Bogor milik Ny. Judith Soeryadjaya in
casu Penggugat. Pengikalan jaminan deangan. Pcry\mtan Pemberian Jaminan dan Kuasa No
74, tgl. 7 Mci 1997 (Bukti T11.5)
2

n:\hwa berdasarkan Perjanjian Kredit dengan Jaminan No. 76, lgl 11 Agustus 1997, PT.
Swakarsa Dinascjalitera (Tergugat 1) telah mendapatkan tambaban pinjaman Kredit Investasi II
dari-"Fergugal 1, schesar ll.Sl) 4 Jula yang eqmalcn menjadi Rp. 10.250.000.000,- (Bukti
TILG)

'\chmmm Punaman lcE_upat | kepada Tergugat U mcn jadi :
nalisis yuridi m
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Kredit Investasi I LIS, 5.000.000,00

Kredit Investasi 11 US1. 41.000.000,00 ( Rp. 10.250.000.000,-)
Penpgan tunbahan jaminan hatang terscbhut adalah :

«  SIIM No. 13/Kebon Mclati, JI. Teluk Betung No. 40, Jakarta Pusal, mnlnk Ny. Judith
Sacryadjaya (Penggugat) dibebani Hak Tanggungan Pcnngkal I No. 2190/1997, tgl. 12

Nopember 1997 Jo. APLIT. No lllfl‘ln:\h Abang/l997 Igl 6 Scplember 1997 ('Buku
TI.7)

Adanya perubahan hutang Tergugat 1 scbagaimana diluangkan didatam Perabahan Pcrjanjlan
Kredit No. 158/PPK-AMB/RI7,tgl. 19 Agustus 1997, menjadi. scb‘\gal berikut :

«  Kredit Investasi I USLD. 5.000.000,- """ menjadi USD. 5.000.000,-
Kredit Tnvestasi 1T UISD. 4.000.000,- ( Rp. 10.250.000. 000 )mcnjadl USD. 3.500.000,-
Scdang jaminan tidak mengalami perubahan. (Bukti TLL8).
Bahwa scjak tgl. 26 Marct 1998 PT. Swakarsa Binascjahtera, ('I‘crgugat I) telah falai untuk
mclalksanakan kewajibannya, sckalipun telall berulang kali ditcgor oleh Tergugat I (Buktd'
TILY), tetapi Terpugat I dan Penggugat lidak mengindahkannya, Mengingat bahwa usaha.
Tergrgat 1T untuk menyelesaikan hutang piutang sccara musyawarah tidak mencapai hasil,
karena Tergugat T dan Penggugat lidak kooperatif, maka Tergugat II mengajukan Permohonan
Aanmaning, dan Sita Ekackusi kepada Pengadilan Neger Jakarta Pusat scbagaimana terbukti
dadd Penctapan Teguran No. 013/1999/EKS/PNIKT.PST tgl. 28 Januari 1999 yang ditujukan
dan dikivim ke Penggugat dan Tergugat 12 (ukii TIEL1O). ’
Dalwa Tegurad Aanmaning teescbut diatas tidak dimdabkan olch Penggugat dan Tergugat 1,
maka Pengadilan Negeri Jakada Pusat melanjutkan pchks:\m'm Sita Eksckusi schagaimana
terlihat pada Penetapan Eksckusi No. 013/1999/EKS/PN IKT.ST tgl. 17 Pebruar 1999
(Bukti TTL1T) dan Berita Acara Sita Eksckusi 1gl. 10 Maret 1999 (Bukti TH.12)
Bahwa sctelah Sita Eksckusi dllv.lakkm olch Pengaditan t«\cgcn Jakarta Pusat atas obyck yang

saat ini diperkarakan Penpgugat; bamulah Penggugat dan I'crg\xg'\l 1 didamping pengacaranya

Yaun Apul [asiholan Girsang, SII mcnghulumg T crg\lg‘ll u untuk mcmb:c. nkan pcnyclcs:u'm
hutang, pml.mb tcrschul,

Ialwa dari beberapa kali perfemiaan antara Penggugat,’ lcrﬁugﬂ Idm 'lcrgug'n! II dilakukan di
kantor Uergugat 1L dan yang lcmklm' dilakukan i kantor l’cnu,ugal tclah disepakati bahwa

untok mclunasi hutang- hul:\ng,nyn I’CIIL.,L,H[_,'I' dan lcq,ug\l iakan meiyerahkan dengan suka
rela dan secara baik-baik asset'dau jahinan miliknya antara Jain
a.

Sestifikat TIM No. 198/Garidangdia, JI. Suwirya'Ng. 49 Jakacta Pusat An. Ny. Judith
Socryadjaya (Tjia Mai lan), jn casu Penggugat dcngm hak opsi. 12 bulan maksimum.

h. ‘Tanah Kavling No. A-19 i3 pada Phase IIl B, di’ lokasi* Pcmuknman Emeralda, Cimanggis,
Bogor, milik Nyonya Judith Socryadjaya (Penggugat).

Scrtifikat FIGEH MNo.345/Kehon Mclati, Il Tcluk Bclung, No. 41, Jakarta Pusat atas nama
I, Swakarvsa Dinascjahtera (Tergugat 1)

Ralwva kescpakatan tersebut telah dituangkan didalam Akta l’erjanjl‘ml Penyerahan Jaminan
pada Langgal 12 Maret 1999, yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat T dan
‘Tergugnt U dan dilcgalisir oleh Notaris Tahir Karmili; SH (Bukti TIL13)

Baliwva sclurub isi Pegjanjian Peaycrahan Jaminan tersebut »(Bakt TI1.13) dituangkan kem, bali
dalam Akta Notariil olch para ‘pihak Tergugat T danTeigugat I dengan menandatangani
Perjanjian akta No. 16 tanggal 23 Marct 1999 (Bukti TIL14);dihadapan Tahic Kamili, SH,
Notaris di Jakarta dan schagai saksi dar pihak Penggugat adalah pengacaranya .Yan Apul
Hasiholan Girsang, SUL. dag dihadid sendini olch Penggugat, diana sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari pesjanjian teisébut Penggugat tclah mcnandatangani Kuasa Menjual sccara
Novtariil atas hidang lanal yang diperkarakan ini, qclrig-lima‘na terbukti dari Akta Kuasa
Nenjual No. 18 tanggal 23 Macet 1999 (Bukti THL.15)

Nahwa Tergugat T dengan suratnya tanggal 17 Marct 2000 mohon kepada Tergugat II agar hak
opsi yang akan berakhir sclambat-lambatnya pada tanggal .23 Marct 2000, tctap diberi
kescmpatan lagi uniuk waktu 6 bulan, pennintaan terscbut telah. ditolak oleh Tergugat T
dengan surat No.“053/NM-Dir/1U/2000 Ianggnl 20 Marct 2000 (Bukti TII.16)

Pahwa sctelal lewalnya masa opsi hal mana cukup menjadi bukti bahwa Tergugat I tidak
memiliki kemampuan  untuk  menebus/inembeli kembali rumah yang saat ini scdang
diperkarakan Penggugal, maka Tergugat T telah mencgor Tergugat I dan Penggugat agar-
sepera mengorongkan rumakh terscbut dan memenuhi ketentuan yang ada di dalam Akta No.

C.
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16 tanggal 23 Marct 1999 yang dinkui Penggugat didalam Gugatannya dalam pokok Perkara
hal. 2 Nomor S baris ke 15 dan scterusnya, sebagaimana terlibat pada @
\ Sural tcpumn pengosongan nurnsh No. 00671 g)-Ligf0300 tanggal 28 Marct 2000,

Hm:l 1cgoram pengosongan rorash No. 007/Lg-Lig0400 tngest 5 Aprdl 2000,

- Surat tegoran terakhir pengosongan numah No. 008/1..g,|-1.lg/040() tanggal 13-4-2000.
(lhlkh THT7)

3. 1 l",':

I3alnvie objek yang saatini scdang diperkarakan olch Penggugat Jauh scbelumnya scjak langgal 30
Nci 1997 tclah menjadi jaminan hutang Tergugat 1, dan telah dibcbankan Hak Tanggungar olch
‘Fergugat 11, maka sebagaimana diatur di' dalam UU Hak Tangguogan No. 4 tahun 1996, dan UU
Perbankan No. 7 tahun 1992, maka pemilik jaminan in casu Penggugat telah mengetahut
konsckwensinya jika debitur macet (Tergugat 1) maka Kreditur/Bank/Tergugat II, diberd hak
priovitax untuk mendapatkan haknya dari penjualan jaminan lerscbut. Akan (clapi berdasarkan
keinginan dan permohonan Penggugat ‘dan Tergugat | agar rmumah tersebul jangan dilclang duly, -
hal tersebut dikabulkan “Tergugat 11, maka ditandatanganilah Akla No. 16 tanggal 23 Marct 1999
(Dukti 1 14) perjanjian mana diperkenankan olch Bank Indoncsia berdasarkan Keputusan Direksi -
Bank Indoncsia No, 31/150/Kep/Dir tanggal 12 Nopember 1998.

Balwva sckarang Penggugat dan “Tergugat | ingin mengingkari Akta No. 16. Perjanjian dan Akta
Kuasa Menjual No. 1¥ yaog Iclah diberikan kepada Tergugat 1, hal ini sangat merugikan Tergugat
Il dan masyarakat pemilik dana yang mcmpcrcay‘\k:m uangnya kepada Tergugat I untuk dikelola
dan yang uangnya dipakai untuk membiayai pinjaman kcp'uh Tergugat T dan Penggugat scbhagai
pemcgang saham pada Tergugat 1.

Olch karena itu sangat tidal 'ulll bila cara-cara l’u\g;,u;;\t yang berbuat melawan hukum |
hanya mau cnaknya scndifi, merugikan Tergugat 1L d:m masyarakat penabung ini kemudian
dilindungi olch hukum. -

PMengan uraian-uraian dialas dan dulukuug olch buku-bukll olcnhk, dapat disimpulkan bahwa
Tergugat 11 tidak pernab, melakukan  tindakan- [)crbu'\l'm mclawan  hukum  maupun
mengingkari janji  techadap . pcrymjnnlkcwp.\k'\t'\lt-lmsemknl.m yang dibuat dengan
Fergugat T dan Penggugat. Dahkan fulda-fakta dialns menunjukkan betapa Penggugat dan
Cergugat 1 sunggubi-sungguh tidalc menghnrgal danw tidude peduli dengan  kesepakatan-
Kesepakataw/perjanjian-perjanjian yang  dibuat -dengan  pihak Tergugat I, karcnanya
tevhuldi Penggugat dan Tergugat 1 telaly melanggae pasal 1338 KU Perdata, yang mana
penyclesaian hutang piutang sceara musyawarah dan mulakat yang dituangkan di datam Akta No.
16 tanggal 23 Marct 1999 (Bukti 111-14) tidak dilaksanakan, babkan mengajukan gugatan
dengan dalil yang sangat mengada-ada. Penggugat dengan dalil bahwa yang menikmati
Fasilitas Kredit adalah Tergugat [, sejak tanggal awal pengikatan telah sama-sama
dipahami/disctujui olch Penggugal, Tergugat I dan Tergugat IT, “Jikalau akhirnya kredit
tersehul penggunaannyn tidak berhasil itu adalah resiko dan urusan interen Tergugat I dan
Pengpugal sclm;,.ni Pcmcg.mngnlmm di lcrgug'\t‘l d'm. pemihk Jaminan dan schingga tidak
patut dan Lidak dapat dipakm s‘eh.tgm alasan unlulr mcrugnk'm Pihak Tergugat II, scbab
menurut UL Perscroan lClb:ﬂM pasal 56 UU No. 14'}'1\ 195-dan pasal 11 dan 18 dan Anggaran
Dasar Tergugat I No. 3’. tgl -8 Mei 1996 kcmgmn yang dialami Tesrgugat I harus
diper (:\ncg\mg‘g'\W‘\l)k'\n Penguriis Tcrgug1l I di d-\hm R'\p-ul Umum Pemcgang Saham Tergugat
1. dan fakla terpenting dan’ tak terbantahkan baliwa pada saat kredit diberikan Penggugat telah

menandatangani Akta [ak Tanggungan schagaimana uudang—undnng mengalur tcnlang Pengikatan
lnmm.m Kredit (Bukti T.11.3)

B, DALAM ROK ICNI’ICNSI

Bahwa dalant dalil-dalil yang tclah dipergunakan didalam Konpensi hcndaknya dnangg'up'
dipergymakan kembali untuk/dalam Rekonpensi. ©

Bahwa scsuai denpan Pasal 1 Akta No. 16 gl 23 M'ucl 1999 karcn:\ pcnggug‘lt tidak j Juga
mengasongkan rumah terscbut, smaka Penggugat dikenakan dengan sebesar Rp. 2 juta perhari
. scjak tanggal 24 Marct 2000 dengan maksimal 30 hari.”

Balwva akibat dari Gugatan ini Tergugal 1f sangat dirugikan sccara materil dan immateriil,
m:\k:\ atas kerugian immateriil (efscbut Tergugat 11 menuntut Penpgugat scbcsm Rp. 1 Milyar,
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E., hordasarkan segala apa vang dinraikan diotas Tergugat 11 Konpensi dan Penggugat

wpensi mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan dcngan
Wl" keardilean memutiskan ;

4
il:\_ll_l(mmcusi :
lam Provisi ¢ :
Menolak permohonan Provisi Penggugat unluk scluruhnya, karena objek yang diperkarakan

saat ini telah disita olch Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk - kepentingan Tergugat -1T,

" schagaimana terbukti dard Penctapan No. 013/1999 ks tanggal 17-2-1999 (Dukti TIL.-11) dan
* Berita Acara Sita tanggal 10 Marct 1999 (Bukti TH.12)

hlun PPokole Perkara

. Menolak gugatan Penggugat langg‘xl 8-4-2000, untuk scluruhnya.

. Mcnerima dan mengabulkan dalil-dalil Tergugat 11 pada j-’\W‘lbmmY‘l dalam perkara ini untuk
sclurulinya,
. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang tidak henar dan tidak beritikad baik.

. Mcughukum Penggugat agar melaksanakan scluruh isi Pegjanjian No. 16 tanggal 23 Marct
1999 dan Akta Kuasa Menjual No. 18 anggal 23 Mavet 1999,

L Mdnghukum Penpgopat, ‘Fergogat Tuntuk niematubi isi Putusan ini.
i Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dad perkara ini

1

Jalam Rekonpenst :

I. Mengabulkan sclunih g\q,'\lnli i’cnggug'\l Rekonpenst.
2

Menyatakan tergugal Rekonpensi melakukan perbuatan mc.l:iW'u\ hukum yang mengakibatkan
kerugian materiil dan immateriil bagi engpupat rckoupcxm
Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 2.000.000,-

X 30 hari = Rp. 60.000.000,- dan kerugian invmateriil scbesar Rp. 1.000.000.000,- (satu mﬂyar

mipiah) kepada Penggugal Rekonpensi selambat-lambagnya 7 hari scjak pernohonan ind
dikabulkan dan mempunyai kekuatan hukum yang tctap.

3.

Atau apabila Majelis Vlakim berpendapat lain, lu.rg,ub it H mohon pulusan yang benar dan
seadil-adilnya, unluk kemaslabatan masyarakat hanyak ;

‘s
Meoimbang, bahwa untuk membuklikan gugatanuya, Penggugat dipersidangan  telah
mengajukan surat-surat bukli sebagai berikut

1. Fotocopy sesuai agli bermaterai cukup Akta Perjanjian No. 16 Icrt.ﬁuggnl 23 Marct 1959 (Lukti
P-1). T

2. Totocopy daci fotocopy “bermalerai cukup Surat dad Penggugal kepada PT. Swakarsa
Binascjaltera (Tergugat 1) lcrlangg;\l 08 Scplember 1999 (buku P-2).

3. Folocopy dari fomcopv bcmmlcm cukup Suut dafi” Penggugat kepada PT. Swakarsa
Binascjalitera (Tergugat 1) lcrtnn,,gal 30 September 1999 thiikti P-3).

4. Fotacopy dari folocopy bermaterai cukup Surat dar Penggugat kepada PT. Swakarsa
Ninasciahtera (Tergugat 1) tertanggal 01 Marct 2000 (bukt P-4).

r\lcmmbnn;:,, balwa untuk membuktikan 11nhk'\hnuy1 Tergugat 1 telal mengajukan surat-
surat bukiy schagai berikut e

BN
1
-

I. Fotocopy sesuai agli bermaterai cukup Akta Notaris Tﬂll.ir‘-.l.(';’-l;llili, SH No. 16 tanggal 23 Marct
1999 (budeti 1" 1-1).

2. Fotacopy scsuai’asti bermalerai cukup Surat Tergugat l PT. Swakarsa Binasejalicra kepada
Tergugat IT T Bank Aramedia Bank Media) tertanggal 17 September 1999 (bukti T I-2).

3. Folocopy scsuai ashi benmalterai cukup Surat Tergugat T PT. Swakarsa Binascjahtera kepada
Fergugat 1111 Bank Artamedia (Bnnk Media) tertanggat 17 Mavet 2000 (bukti T 1-3).

A.

Fotocopy scsuai asli bermaterai cukup "Sutat Tergugat 1L P'T. Bank Media tertanggal 20 Marct
2000 kepada ‘Tergugat T (bukti T1-4).
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Folo copy sesmuen ashi bepnaterni (.ulmp Surat |k‘l15"8"l JL VT B""k Medn testanggal 28 Marct
2000 kepada lcrgugnl I (bukli 1-5).

Fato copy sesuni ashi bennaterai cukup Surat lurguga( II l"I D'mk Media teitanggal 13 April
2000 kepada Tergugal Y (bukti 'U-1-6). : oE

Menimbang, babwa uatuk membuktikan sangkalinnya lcn sugit 1 (elah mengajukan surat-
wal bkt gelipal berikut - -

. Fotocopy duri [otocopy bermaterai cukup Akt No.J 2 tauggal 7 Agustus 1997 (bukti T 1I-1).

L Fotocopy sesuai aghi bermaterii cuknp Akta No. 68 (anggal 7 Mei 1997 (bukii T 11-2).

Fotocopy acauni asli bermaterni cukup STTM No. 198/ ("omhn;;dm, Jl. Suwiryo No.49 jakarta
Pusat (bakti 17 1-3),

Foltocopy sesuai ashi henmaterai cukup SILGB No. 345/ Kebou Mcl'm JI. Teluk Betuug No. 41 ‘
gl ta Jusat (bukti 1 11-4).

Votocopy acsnai aali bermaterat cokup Sural Pemmyataan lerfanggal 2 Mei 1997 dan Surat
Fetevangan No. KD-RE/V/OT/SESOLT tlertanggal 2 Mei 1997 (bukti 1" L-5).

6. Folocopy sesuzi axli bermaterai cukup Akt No. 76 tanpeal 11 Agustus 1997 (bukii ‘L U-6).
LoFotacopy it Jadacopy bevmaterai cukup SUM Ho, 13/ t.cl/on Melati, JL. ‘Leluk setung No.
PooAn Jaliza o Pasd (bul: 11 - 7).

| 3

Fotocopy sesuni nxli bermeserai cukup Perubalian I’muumm l\l‘(‘(lll No. IS8/PPK-AMB/0897
tangenl 19 /\;.,ualuq 1997 (bukti T J1-8).

Folacopy dari Tolocopy bermalerai cuknp Sural Tegoran lclgugn( I ke ‘Tergugat I (buldi T 1I-
Q).

10, Vatocopy  dhuit folacopy

bernaderat — culinp J’cnclnp:m Tegormv  Aanmauing  No.
O13AOREESIMLFITLST tanggal 28 Januari 1999 (bukli“U1L-10).

Folacapy dari Totacopy bermaterat enkop Peuctapan Sita Siksckusi No. 013/1999/EHS/PN.
NIV Banggeal 17 Febriari 1999 (buktifit-11).

Fotacopy dari [ntocopy berimaterai enknp Berita Acar ')Il;l.l tksekusi No, 0L3/1999/EFS/PN.
SV PET torggnl 10 waret 1999 (bukti ‘1" 11-12), '

1.

2.

Y Volocopy ersaei ashi berneterai cokup Alifa Perjanjian penyerahan Jaminan pada tanggsl
12 et 1999 (l\nl v H-1R).

(1, Fotocopy semi aghi bennaterni culinp Akta No. 16 tanggal 21 Mauet 1999 (bukti '["11-14).

15, Fotacopy serai acli hometerat enknp Alda Mo, 18 tanggal 23 Maret 1999 (bukti T-JI-185).

16, Votacopy dari folocopy bhevmmaterai enkup Soeat Ve gugat 11 No. 053/BM-DIR/1IT/2000 tanggal
200 Mavet 2000 (hubi T TG),

17, Folneopy dant folacopy bermaterai cul up Sural lcgomn pu‘nqocougnu rumah No. 006/1.gl-
Vol nhm Bnggenl AR Reanet 2000, Saral legoran pengosongan rumah No. 007/Lgl-Lig/0400

gzt ! \g-ul 2000 dan Swr )I l(-gm an terakhic pcn;'o"mlg.m nunal No. 008/Igl-Ltg/04100
sanugl l‘ April 2000 (bulkti Tl 17). 4

o
Plenimbang, babay afax ks *ﬂ‘mp.‘lnn vang tvhh diber d"m l’mm,mm.nl dan Tergugat T telah
envoinlem tiddal wenanjuk mn c\im sakst dalin p-wk.nm i, sedangkan Tergugat JT telah
aeetreninlzan 2 Glen) oeaog |l'|-‘ absinyn wewing-masing bespan Talie Kawili , SH yang
Jigdevene dhleneol sunpale neminanyn dun Yao Apndl (nn..mp SH yaug didengur. kelerangannya
‘g snopnh piads polialingen umnl\cnl"m ketrrangamn uclm;v, imana fermuat di <alam Berita Acara,

ey el venne baees nwl o, qartule e n\nwk.u m*.n.m. ll.n wsluh disnggap telah dimasukkan
“ladzans on sz ponfuenge ||a| . N

© e me s smm e sessie et st et cas vmmans

. " o
rewiibang, bolesz eslaninluya telab tepadi hal-hat dipersidangan seperdi termalktub dalam

Prageta ey Cervicdauemt s unfuk uwuvnml at wrnian, -lisrus dianggap telah dmnsukl'.m clan
s vpzgleiee P oo Dudale o pisahld ~m:l Wi g potusae jni ;

L N T R L L L S R S T Y

Aerimbaae  baleen Bacdun Delah pilul telah menyatakan tidak ada lagi yang akan

C il senab by el el i din pacda akhionyn wasing-wasing molion potusan Peugacilan,
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Mo il Babnen medeend dan tjuan gugatsan penggugat st seperit tersebut diatas
: . s '
Menimbang, balwva kacena gugatan penggugal disangkal olel para Tergugat, sesuai bukuu

winbuktian kepada Penggugat terbebani untule membukiikau dalil gugatannya, sebaliknya kopacln
wa Verpngal dibebankan pula membuktikan dalil s'mgk'xhnny.l' S

Nenimbang, baliwa unluk membuktikan gugatannya penggugat telah mengajnkan bulti
awat-gural yang diberi tanda P-) s/d P-4, dan untnk wmembuktikan sangkalannya Tergugat I
mengajukan bukli urat-surat yang diberi tanda TI-1 /d TI-6, dan Tergugat T mengajukan bukti
sucst-curnt yang diberi tanda TH-1s/dTT-17, seitiasaksi yang dldcng.u dibawal sumpah bernama

Tahiv Fomili, STEHdan Yan Apnl Girsang, SI yang didengar keterangannya toupa sumpaly § -----—--

Menimbang, balwa scielal mempelajari Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dau bukti

aral-sural yang diajukan kedue belah pilak serta saksi-saksi Majelis hakim bependapat balwa
poliak persaalan yang diperselisihkan dalam perkar ini adalab :

Lo Balnwa menoeot Peaggayggal, balava Penggugpal .uhl.nh |)L‘mlllk sebidimg, tanah Lerikut bangunan
dintzrnya, mefeinpal dilirnal scbagat Jalan .)\lwuyu No. 49, Menteng, Jakarln Dusat, Sertifikat

tal: Milik Howmor @ 198/ Gondangdia, scluas : GR2 - 1:»2.._((l:vl:|n| perkara ini disebul obyek
""HLI’( |“) ........................................... il i

Naliwn abyck sengkela tersebut telah dijadikan |.nmn.u| ulel Tergugat I sclaku debitue atas

Lintnng, Jepada ]t‘lf'lliltll (K wdnlm), sedinglan Periggigut tidak menikmati kredit tersebut,
e lainkan lenyn Icu;mg I T ISP —e-- - ..

Baluen pensgap:l mmulwuk.m ubyck \c\uqkp it cch.ug.u J.mun'\n “karem ad.my'u:tmma'l dari
Terguet 1 melalui kesepalcitin’ hak opsi unluk mcug'xmbll keibali barang jamiman (obyck
renglietn) yaug diberikan “Cergugat 11 kepada “lergngal | k'cl.m\lnl lambatnya sanpai tanggal
23 Marel 2000 dengan nilai lelap sebesar Rp. 3.350.000,000,- -
Balen setelah bebernpa kali ditegme nntuk metaksanakan Iml' opsi lersebul, lergug'lt I telah
tidak nelakeanakannya, sehingga p«'llm.nlmu Torpngat I mcmp.lk.m perbuntun ingkws jonji/
wanpreetasi yang menimbualkan kerugion be agi pénggugait, karcnn itu Tergugal 1 diperintnhkan
nntuly membayar hutangnya kepada “Fergugat 1T sebesar Rp. 3.350.000,000,-; ---

Balwa  begitu pula tindakan “Tergugat 1l yung memerinfahkan agar obyck sengkn ta
dikosangkan adalah bedtentangan deugan Jwkum karena obycek sengkela dijadikan jaminan
dengan hale apsi bukan pengalihan. hak schingga tindakan fersebut merupakan perbuatan
ineler Jimji/ swenprestasi, selanjutnyza setelah 'l'cxgub.tl"l membayar $cjumlah tersebut diatag
Ter sngal L mrupcmlmhk'xu sertifikal tanah obyck sengketa kepada Penggugat, karena itu Akta
Perianjian penyveralian jaminan lertanggal 12 Marct 1990 jo. Akta Funsa No. 18 lcrlrmqg'll 23

Narel 1999, yung dibunt dibadapan Nol-m.'; l.nlm hnmnll SH, sepanjang mengenai obyek
--cm-lml 11 ln.nus clm)ml.ll\ m l) 1|.1I ‘eeemmmasis I L

N 13
‘-:--t':«. lew i

Rabwa meunent Tergugal 1, selelah méndrima’ pmmm'm dari 'I‘mgugnt n deng'm Jaminan
Atz T obyck zengketa, Téigugat I bukannya tidak miu dislaksanakan hak opsi tersebut, akan
fetapi karewn situasi perekonomian yang scdang dilandn krisis, usalin ‘Tergugat I menjadi tidak
T, wchingea pengembalizin hutang kepada’ Teigugat II menjadi macet, ‘Tergugat T telah
memahion agar Tergugat 11 nau memberikan kéviigain cara pembayaran '\I.m memperpanjang
hal: opei tevechut uulnk_l.mgl @AV ikiu erlentu, |c|.||u thkcumnpmgkdn Tergugat 11 5 -=--- ——eeeomeecan

’\{muml).um, balnwea monmnl Teraugal 1 lv\lmn karena jangka wakin hak opsi yang
ity e daepedn 1a|s-m--|l 1ol terlewsti, dom Icmn,g-ull telahy lidnk memenuhi kewsiibannya,
dilain |n|ul obyvek sengleti telal dibebani ok l.mggungmn, makn Tergugat I mengajukan
vlizekusi ke Pengndilan Negeri- Jakartn, Pugal- dibawali No. 013/1999/Eks/PN.JK’T.PST dalam
clkgekugi mana telab dilakukan A'mm-unug kemudian dilanjutkan dengan adanya Sita Eksekusi
vr‘hlupa.l piethuatan ‘Tergugat 1 bukau whnprestsi § <--=-e-eeweeme.

Monimbang, bahwa dari perselisihan tersebul, maka yang hams dliselesaikan adalah «

abal “Ferangat 1 inls cuetigi pingaman da antaea loia
Lo Apakah g g é's'yllmll B e e éus[‘ﬁgl%““ﬁ-ﬂbltl%ﬁ’g' iaminan antaes o




ihh |mw.u.mn hak apsi tidak  dilaksanakan oleh lcuguml 1, 1l.m telah berakhir, ap'tkah
Flerhadap obyck sengkela harus scgera diseralikan kepaca Tergugat 1[
E

Nenimbang, bahwa berdasarkan Bukti 7 11-2, T -6, dan T TI- £ lmhwa Tergugat I telah
werima fasilitas kredit investasi dari ‘Tergugat 11, dengan jaminan antara lain Scrtifikat Hak Milik
19R/Gondangdia, Jalan Suwiryo Mo, 49 Jakada Pusat (obyek sengketa) tercatat scbagai
ncgaug hakuya adalah Judith Sociyadjayn (Penggugat), dlmmn atas obyck scngketa térscbut

hebani T1ak Tanggungan Peringkat I No. 119771997 tanggal 13 Juni1997 (videbukti T T-3) 5 ~--

Menimbang, balwva dalin surat gu[,.nlnn l’cn&\lg'ﬂ mcnyalak'm balwa Penggugat
Eenberikan obyck sengketa untuk dijadikan jaminan, karcna ad.'\uya hak opsi olch Tergugat 1
ik mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat;

Mecuimbang, bahwa sclanjutnya apakali benar bahwa dalamy pemberian kredit oleh
Terpugat 11 kepada Tergugat T ada diperjanjikan persyaratan hak opst lcxl\adap obyck sengketa ; -

discbutkan @ “ balwa uniuk tanah dan bangunan Hak Milik Normor
Pa/Gondanpgdia Jalan Suwiryo No. 4

9 Menteng, meskipun pihak perlama (Lerpugat 1) telah
mclakukan penyerahan kepada pibak kedua (Fergugat 1) dengan mcnandatangaui akta jual beli

fau akta pengalihan fainnya didepan, Notais _yang ditunjuk pllnk kedua, ptlnk kedua akan

memberikan hak opsi untuk jangka wwkm 6 (cnam) bulan tcrl\ltun;, hu;,g\l perjanjian ind kepada
ihak pertama senilal Rp. 3.350.000. OQO

NMcenimbang, Laluwva berdasarkan bukti P-1 yang sama dcng:m_l)ukli T1-1 dan T 11-14, pada
nsal 2 butiv a. i !

... dst, dan hak opsi; lcmclml atas permintaan pihak
pertama, pihak kedua akan m.mpcrpanj.ml, h tk opsi untuk jangka w-\klu 6 (cnam) bulan;

Nenimbang, Lahwa ketiga bukti lcncbul diatas dapat dmmpulk:m bahwa terhadap barang
pminan herupa obyck sengketa tersebut telah diberikan hak opsi olch '1crgug1( 1l kepada Tergugat
R :

F A
. &

NMenimbang, hahwa sehagaimana diakui datam J:\\V'\lmnuy'\ bnhw:\ Tergugat I tidak dapat

melunasi kewajiban hutangnya kepada Tergugat Il karena keadaan perckonomian, schingga untuk
mengembalikan hatangnya  kepada

Tergugat 11 menjadi macet -dan tclah meminta untuk
memperpanjang hak opsi tersebut;

Menitbang, balwa pengakuan adalah mevupakan bukti sempuma, schingga demikian pula

balsva bingga jangka wakiu berakhimya hak opsi yang diterima Tergugat L tcncbut, 'l‘crgugﬂ 1
tidak dapal mengganti barang jaminan buup'\ uhyck scngkc(a dcugan barang jaminan lainnya ; -

Mcuimbang, bahwa -dengan lld:\k dapat mengganiti b'mmg Jaminan bcmpa obyek scngketa
kepada Tergugat 11 terscbut, dilain: pl\mk ‘T'ergugat 1- senditi tclah menctima pinjaman, maka
dengan tidak dapat méngganti b'\rm\g jaminan tersebut tentunys sangat beralasan bagi Penggugat
wiluk merasa kekhawativan akan ' keberadaan obyek 'sérigketa ; iersebut, . padahal Penggugat
schagaimana bukti P-2, P-3, dan P-4 tclah metperingatkan kepada Tergugat I agar mclaksanakan
apsi tersebut dan selanjutnya menycrahkan surat-sural terscbut kepada Penggugat ;

-—— e o wa—-

NMentmbang, bahwa kavena - Tergugat 1 sckalipun _ (elah beberapa Kali diperingatkan
Penpgugat apar melaksanakan opsi- terscbut, akain” tetapi: temyata tidak dilaksanakan, maka

perbuatin Tergugat 1 d-\pal dlkw.lllhslr sc.lmgn pubmhn wanprcsl:m yang merugikan Penpgugal;
] Mcuimbang, bah\V'\ bcrd-mrhn bukti P-1"yang sama dcng'm bukti T I-1 (Im’l II-14, yang
dalam 1’asal 2 butir a, dnchum bahwa nilai obyck sengketa tclah ditcgaskan scbesar Rp.
3.350.000.000,- dan hal ini merupakan kewajiban hutangnya Teigugat I kepada Tergugat I, maka
Tergupat 1 harus dihukum untuk membayar scjumlah itw kepada Tergugat IT setelah pcrkara ini

dinstus] demikian pula Tergugat 11 karena hal ini telah " diperjanjikan harus pula mencrima
pembayaran davi Tergugal I scbesar 1erscbul dintas

Nenimbang, b

aliwa karciin obyck sengketa yang dijadikan barang jaminan terscbut
merupakan miliknya Penpgugal yang nyala-yala dag pemeriksaan persidangan balwa Penggugat
‘ “ Analisis yuridis...
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fidale pemah menerima pinjaman dari ‘Tergugat 11, maka dengan beralihnya kewajiban Tergugat 1
membayar nang scheswr Rp. 3.350.000.000,- kepadu ‘fergugat UU, muka Tergugot I atau pihak
manapun yang memperoleh hak daripadanya dihukum untuk mengembalikan sertifikat tanah Hak
Milik No. 198/ Gondangglia, berikut bangunan rumnnh tinggal diatasnya terletak di Jalon Suwiryo

No. 419 Mecnleng, Jakarta Pusat kepada Penggugnt setelah Tergugat I melaksanakan pcmbavaran
hutangnya sebesar Rp. 3.350.000.000,- kcp.uh'l crgugal IL;

Menimbang, baliwa sebagaimana telah (hperlunbangkan diatas bahwa perbuatan Tergugat
I yang tidak melaksanakun opsi terscbut inerupakan perbuatan wanprestasi, dan Terggugat I
diiukum untuk membayar scjumlah 3.350.000.000,- kepada Tergugat II, dan obyek sengketa
tersebut setelah Tergugat I membayar sejumial itu harus dikembalikan kepada Penggugat § ---oa---

Menimbang, bahwa perjanjian Penyerahan Juuinan tauggal 12 Marel 1999 (vide bukti T
11-13) yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat 1, sckalipun ada persctujuan Ponggugat, jika
diteliti secava febih luas, peractujunn Penggugnt tersebul dapat diartikan sebagai persetujuan secara
i, dalim uti bahwa Tergugat 1 dalam batas waktu yang diberikan Tergugat 11 untuk melakukan
halk opsic schivega bukti ‘T 1113 dapat dikategorikan scbagai persctujuan Penggugat secara
Levsyaral |

Muenimbang, buhwa karena ‘Fergugat teluh tidak melaksunokon huk opsinya, dilain piliak
Pevjanjian Penyerahan Jaminan scbugai persclujusiv bersyarat; maka dengan demikian Perjanjian
Penyerahan Jaminan yang dibuat antora ’hrgug.xl 1 dun Tergugat 1 (vide bukti T I-13) dan Akta
Kuasa No. 18 fanggal 23 Maret 1999, sepanjang obyek sengketa berupa tanah dan bangunan

nnah diatasnya terletalc di jalan Suwiryo No. 49, Sertifikat Hak Milik No. 198/ Gondangdia harus
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

.....

Menimbasnig, bahwa dalil Penggugnt yang mcuynl.nk'm bahwa Tergugat Il yang akan
mengosongkan obyck scugketa adalah bettentangan dengan hukum, Majelis Hakim tidak
rependapat, dian havns dikemmmpingkan, karena Teegugat 1 meugnjukin pengosongan terscbut
dicdasarkan adanya perbuatan Tergugnl | ying tidak melaksmnokan prestasinya dalam menerima
pmlnm an tersebul, karena dalam permohionan cksckusi tersebut tidak hanya olas obyck sengkela
saja untnl dilakukan ekselkusinya, welainkan masih ada obyek jaminan lainnya ;

Meutmbang, baliwa akan tetapi karena scbug:\im:ma dipertimbangkan diatas balww
Verguant Ttelah melakukan wanprestasi terhadap Peuggugat dengan tiduk memenubi opsi tersebut

dilain pibalc Tergugat 1L dalam hal ini harus menggugal Tergugat I untuk mengganti jaminan baru
alan mennntut untuk membayar sejunlah Rp. 3.350.000.000,-;

Menimbang, bahwa tentag tuntutan ganti kerugian sebesar Rp. 5.500.000.000,- harus
ditolnk, karena selain luntulan lcrscbul tidak diperinci, dari pemcnksaml persidongan, Penggugat
ticlak mz‘nmmkm =atu alat buktipun yang memmjukkun adnnyn kerugian tergebut ; ----eeeeememoeee

Menimbang, bahwa berdasarkan Derita Acara Sita Jaminan tanggal 14 April 2000 No.
13VPIYT.G/2000/PNIKT.PST Jufusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tolah melakukan sita
iaminan lerhadap : “ sebidang |'\|mh i1ak Milik Nomor : 198/ Gondangdia, seluas : 682m2, berikut

sebunh Hangiean vuah lingeal-s \.mg berdirt: (lnl.v.nv"t, ..c(unp at dikenal sebagui Jalan Suwiryo
Mo, 49, Menleng, Jokacta l’u".xl '

Menimbang.” bnbwa "kircna sita J.mmnn y.mg lclah dilaksanakan/ dilakukan sesuni
ketentunu uknm, maka sita jaminai terscbut haus tetap dipertaliankan untuk menjaga kerugian

ynng lebil besne dari Penggugat, karena itu sita jaminan yang diletokkan tersebut harus dinyatokan
syab dan berharga | ----enaee

Menimbang, baliwa terhadap. tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu

]
setelaly wempelagari surat-sueat buldi yang diajukan Penggugat, ketentuan Pasal 180 HIR (elah
tidak terpenuhi, maka petitum ini harus ditolak ;

Meniulyus Ry ark Sl s kA o ‘f‘ Fistar Zogkn omontan Pamamunnt




dinyitakan tidak dapat diterima :

A T

i

untuk mengajukan gugatan kepada Penggugat Konpensi/ Tergugat 1alam Rekonpensi ;

DALAM REKONIPENNSD -

DALAM EKSEDPSI

Menimbang, baliva atas gugatan teeschut Tergugat dalamRekonpensi telah mengajukan ckseps

pada pokokava berpendapat bahwa dalam Surat Kuasa Penggugal Rekonpensi tidak memberikan hal
kepada pencrima kuasa untuk mengajukan gugatan Rckonpunsl :

Mcenimbang., bahwa atas cksepsi tersebutl Majclis Haknm bcrpendapal bahwa sctelah mcnelit
surat kuasa l:mg,u\l 24 April 2000 dari Tergugat [t Dalam Konpensi kcpada penerima kuasa, tclal
ternyata tidak dischutkan bahwa dalam surat kuasa terschut kepada_pencrima kuasa diberikan kuas:

t .
Menimbang. bahwa karena dalam surat kuasa tidak diberi hak mengajukan gugatan rekonpensi
naka dengan adanya gugatan rckonpensi terschut, maka penerima kuasa telah melebihi haknya dalan

4
menerima kuasa terscbut, karena itu cksepsi “Ferpugat Rekonpensi telah tepal, dengan demikian eukyy
alasan untuk mencrimanya |

DALAM. POKOK PLERKARA -

Mcnimbang. bahwa bersama jawabannya Tergugat 1 Dalam Konpensi telah mengajukan gugatas
ckonpensi  terhadap Penpgugat lebih jauh tentang pokok perkara, gugalan rekonpensi ini haru

DALAM KONPUNSI DAN REKONPENST : 0 .__-fi.

Mcenimbang, bahwa L.m.m Lu;,.u.m datam l\()l.\i\t..!\.;l.; dlk'\bulkan schagian, dan gugatn

rckonpensi dinyatakan tidak dapat dll&.l‘llil-\ kit lul,ug,al t dan-Fergugat 11 Dalam Konpensi berad.
pada pihak yang dikalahkan harus, dlhukum membayar ong,kos pcrkan

Mengingat segala ketentuan hukum yang hctsangkutan denga perkara ini ;

MENGADLLL

DALAN KONPUENSE @

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk schagian ;

2. Menyatakan ‘Fergugat | iclah melakukan ingkar junji/wanprestasi ;

3. Menyatakan tanah scrtifikat Hak Milik Nomor : 198/Gondangdia, seluas : 682 m2, berikut sebua

bangunan rumah tangga yang berdiri duatasny'\ sciempat dikenal sebagai Jalan Suwiryo No. 47¢

Menleng, Jakarta Pusal adalah scbagai jaminan hu(nn;, Tergugat 1

Menghukum ‘TUergugat 1 untuk segera membayar - hufam,nya kepada 'lergugat Il scbesar Ry

3.350.000.000,- (tiga milyar liga ratus lima pulub juta rupiah)-sctelah perkara ini diputus ; ——eo—m
Menghukum “Fergugat 11 untuk menerima pcmbayaran yang dilakukan olch Tergugat 1 tersebut ; —

6. Menghukum Tergugat |1 atau pihak - manapuri-yang mempetoleh hak daripadanya untuk scger

mengembalikan Scrtifikat Hak Milik Nomor : 198/Gondangdia kepada Penggugat sctelah Tergugat

mclaksanakan pembayaran hutangiya kepada Tergugat | i3

Menyatakan Akta Penyerahant Jaminan tanjgal 12- Maret - 1999 dan Akta Kuasa No. 18 tanggal 2
_Marct 1999 yang dibuat dihadapan Niolaris Tahir Kamili,; SH sepanjang mengenai tanah Sertifik:
" Hak Milik No. 198/Gondangdidy’ berikil bangunan rumai‘t

lmggal diatasnya yang (crletak di Jala
Suwiryo No. 49, Mciteng Jakarta Pusat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ; —

8. Menyatakan Sita Jaminan yang tclah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Sita Jamina
anuL.\l 14 April 2000 No. 137/ PDT.G.2000 /PNJKT.PST terhadap : * sebidang tanah Ha

-

N
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Milik Mowaor @ T9R/CGoudangglia, scluas : GR2 m2, berikut bangunan rumal tinggal yang berdii

diatasaya, sclampat dikenal sebagai Jalin Suwicyo No. 49, Meonteng, Jakarta Pusat  adalah
svah dan berharga

Menolak gugatan vntuk sclain dan selcbiboya ;

‘.

DALAN REFOBMPENS] -
DALAN EKSEPSL:

Menyatakan cksepsi Tergugat aclalah tepat dan beralasan ;
9

Mcencrima eksepsi terscbul

DALANM PORKOK PERKARA :

- Menvalaban gupgatan Penppupat Rekanpensi tidak dapat diterima
) nug g | 1

DALARM EOMNPEMSTDAN REKONPENSI :

- Menghukum lugug at 1 dan Fergugat 1L Dalam Konpensi untuk  membayar  biaya perkara yang
hingga keputusan ini digerhitungkan schesar R, 490, 000,-’(0"!\1)3"5 Tatup sembilon puluh -
dolapan ribu rupiah 3

Demikiantaly diputuskan dalun capat pcnuusy'\wwalan Majclls Halum Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat pada bad @ KAMIS, “tariggal ¢ 27 JULT 2000, oleh kami : POERWANTO, SH,
sclmg\i Kctua Majclis, RASADI SALMUN, SH, dan NY. ENDANG SRI MURWATI, SH,
masiog-masing scbagai Fakim Anggota, putusan mana dmcapk;m pada hari itu juga dmcapkan

didalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umium, olch kami : POERWANTO, SH,
schagai Takitm Ketua dengan  didampingi :

: RASADI SALMUN, SH, dan NY. ENDANG SRI
MURWATI, ST, maging-masing scbagai Hakim Anggota dibantu : CHRISTANTO PUDJIONO

?
311 schagai Panitera Pengganti, dan dibadivi Kuasa Penggupat, Kuasa Tergugat T dan Kuasa
Tergugat 1.

1 iakim-f fakim Anaiot:s

Ketua Majelis, >

L RASADI SALMUN, SH

2. NY. ENDANG SR NMURWA'LY, SIT

/ POERWANTO, SII
Biaya-biaya : .
Panggilan . Rp.209.000,~
NAErai cooveiiiea = Rp.  6.000,-
Pedalsi ... S eeniane - Rp. 3000,-
Administeasi oo Rp. 30.000.-

Sita eesvenseossec sl

.U
Jumlah ecsveccesossee npo49 o&;:
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'PENGALILAN NEGERI JAKARTA PUSAT -
JALAN GAJAH MADANO.17

TELP. (021) 63855052 - (021) 63850224

JAKARTA -10130

Nomor :

Lamp.

Penhal :

: W7.Dc.Ht.137/PDT.G/2000/PN JKT.PST.. Jakam,°?‘9' Juli 2007
VI1.2007.03.- of T )
: 2 (dua) eksemplaar. : '. .

Pendaflarar Pengangkatan Sita Jaminan
atas tanah dan bangunan Jalan.Suwiryo
No.49 Menteng, Jakarta Puat;-’—“'—-———-

leaneoAL; 3p-9 22

AN 7 oA

1 asensa - 16 9/33_@,’ ;{2_—{/

: i KepadaYan—g Terhormat

Migidengan aslinya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat tanggal 16 Juli 2007 No.137/PDT.G/2000/PNJKT.PST. ;

Foto copy Berita Acara’ P gmﬂoPMia':Siﬁc..;flmm-.mggd 26 Juli 2007
No.137/PDT.G/2000/PNIKT.PST. ; —

* .

- .‘.-,...

Dengan permmtaan agaf Sita F ek h t_as tanah dan bangunan tersebut dicatat dalam
register yang khusus dlscdxakan

~ 1 .'\wt.- e

itu uax dcngan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.  ** ﬂf - o]z i
. FERY A TGRS PR o
Demxkxan atas pcrhatlan dan kerjasama yanE' b:aik dalam hal ini dxucapkan terima
kasih. N %
A PENGADILAN NEGERI
“JAKARTA PUSAT

AMLILSH
. : 040049500.-

77 f

Analisis yuridis..., Emilia Retno Trahutami Sushanti, FH Ul, 2008



PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
JALAN GAJAH MADANO. 17
TELP. (311) 63855832 - (021) 63850224

JAKARTA -1

BERITA ACARA PENGANGKATAN SITA JAMINAN
AFT,N H D P

Pada hari ini :_M_,tanggal_‘: : G&Z Jﬂ&\ % , Saya :
' A o)

Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, b'erdasafiéﬁ"Surat ‘Tugas dan .Penunjukkan
tertanggal : 20 Juli 2007 .No.137/POT. G/2000/PN.JKTPSI’ dari Panitera Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat dalam hal ini untuk memenuhi bunyi Penetapan Ketua Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat certanggal 16 Juli 2007 No. 137/PDT.G/2000/PNJKT.PST., dengan
disertai 2 (dua) orang saksi, masing-masing bemama :

1. RIPERSONSITEPUSH. 2. B R AH I M.

Keduanya pegawai Per.gadilan Negeri Jakarta Pusat telah pergi ke :

~ Jalan Suwiryo No.49 Mentéhj, J;éi(art% i’usat

Dan disana kami bertemu serta berbicara d

engan
ASee &y 4“’0*’”"—“* A‘& Amﬁ/"" Méﬁ?
Kepadanya kami tunjukan dan serahkan turunan strat tugas dan foto copy sesuai

dengan aslinya dari Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dan kami
jelaskan maksud dan kedatangan kami, yakni hendak melakukan Pengangkatan Sita

Jaminan terhadap :

“Sebidang tanah Hak Milik No.198/Gondangdia, seluas 682 M2, berikut
bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya, setempat dikenal umum
sebagai Jalan Suwiryo No.49, Menteng, Jakarta Pusat ;

yang sebelumnya telah diletakkan sita jaminan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan

tanggal 14 Spril 2000:No. 137/PDT G/2000/PNJKT.PST yang dibuat oleh Jurusita
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat A e
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Kemudian dengan dibantu serta disaksikan kedua saksi-saksi diatas kami lakukan
Pengangkatan Sita Jaminan terhadap :

“Sebidang tanah Hak Milik No.198/Gondangdia, seluas 682 M2, berikut

bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya, setempat dikenal umum
sebagai Jalan Suwiryo No.49, Menteng, Jakarta Pusat ;

1

yang sebelumnya telah diletakkan sita jaminan berdasarkan Bent:a Acara Sita Jaminan

tanggal 14 Apnl 2000 No. 137/PDT.G/2000/PN.JKTPST yang d\buat oleh Jurusita
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ; _

Maka terhitung sejak Berita Acara ini dibuat Pengangkatan Snta Jaminan terhadap tanah

dan bangunan tersebut diatas dmyatzltan DIANGKATIDICABUT KEMBALI ;--—-——---

Demikian Berita Acara Pengangkatan Sitz Jaminan ini dibuat seketika itu juga, dan
ditanda tangani oleh Kami Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama saksi-saksi,

dengan menyerahkan lembar kedua dari berita acara ini kepada orang yang berbicara
dengan kami tersebut.-

Saksi - saksi

Jurusita terseput,

- TRI WAHYONO,SH.

. :NIP.: 040052353.-

2B RAHIM

_ USY AGVITAWATY ~
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NOMOK @ 3NnfERT/ 2001 /PT . OKT,

e - -

YANC MAHA ESA.

CEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

nEMi

- -

]

Pengadilon Tinggt Jakaren, yoang memerikso den -~

menmads i perkara=perkarca perdata danlam peradilan cingkat

mipding, donpan Miajelis Hakim berdasackan FPenetapan Xe =

Lira Peapadilan Tingpt Jokarta, tangpal Ol Aguscus 2001,-

por :w"/pp“/200i/335/Pdt/2001/PT.DKI mcajocuhkan putus
O i ) -
herikut, dalam perkard aacaca g

ebpagpad
TR DAyl

1. PT.SWARARSA BINASEJAITERA, -

beebancor di 5. Teluk Becung No. 39 Ja -
kaveatuant . dalne bal te! diwakiis oleh
HCTEUEU IBRAMLIM, SH, Advokot & Pengacara
berkantor di Jl. Dansy Diatas o, 88 Ben
dunpan Hilie, Jakacrta, bherdosackan surac
knasa khwsos terthupgal 07 Aguscus 2000,
Selanjutnya dischur

PEHBANDING [ scmula TERGUGAT I

<. LU BANK ARTAMEDIA ( BANK MEDIA ),
beralamae di Menara Ka&in Indonesia. Ji.
oK. %azuua Said Blok X.5 Kav.2-3, Jakar :
L Seiavan, dalam al diwakili oleh Y. -
“ﬁﬁﬁf HULTANTO, SH, kn;yawan PT.8ank Area
wedin, beecdanarckan surat Kudsa Rausys -«
Cerianppal 24 April 2000, 7 .
Selanjutnya dischut
PEMBANBING TI  scemula TERGUGAT IX DA -~
LA KONPENST/PENGGUEAT DALAM REKOHPENST ;

. I. A ¥ AN

MY JUDITH ...ovevennns,

Analisis yuridis..., Emilia Retno Trahutami Sushanti, FH Ul, 2008



(W]

7.

Densauakan tanabk zmeruvititat Hak Milik Homoar : 198/0(-_\

dangdia, seluns GH2 ', berikut

scbunh bangunran tumai

Laagppa yang berdivi diatasnya, setempat dikenal seba-

pai Jalan Suwiryo dHo. 49 Henteng, Jakarta Pusat ada -

Jalh mebagni jominan huctang Tergugoat I

vicngphukum Tevgupat 1 untuk seperd membayar hutangnya-

kepada Terpupgat 1L scbesae Rp. 3.350.000.000,- ( tiga

milyane ciga ratus lima pulub jute rupiab ) secrelah --

pecrckara ini diputus

Sonphukunm Teepugat 1L untuk menerimoe pembaysran yang-

dilakuran oleh Tergupgnt [ terschut

Henphukum Tergugat LD ovauw pithak manapun yang mempero

Lebh hakx darfipadanya untuk scpera menpemboalikan Serci-

Tikav Hak dilik Homor 1Y8/Gondangdla kcpoda Penggugnt

sctelal Teegugnt 1 melaksanakan pembaynrcen hutangnys-

kepada Tecgugat UL
Menyatakan Akta Penyerahan Jaminan tanggal 12 Maret -
1999 yang dibuat dihadapan Notaris Tahir Komili, SH,-

Scpanjong mengenai tanah Sercifiket llak Milik Nomor :

198/Condangdia, berlkut bangunan rumah tinggal distas

nya yang terletak di Jalan Suwiryo No. 49, Menteng, -

Jakarta Pusat adalah tidak mempunysil keckuastan hukum

8. Menyatakan Siva Jambnan yang telah dilaksanaokan berda

9.

~

sarkan Berica Acara Sita Jaminan vanggal 16 April 2000

e

Mo, 137/00C.G/2000/0H 0KT.PST terhadap " sebidang te-

nnh Hak #ilik Nomor : 198/Condangdin, scluas 682 M°,-
Iu:rigut banpunun rumah tinpggal yong berdiri diatasnya

s
sevcempal dikenal sebagni Jalan Suwirye No. 49, Menteng
Jakarta Pusar adnalalh syah dan berharga"

-

Menolak pugatan untuk selain dan selebibnya

.
?

DALAM
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DALAM REKONPENST

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan ekscepsi Tergupac adaloh tepat dan beralasan;

2. Mcnerima cksepsi terschut

-

DALAM POKOK PERKARA - an L

— Menyatakon pugatan l".cnm:up,ac Rckonpcns‘il_‘-tidak dapat di .

terima g

DALAM KOHPENSI DAMN REKONPENSI

. - o
R
R B A FOC

a -4t

= tMenghukum Tergugat I dan Tct’[‘,lli‘,ﬂt.-il‘z Dalam Konpensi un

culk wmembuaynr biays perkara yang hingpa keputusan inf -

dipevrhitunpgkan scbeanr Rp. 498.000,-~ ( cmpat ratus sem

bilaon pulub delopan ribu rcupioh ) : i

Menimbong, Lnhwa berdasarkan Risal_nh Pernyataan
"ermohonan Bonding yang (l-i._buazi oleh U.DJ.SIDADALOK, SH.-
Panitera UVenpadilan Ht:p,-cri. Jaknrta PPusat, yang menerang-
Kan bahwa Kuasn l’r:r.|.1l.)ulullnr, 1 :I(;.l;i;lli;:. 'f;_‘r‘gugat I dan Kuasa
Pembanding [l ::cuiiil"n'T'c:"r;;uguc I)}.D'nln::"i'ti"‘.;}.io"npensi/Penggu -

gat Dalam Rekonpenst masing-masing pada tanggal 09,10 A-

sustus 2000 telah méngajukan pci'rmo.li’b'lf'n‘ri"baﬁding terhadap

. ?

putusan Pengadilan Hegeed Jokarta Ei’i'isqt"'-':l;.'a'nggal 27 Juli-
2000 nomor 137/PDT.G/2000/PN.JKT.PST, dan permohonan ban

ding tersebut dengan resmi teluh d.i‘b"é.r'ftahuka_n kepada -~
pibak lawan masing-masing tanggal 15, 19, 20 Juni 2001 -
denpgan sckuama :

Menimbang, bahwa Pembanding II scll;ula Tergugat-
TI Dulam K.Empcnn1/!’0;\;;;’,1:;%'1: Dalam Rekonpcnsi telah mengs

jukaoan blcm6r1 Banding tertonggul 18 Septcember 2000, yang-
ditcrima di Pengadilon Negerd ‘Jakafta Pusat tanggal 18 -

SCPtember e e v o 00 02t 0 s o0

-
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Seprember 2000, doan celah diberitahukan kepada pihak la-

wan pada tanggol 15 Juni 2001 decngan sempurna

Menimbang, bahuan Terbanding I1 semula Tergugac—-

Il vWalam Konpensi/Penggugat Dalgm Rgﬁqqpcnsi telah pula-
mengajukan tambahan memord band..i'n’g' .t;é:;‘t;angga'l 27 Agustus
2001 yang ditcrid&ﬁdi:ﬁcngndiISn iiéiéihdakurta'tonggul-
30 Apuntus 2001, duan gcluh pﬁlu.dlb;éignhukun kepada pi-

hak lawannya pada vangpal 5, 7 Scptéhhfr 2001 dengan sem

pucna

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bnhwa permobhonnn banding dari Pemban

ding I semula Tergugnt 1 dan Pembanding II semula Tergu-

gar II Dalam Kounpenal/Penppupat Dalam Rckonpensi terse -

but diajukan dalam tengganyg waktu don dengan cars serta-

telah memenuhi ayarat-ayarat lainthfjnng ditentukan Un-

dong-Undang, makn pcrmohouan.bphdihkﬂfﬁrscbut dapat di -

terima 2 sl

chimbanﬁﬁﬂﬁahwn Pcnéadflh Tinggi setelah me -

""‘.’ &ri

meriksa dan mcmpclnjuri dcngan sek ﬁﬁﬁ ‘berkas perkara -- .

terscbutr, yang Ccrdili dari bcriLa mcoru sidang peradil-
an tiunpghkat pcrtnma, surat-surat bukti yang diajukan dan-

surat-surat lainnya yong berhubungan dengan perkara ini-

yang diajukan oleh kedus belah pihak yang berperkara, --
Hemori, Banding dan Tambahan Memori Buhding,yung disjukan

oleh Pembondiag IT semula Tcrgugaﬁ II Dalam Konpen§i/.-~

’

Penpgpugat Dalam Rekonpensi scrta salinan resmi Putusan -

l’(.nrndxl.lu dc;,en Jn»k.\l'l.d Pusagt tanggal 27 Juli 2000, No

) ,IL‘

.~.p .

nor 137/1)1)1‘ C/2000/P‘! JKT.PST, maka Pengadilan Tinggi --

'

memberikan covoeeeeann,
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wmemberikan pertimbangannyn untuk perkara ini sebagaimana

yang akan diuraikan dlibavah ini
"

DALAM KOHNPENSI

Menimbang, bLahwa yang mcnjadi pokok permasalah-
an dalam pe rkara int, adaluh pcrbuatan " ingkar janji (-

wunprcstu.l )": yang dxlakukan olch Pembanding I semula-

. R

Tergupae I dnn Pcmbdndxnp II ﬂcmuln

~

Tergugat II Dalam---

\-
N
" Q% :-ul.

Konpensi/Penggugat Ddlam kckunpcnsx.

semyta

ccrhadnp Tcrbanding
Pengpupat Unlum Luupuu /lcnbu}uc Dolam Rckonpen-

i yang menimbulkan kerugian tcrhadnp Terbanding semula-

Penyganupat Dalam Konpvnxi/Tc}uunnL Dalam Rekonpeasi
sicnimbang, bahwa kalauw kita berbicara tentang -
vanprescasi, yang menjadi objek gugatan daci Terbancing-
scemula Peagpupat Dalam )nnpvn-L/l cryupat Dalam Rekonpen—
si terhadap Pembanding L semula Tergupae I dan Pembon ~--
ding Il semula Terpupat ll'Qéfém Konpcnsi/Penggugat Dalam;
RCKO“Danii%&aka'kitafﬁﬁruﬁéhbiihut adany;.suatu atau be

't“ -'.i

bCfde PCPJanj1an antaru Tclbandlng %cmula Penggugat Da-

ﬂkonpcngi diauatu pihak de-~

hgat I dan Penbanding IT se?
mula Tcrgugat II Dalnm. Konpcn i/Pcngaugac Dalam Rekon --

pensi dilain pihak

Munimbang,,huhun didasackan kepoda " posicta " -

dan " petitum " gupotan dari Terbanding semula Penggugat
Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi, maka dapatlah-
disimpulkan, Lahwa perbuatan ingkar jnnji / wanprestasi-

yang dipermasalahkan Terbanding scmula Penggugat Dalem -

Konpcnsi/Tcrguga;.Dalam Rekonpensi dalam perkara ini

' k k e & & ¢ & 00
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yang dilakukan oleh Pembanding I semula Tergugar I dan -

Pembanding Il semula Tcrgnﬁat II Dalam Konpcngl/PenggugaL
Dalam Reckonpensl adalah " fngkar janji/wonprestssi " da-

Lam melaksankan perjanjiuvn-perjanjian / periketan-perikac
an scbagai bcrikuc.

L. Akta PchanJLan Pcnycruhnn ngiﬁpd, tanggal 12 Marec-

1999 ( TII-13: )

2. Akca PchanJLau No. 10 Lnuggnl,23 Marct 1999 (TII 14).

3. Akta kuasa No. 18 tanggal. 23\Narcc 1999 (TIT-15).

bahwa -ketiga Akta tcrscbuc distas dibuat diha -

dapan TAHIR RAMLYI, SH, Movaris di Jakorca

Menimbang, bahwa sctelah mempelajari dengan'sek
Sama

L. Akcva PerjanjianPeayccahan Jaminan, tanggal 12 Maret-
1999 ( T.I1-13 ).

2. Akrva Perjanjlan Ho.o 16 tnnggal.ZB Maree 1999 (T. II-
14 ).

PO
oyt
3

_3.-Akta kuasafﬁb"EJ.tunr nl 23uMarct 1999 (T.II-15).

Jaminan No.G8; ~tanggal 7 Mei 1997.( bukei T II-2 ) ter-

sobun diatans, terbukei bahvn Pcmbundinn I semula Tergugat.%

I scelaku " debivur ™ velnh mcmpcroleh fasilitos kredic -
daci Pembanding Il semula Tergugot I[I Dalam Konpensi/ --

Pengpugat Dnlnmukckonpcusi selaky kreditur sejumlah USD.

L

5.000,000,~ ( Llima. juta dollar Amerika Serikat).
Bohwa jangka woktu kredit tersebut adalah sejak

cangpal 7 dei 1997 smompati cenggal 7 Mei 2002 ;

Hehimbangy oo b0 s e0 s

-

Analisis yuridis..., Emilia Retno Trahutami Sushanti, FH Ul, 2008



Menimbang, bahwn didasarkan kcpada passl 8 dari

Perjanjian Kredie dengan Jaminan No., 68 ( bukei T.II-2 )

14

tersebut diatas ditentukun bahwa salah satu barang jamin
an dalam Perjanjian Kredit cterscbut odalah tanah dan -~-
bangunan yang menjndi objek yang d-ibcrkuruk'an sckorang -

ini ( yairtu canah SCrLikaac an Milik No. 198/Goaduné—

dia, Jl. Suwlryo No. 49, chccng J.lk.\rta Pusat, atas na-
'-'-=,..¢-.

ma JUDITH SOERYADJAYA ( JJIANAI LAN ) yang adaluh Terban
‘ Y .x’"'—. s

Jing zemula Pengpupat l).\lnm konﬁcn,i/TLrgugat Dalam Re -

.« h,

konpensi sckarang ini

'
Henimbang, bahwa didasarkan keposda " Surat Per-

janjian Penycrahan Jaminan " canggal 12 Maret 1999 (buk-

ci VLLi-13), techukti Peambanding I semula Tecgugat I, ==

yang diwakili AGUS WIDJAYA dan NY.JUNITA INDRA TJUATIA(-

selaku Dirckeur pada Pembinnding U semula Tergugar I ), -

telah meayerahkan barang~barang _]nuunan yang disebut da-

lam " Perjanjian Kredlt dengan jaminan No. 68 " terscbut

diatas kcpada Pcmbaudlnp II scmula Tergugat II Dalam Koa

..

' pcn51/1’cn{‘,ghé‘dt' Dalam él& \pcns).\,
.. . 'L' v, K . __.\. .._-;-'-t,,. .:_l.

Mcnxmbaug; bnls‘:j'x;?dni?'nrkan kepada pasal 1 butir

II1 darci "-Surat Pcrjnnj1dn Penyc?uhan Jaminan" ( bukti-

he .-,:

T.II-13 ).' ternyatn bnhw.l .-okalipun Pembanding I scmula-
Terpupgat [ telah monymnhk.m tannh dan bangunan terpercks
ra ( tanah Hak Milik No.l‘){il(lomlr.mgdia. J1.Suwiryo No.49

Menteng Jakarva Pusat ) kepada Pembanding II semula Ter-
‘f::ur\l’ IT l).\lnm Konpl‘n' L/I'curruh.\t Dalam Rekonpensi, namun
Pcmbandxng Il qcmulo Fcrbubut II Dalam konpensi/?enggugat.

Dalam Rr‘konp(-n'tl mcmhorjknnollnk Optic kcpada PembandinoT ?l
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semula Werpupat T onoenih smembeli kembali tanah dan bangun
an o teeperkarva untuk masa jangka waktu 2 X 6 bulen, terhi
tung sejak tanppal Perjanfian ( bukti T.II-13) tersebut,

yaivu verhivung sejak tangpal 12 Haretv 1999, yang berar-

ti Hak Optic inl berakhie pada tangpal 12 Marect 2000 ;

doenimbaog, bahua ketentuan-ketentuan yang diper

[ F . "o ..' . e .
Janiikan dalam Qurat Perjanjiaon Penyerahan Jaminen " -

C bukei T.I1-13 ) tersehuc, yang,héﬁﬁﬁn akta dibawash ta-

npan dimuat dan dikoatkan dengan " :/\kl:(.' Perjonjian No.l6

tangpeal 23 Marcer 1909

LT ,SH, Hotacis i Jakaren ( |lllkl:i.'('.[l"l/| )
Agewimbang s bahva didasackan kepadaAkte Kuasa -

dools, tanpgal 23 Marern 1ygg ow terbukei Terbanding semu-
Ia Pengpupat. Dalam K““l'““-':i/'l'l:l'r,ug:lt Dialam Rekonpensi --

2 (H RN > ' \. N % L I 4
Lelanh sembeoa KUASN xnugye; o Kepada Pembandting II se -

mulba Teepugat TL Dalam ’:“"IH'u;-:'i./l'(:n;;'l;ul;:tt Dalam Rekonpen

miountnk menjual L::u'\u.l: dan !”"‘B‘.’!“"i‘ tecrperkara, apabila-

maza Optie yang dimakuyg dalmi
. oo o :"' v * e I:.‘
s - 1 . R - HE. . .
. Akua l'(:lJ-.ll\_)l-‘Hl‘ _l“"'_'.'yu"“l”‘";Jt\m.i_-n;\‘n tanggal 12 Msfet -
L9999, yang dil;\xul; dibawah tang':'u;li"(,-'bukci T.II-13) dan
b. Akta Perjanjian No. 10 tanggal 23 Marct 199 ( bukti-

T.II-14 ) bevakhie

Hoenimbang bahwa"hak "

optie tecrscbuc diatas, -

Ledtabh berakhiv pada l.-'lll)-'.)»'.-'|l 12 Marer 2000 atau setidak -
Lidaknya |::u|.'| U‘"L‘.t’.ill?.?.j) Mareu 2000, oleh karcna itu Ter
banding seaula I'C"l'.l:l..lz‘.:ll Dalam Konpensi/Tergugat Dalam -
Rekoapensi tidak berwvenansy lagi untuk nempergunakan hok-
.optic terscebut techitung

Iy
- 4

sejak vanggal 23 Marct 2000 ter
¢ .

suebut ; e

Mcl]:imba“g. .’q..lll'.‘l.
Analisis yuridis..., Emilia Retno Trahutami Sushanti, FH Ul, 2008

yang dibuac dihadapan TAHIR RAM-




Mdenimbang, bLahwa bukti-bukti yang diajukan Ter--

banding somula Penppugat Dalam Konpensi/Tepgugot Dolam -

Peronpensi Lidak dapat memboktikan kebenacan dalil<dalil

pupatannyn

.
.

Menimbang, bahwn bukti-bukti.yang dicjukan Pem-

Landing I sewmula Tergugat l."r.i.da}g. dapn; mcm;buktikan kebe

f .. Y

nacan sanggahannya vtas |-,ur,u\::j|_n lecbanding scmula -Peng -
° : ‘\ —‘.w.- B

pupat Dalam Kenpensi/Tevpunat D:\Lum-Rckonpcns‘i atau sang

sahannyn terhadap javaban Pembanding II semula Tergugat-
& D) 8 !

[0 Dalam Konpenszi/Peogpupat Dalam Rekonpensi

Menimboang, bhahwa didamarkan kepada percimbangan

pertimbangan yang discbut diatas, maka gugatan Tcrbanding

scmula Pengpupat Dalam Konpensi/Tergugar Dalam Rekonpen-

si harusltah ditolak untuk seluruhnya

Menimbang, " bahwa oleh ‘karena gugatan Terbanding

semula Pe nu,uy.\r. Dalam Kunpcnsi/Tcrgugnt Dalam Rekonpen-
si ditoluk, mak..\ Sit.\ j.\mxn.m ydng diluksanknn tunggal ~

14 April 2000 No 137/l'dt. (‘IZOOO/I’N J l’ST haruolah di -

nyostakan cidak syah dan

vidak I)eqlnq'rg:\, “dan oleh. karcnn-
itu haruslah di'angkn'r.

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa P'engadilan Negeri telah memper

timbangkan seccara

tepat segi-sepl hukum yang menyangkuc-—

pupatan Rekonpenatl dart Pembandinpg II semulo Tergugat II

Dinloam Konpensi/Penggugne Dalam Rekonpensl, oleh karena -

tu deapgan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri

menjadi percimbangannya, Pengadilan Tinggi beralasan hu-

kum untuk tetap menyatakan pupdton Rekonpensi dari Pem -

‘.l.);an(linu s a0 8 0 00 0 a2 s,
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banding 1T semula Terpugat Il Dalam Konpensi/Penggugat -
Dalam Rckonpensi tidak dapat diterima

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

Mecnimbang, balva idlidasacrkan kepado kescluruhsn-
perrtimbangan—-pertimbangan yong diacbut diatas, maka pu -
tusan Pengadilan Neper! Jakorca Pusat tanggal 27 Juli =-

2000 nomar 137/Pdc.G[2000/PN.JKT.PST'bardalnh dibatalkan

daon Penpadilan Tinéh{ hknn'dunéﬁdf&f{%bpdiri dengan amar
putusan scbagaimana yang discbut dibawah ini i

Mconimbanp, bahwa olelh knrena Tcrbandlng semulo-
runﬁnnu“ﬁ Dalam Konpensl/Terpgugat Dalam Rekonpensi adalah
pihak yang kalab dalam peckava ini, mak% segala biaye-bia
ga yang divimbulkan dalam peckara ini dalam kedua tingkat

peradilan bacruslab dibebankan kepadanya

denginpoe Hol B, Undang-Undang Nomor 14 Tahun-

’
1o70, Undanp-Undanp damor 20 Talun 1947 sercta pasalflari-

peraturanTperateran hukum lafnnya Viifll;. 'hersangkutan s

2
-

Mo '-':_-l:..‘. (S A. : D ‘.

Tt

1T x °
LS D

- #lenerima ‘pecmohonan hé@prfksaan dalam tingkat
handing davi Pembanding I scwmula Tergugat I -
dan Pcmhanding (I semula Tergugat II Dalam --
Konpensi/Penppugat Dalam Rckonﬁensi tersebut;

- Hembatalkan putusan Pengadilon Negeri Jakoerta
Pusat tanppal 27 Juli 2Q00.nomor 137/PDT.G/ -
2000/ PN.JKT.I'ST, yang dimohonkan banding ter-

scbut ;.

'-'..,. D..EINCAN ¢ 8 ¢ 0 6 & 8 8 02 0o a0

I
et oy
i
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DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM XONPENSI

- WLnolok rugncnn ferbanding semuln Penggugat -
nlnm kcnpcnﬂx/fcrpugat Dalam rckonpensi un-—-

tuk scluruhnya g

~ Mcnyatakan alea Jnmxnnn yang telah dilaksana-

kan berdufarkan bcrlta acara sita jaminan -

.-:.0

canggal 14 Aprll 2000 nomor 137/Pdc.G/2000/PN
JKT.PST ‘techadap scbidang tanah Hak Milik No.

198/Gondangdlan, scluas 682 M* berikut bangun-

an cumah tinggul yang bLerdicl distssnya, se’ -
tcmpnt dlkennl scbagai falan Suwiryo No.49 --~
Mcntcng.Jnknrtn Pusat adalah tidhk syah dan -
tidok berharga.

- Mcmérin;nhknn Pcngadliaﬁ.Ncgefi Jokarctoa Pusat

uncuk;méngnngkat sita jaminan tersebut ;

’ . .'..-.':A..".A.' S o e L
DALAKM REKONPENST " - =
. ,- .- - ‘~ . 5 < .
- Menyatakan gupotan Pcmﬁlﬁding Il semula Ter -

gung;I; Dalam Kdnpcnélj?gngéugnt Dalam Rekon

pecnsi tidak dapot ditcrima |

DALLAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

- Menpghukum Terbanding semula Penggugat Dalam -
Konpensi/Tergupgat Dalam Rekonpensi unEuk mem-
hayar ohukos peckara -«dikedua tinékat peradil-

- . an, yang untuk tingknt'pﬁnding ditaksir scbe-.
sar .Rp.A 100.000,- ( seratus ribu ruplah.) P

> <a

1 L P
Dcm1k1an1al diputuskan dalam rapag-permusyawarat

an Majelis Wakim Pengndilan Tinggi peda hari : SELASA, .-
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tongpal 27 NOPEMBER 2001, oleh Kemi : AGUSTINUS HUTAURUK

S, Hakim Tinggi pada Pcngndilan Tinggil Jokarta selaku -

Hakim Ketua Majeclis, NY. Hj. NURHAYATI SH dan I GDE ~---

KETUT SUKARATA stt, mnv(ng-mnsing sclnku Hakim Anggota -
‘Zpérkurn ini dalam'tingka: -

% ,;\~.
] e e

'dpk n olch Hukim Ketua da -

tatm ,v,. “daTie

ynng memerikso don mcngndil

= DS -

.,, o a RIS

banding dan putussn mnna di

lam sidang nerbuku untuk umum puda hori itu juga dengan-

didampingi pora Hakim Anggota.dcngon dibuntu oleh ------

HY.Hj. YEBTTI OYONG, SH, Panfitere Penggonti pada Pengadi1l

an Tinpggd Jokorto akan tectaopi tidak dihadiri oleh kedua- .

helah pthak ynng berperkara.- B}
7

HAKIN ANCéOTA. HAKIN KETU’{/.
Aol _

S}I.

‘\ - TR L
WAL, - NY.Hj. NURH

"2, I GDE KCTUT SU[ARATA Sﬂ

._.-

PANITBRA PENGGANTI,

- 4/-&'(,
NY.H{i. YETTI OYONG, SiH.

Perincian biaya bandinp e

1. M et cralil

2+ Roc,dak s 4 o) Pt

J.Adminlqunﬂll : Jqﬁc‘ 40, 000,-
¥( I TR

4, Pcmbcrkasan .i........ s Rg., 51.000,~
. “Jumleh  Rp.- 100,000,

¢ AR
nnuﬂ:ﬂ:u-n:nunnunnn

( ScrﬂtUu ribuy rupiuh Y, -
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PUTUSAN
Nomor. 1401 K/Pdt/2003
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
Memeriksa perkara perdata dalam tingkat Kasasi telah mengambil putusan sebagai
berikut dalam perkara :

- NY. JUDITH SOERYADJAYA, beralamat di JI. Sutan Sjakrir
No. 27 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Alexius
Tantrajaya, SH dan Danny Darmawan, SH, Advokat & Pengacara
"N\ pada Kantor Advokat & Pengacara Alexius Tantrajaya, SH dan
Rekan, berkantor di JI. Raya Perjuangan No. 9/I, Kebon Jeruk

'} Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei

2002 ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat
Dalam Rekonpensi/Terbanding ;

Melawan:

1. PT. SWAKARSA BINASEJAHTERA., berkantor di JL. Teluk
Betung No. 38 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh H. Teuku
[brahim, SH, Pengacara berkedudukan di Jalah Danau Diatas No.
88, Bend;mgan Hilir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 24 April 2000,

)

PT. BANK ARTAMEDIA (BANK MEDIA) beralamat di
Menara Kadin Indonesia,Jl. H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kav. 2-3,
Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Agus Punwoko Adi, Y.
Hastuti Nainggolan dkk, semuanya selaku karyawan PT. Bank
; Artamedia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2002;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat Konpgnsi/Para

Penggugat Rekonpensi/Para Pembanding ;

/

Mahkamah.‘/7
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Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang bahwa, dari surat-surat tersebut temyata bahwa sekarang Pemohon
Kasasi  sebagai  Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi telah
menggugat sekarang Para Termohon Kasasi sebagai Para Tergugat dalam Konpensi/Para

Penggugat dalam Rekonpensi dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada

pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah Hak Milik Nomor

198/Gondangdia, seluas : 682 m2, berikut sebuah bangunan rumah tinggal yang berdiri

) telah dijadikan sebagai Jaminan atas hutangnya kepada Tergugat II (selaku

12 Maret 1999 serta Akta Kuasa No. 18 tertanggal 23 Maret 1999 dan Akta Perjanjian
No.16 tanggal 23 Maret 1999, yang dibuat di Notaris Tahir Kamili, SH ;

Bahwa diijinkannya tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut sebagai
Jaminan atas hutang Tergugat | kepada Tergugat [I tersebut, adalah karena adanya
Jaminan yang dibuat oleh Tergugat [ dengan Tergugat II melalui kesepakatan Hak Opsi
untuk mengambil kembali jaminan sebagaimana teriuang dalam Akta Perjanjian No. 16
tanggal 23 Maret 1999 dengan selambat lambatnya tanggal 23 Maret 2000 dengan nilai
tetap sebesar Rp. 3.350.000.000,- (tiga milyard tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa sebeluin jatuh tempo Hak Opsi yang telah disepakati antara Tergugat |
dengan T'ergugat I, maka Penggugat telah berkali-kali menegur dan memerintahkan
kepada Tergugat I untuk melaksanakan Hak Opsinya mengambil kembali barang Jaminan

milik Pengg_ugat tersebut dari Tergugat II, agar dengan demikian Penggugat dapat segera

menarik kémbali barang Jaminan miliknya tersebut, namun ternyata teguran-teguran dari

Penggugat tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat I hingga masa hak opsi terlewati, dan
bahkan Penggugat pada tanggal 5 April 2000 telah menerima tembusan surat dari

Tergugat II yang ditujukan kepada Tergugat I, perihal : " Somasi untuk mengkosongkan

Tonak [
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Tanah dan Bangunan di JI, Suwiryo No. 49, Menteng, Jakarta Pusat ", dengan demikian
maka tindakan Tergugat I yang tidak melaksanakan Hak Opsi untuk mengambil kembali
barang Jaminan milik Penggugat tersebut adalah merupakan Tindakan ingkar janji /
Wanprestasi yang merugikan Pengugat ;

Bahwa demikian pula tindakan Tergugat II yang rﬁemcrintahkan agar tanah dan
bangunan di JI. Suwiryo No. 49, Menteng, Jakarta Pusat milik Penggugat tersebut segera
dikosongkan adalah keliru dan bertentangan dengan hukum, karena tanah dan bangunan
dimaksud hanyalah dijadikan sebagai Jaminan hutang Tergugat I yang disertai hak Opsi,

dan bukan pengalihan Hak, untuk itu maka tindakan Tergugat I tersebut adalah

II tersebut adalah bertentangan dengan hukum, untuk itu guna menghindari tindak lanjut

dari Tergugat Il yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka sudah
sepatutnya Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan tertanggal 12 Maret 1999 Juncto Akta
" Kuasa No. | 8 tertanggal 23 Maret 1999 yang dibuat dihadapan Notaris Tahir Kamili, SH,
di Jakarta sepanjang mengenai tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 198/Gondangdia,
berikut bangunan rumah tinggal diatasnya, yang terletak di JI. Suwiryo No. 49, Menteng,
Jakarta Pusat, milik Penggugat haruslah dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan
tidak mempunyat kekuatan hukum ;

Bahwa akibat dari tindakan Tergugat I yang tidak melaksanakan Hak Opsi untuk
mengambil kembali barang Jaminan milik Penggugat tersebut telah menimbulkan
kerugian bagi Penggugat, baik Moril maupun Materiel, yang besarnya bila dihituny
dengan uang besarnya Rp. 5.500.000.000,- (lima milyard lima ratus juta rupiah) ;

. Bal‘{wa untuk menjaga gugatan Penggugat tidak sia sia mohon .Kepada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan untuk meletakan Sita Jaminan terlebih

dahulu atas : a. sebidang tanah Hak Milik Nomor : 198/Gondangdia, seluas : 182 m2,

berikut sebuah bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya, setempat dikenal sebagai
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Jalan Suwiryo No. 49, Menteng, Jakarta Pusat dan b. Harta kekayaan Tergugat I yang
akan diajukan kemudian di persidangan ;

Bahwa oleh karena.dasar gugatan Penggugat tersebut adalah didasarkan pada
alasan hukum yang benar disertai bukti authentik, karenanya cukup alasan apabila
putusannya dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada bantahan, verset,
banding, ataupun Kasasi (uit voerbaar bij Voerraad), dan kepada para Tergugat haruslah
dibebani pula secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini mohon kepada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara

ini serta memutus sesuai dengan rasa keadilan sebagai berikut :

yang merugikan Penggugat ;

4. Menyatakan tanah Sertiflkat Hak Milik Nomor : 198/Gondangdia, seluas : 682 m2,
berikut sebuah bangunan rumah t;nggal yang berdiri diatasnya, setempat dikenal
sebagai Jalan Suwiryo No. 49, Menteng, Jakarta Pusat adalah sebagai Jaminan
Hutang Tergugat I ;

5. Menghukum Tergugat I untuk segera membayar hutangnya kepada Tergugat II
sebesar Rp. 3.350.0C0.000,- (tiga milyard tiga ratus lima puluh juta rupiah) setelah
perkara ini diputus ;

6. Menghukuin Tergugat Il untuk menerima pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat
I tersebut;

7. Menghukum Tergugat Il atau pihak manapun yang memperoleh hak dari padanya

- untuk ,s::gera mengembalikan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor : 198/Gondangdia

Kepada Penggugat setelah Tergugat I melaksanakan pembayaran hutangnya kepada

. Tergugat Il sebagaimana butir 5 diatas ;

&. Menyatakan. /& S
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8. Menyatakan Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan tertanggal 12 Maret 1999 dan Akta
Kuasa No. 18 tertanggal 23 Maret 1999 yang dibuat dihadapan Notaris Tahir Kamili,
SH, sepanjang ntengenai.tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 198/Gondangdia berikut
bangunan rumah tinggal diatasnya, yang terletak di JI. Suwiryo 49, Menteng, Jakarta
Pusat, adalah batal atau setidak tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum (Buiten
effect Stellen) ;

9. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.
5.500.000.000,- (lima milyard lima ratus juta rupiah) setelah perkara ini diputus,

seketika secara tunai dan lunas ;

. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

enyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet,

_ ; anding, atau Kasasi (uit voerbaar bij Voerraad) ;

~J 88 UBSIDAIR : y
Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et
bono) ;

Bahwa berdasarkan dalil dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat {{ rflf'ﬂgaf'u-’fan
gugatan Rekonpensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan pasal 1 Akta No 16 tanggal 23 Maret 1999 maka apabila
Penggugat/Tergugat Rekonpensi tidak mengosongkan rumah maka dikenakan denda
sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari dengan maksimal 30 hgri ;

Bahwa akibat adanya gugatan ini Tergugat I[I/Penggugat Rekonpensi sangat
dirugikan secara materiil maupun immateriil sebesar Rp. 1 milyard ;

Bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat Rekonpensi ;

: - 2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum yang

mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat Rekonpensi ;

3. Menghukum /& _
i
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3. Menghukunmi Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materiil sebesar
Rp. 2.000.000,- X 30 hari = Rp. 60.000.000,- dan kerugian immateriil sebesar
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah) kepada Penggugat rekonpensi
selembat lambatnya 7 hari sejak permohonan ini dikabulkan dan mempunyai
kekuatan hukum yang tetap ;

Atau apabia mejelis berpendapat lain, Tergugat II mohon putusan yang benar dan

seadil adilnya, untuk kemaslahatan masyarakat banyak ;

Bahwa terhadap dalil dalil gugatan rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi

mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Bahwa dalam surat kuasa Penggugat Rekonpensi tidak memberikan hak kepada
/{/{ —ﬁ\n} :ma kuasanya untuk mengajukan gugatan rekonpensi ;

enimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

emberikan  putusan, yaitu putusannya tanggal 27 Juli 2000 No.

N

LA

DALAM KONPENSTI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

N

Menyatakan Tergugat | telah melakukan ingkar janji/wanprestasi ;

L2

Menyatakan tanah sertifikat Hak Milik Nomor : i98/Gondangdia, seluas : 682
m2, berikut sebuah bangunan rumah tangga yang berdiri diatasnya, setempat
dikenal sebagai jalan Suwiryo No. 479, Menteng, Jakarta Pusat adalah sebagai
jaminan hutang Tergugat | ;

4. Menghukum Tergugat | untuk segera membayar hutangnya kepada Tergugat II
sebesar Rp. 3.350.000.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)

setelah perkara ini diputus ;

wh

Menghukum Tergugat [[ untuk menerima pembayaran yang dilakukan oleh

- Tergugat I tersebut ;

. 6. Menghukum /0
/
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6. Menghukum Tergugat II atau pihak manapun yang memperoleh hak
daripadanya untuk segera mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor :
198/Gondangdia kepada Penggugat setelah Tergugat [ melaksanakan
pembayaran hutangnya kepada Tergugat 11 ;

7. Menyatakan Akta Penyerahan Jaminan tanggal 12 Maret 1999 dan Akta Kuasa
No. 18 tanggal 23 Maret 1999 yang dibuat dihadapan Notaris Tahir Kamili, SH,
sepanjang mengenai tanah Sertitikat Hak Milik No. 198/Gondangdia, berikut
bangunan rumah tinggal diatasnya yang terletak di Jalan Suwiryo No. 49,
Menteng Jakarta Pusat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;

8. Menyatakan Sita Jaminan yang telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara

N Sita Jaminan tanggal 14 April 2000 No. 137 / PDT.G.2000 /PN.JKT.PST

2:: terhadap: "sebidang tanah Hak Milik Nomor : 198/Gondangdia, seluas : 682 m2,
erikut bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya, setempat dikenal
.sebagai Jalan Suwiryo No. 49, Menteng, Jakarta Pusat adalah syah dan berharga
9. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya |

DALAM REKONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

I. Menyatakan eksepsi Tergugat adalah tepat dan beralasan ;

2. Menerma eksepsi tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat Il Dalam Konpensi untuk membayar biaya
perkara yang hingga keputusan ini diperhitungkan sebesar Rp. 498.000,- (empat
ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;

- Men‘.i-mbang, putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat
Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan
. putusannya tanggal 27 Nopember 2001 No. 335/Pdt/2001/PT.DKI. yang amarnya

berbunyi sebagai berikut :

Menerima. /(/ /
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- Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Pembanding I
semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat i[ Dalam Konpensi /
Penggugat Dalam Rekonpensi tersebut ; )

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Juli 2000 No.
137/Pdt.G/2000/PN.JKT.PST yang dimohonkan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

- Menolak Gugatan Terbanding semula Penggugat Dalam Konpensi / Tergugat
Dalam Rekonpensi untuk seluruhnya ;

- Menyatakan Sita Jaminan yang telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Sita

Jaminan tanggal 14 April 2000 No. 137/Pdt.G/2000/PN.JKT.PST terhadap

ebidang tanah Hak Milik No. 198/Gondangdia, seluas 682 M2 berikut

angunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya, setempat dikenal sebagai Jl.

Suwiryo No. 49 Menteng, Jakarta Pusat adalah tidak sah dan tidak berharga ;

- Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengangkat Sita Jaminan
tersebut ;

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan Gugatan Pembanding Il semula Tergugat II Dalam Konpensi /
Penggugat Dalam Rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Dalam Konpensi / Tergugat Dalam
Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat peradilan, yang
untuk tingkat banding ditaksir sebesar Rp. 100.000.- (Seratus ribus rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua
belah pihak pada tanggal 20 Mei 2002 kemudian terhadapnya oleh Penggugat

Konpensi_} Tergugat Rekonpensi / Terbanding melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa

khusus tanggal 21 Mei 2002 diajukan permohonan kasasi secara lis'an pada tanggal 28

. Mei 20%
/

Analisis yuridis..., Emilia Retno Trahutami Sushanti, FH Ul, 2008



Y

Mei 2002 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 137/Pdt.G/2000/PN.
Jkt. Pst jo No. 46/Srt.Pdt.Kas/2002/PN. Jkt. Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang
memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada
tanggal 28 Mei 2002 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 18 Ju;ii 2002
telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban
memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada
tanggal 1 Juli 2002 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah

diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan

4] enimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi

Enemori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :
hukum, sehingga dalam putusannya terdapat suatu kekeliruan ya;g sangat fatal
dan merugikan Pemohon Kasasi, dimana pada halaman 6 sampai halaman 9
Putusannya tersebut, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengambil
pertimbangan hukum putusannya didasarkan pada : -
a. Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan, tanggal 12 Maret 1999 ( T.II-13 ) ;
b. Akta Perjanjian Kredit Dengan Jaminan No.68, tanggal 7 Mei 1997 (Bukti
T.I1-2)
Padahal akta akta tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum
sebagaimana ditegaskan " bahwa para pihak yang satu terhadap yang lainnya
-. ._t-elah saling setuju dan mufakat bahwa hutang piutang antara Pihak Pertama
dan Pihak Kedua telah dilunasi oleh pihak pertama kepada pihak kedua dengan

. pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua 3 (tiga) hak atas tanah ...

2. BahwaM’
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Bahwa demikian bula Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dan keliru
dalam menerapkan hukum, sehingga dalam putusannya terdapat suatu
kekeliruan yang sangat fatal dan merugikan Pemohon Kasasi, yakni dengan
menyatakan bahwa " oleh karena itu Terbanding semula Penggugat Dalam
Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi tidak berwenang lagi untuk
mempergunakan Hak Opsi tersebut terhitung sejak tanggal 23 Maret 2000
tersebut ", sebagaimana seperti yang disebutkan dalam pertimbangan hukum
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada halaman 9 alinea 3 putusannya tersebut ;

Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, terbukti Pengadilan Tinggi DKI
Jakarta telah tidak cermat dalam memeriksa bukii-bukti dalam perkara a quo,

sehingga salah dan keliru menilai kualitas Pemohon Kasasi / semula Penggugat

< ey Dalam perkara a quo, karena senyatanya Pemohon Kasasi / semula Penggugat

\ C’i Terbanding bukanlah pihak dalam Perjanjian tersebut, melainkan barang

iliknya berupa tanah Hak Milik No. 198/Gondangdia, berikut bangunan
rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di JI. Suwiryo No. 49 Menteng,
Jakarta Pusat tersebut, yang ditkal €&{ae gepanjian sebagai barang Jaminan
untuk pembayaran hutang Termohon Kasasi I / scmula Tergugat 1 Konpensi
kepada Termohon Kasasi Il / Tergugat II Konpensi, sebagaimana yang
dituangkan didalam Ferjanjian No.16 tanggal 23 Maret 1999 ;
Dengan demikian maka Hak untuk melaksanakan Opsi sebagaimana yang
diatur didalam Perjanjian No.16 tanggal 23 Maret 1999 tersebut adalah pada
Tergugat i Dalam Konpensi ; Pembanding / kini Termohon Kasasi I, dan bukan
Pemohon Kasasi, dan olch karena dengan tidak dilaksanakannya Hak Opsi
tersebut oleh Termohon Kasasi I / Tergugat I, maka berakibat barang Jaminan
milik Pemohon Kasasi belum dapat dikembalikan kepada Pemohon Kasasi,
‘untuk itu maka perbuatan Termohon Kasasi I / Tergugat I tersebut adalah
perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi terhadap Pemohon Kasasi, oleh karenanya
maka terbukti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan a quo telah salah

dalam....a7
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dalam menerapkan hukum, dan karenanya sudah sepatutnya putusannya
haruslah dibatalkan;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dan keliru dalam menerapkan
hukum, sehingga dalam putusannya terdapat suatu kekeliruan yang sangat fatal
dan merugikan Pemohon Kasasi, yakni mengenai perbuatan " ingkar janji ",
sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 6 sampai

halaman 10 yang menyatakan bahwa Hak Opsi telah berakhir pada tanggal 12

Maret 2000 atau setidak tidaknya tanggal 23 Maret 2000 karena itu Pemohon
| asasi dinyatakan tidak berwenang lagi mempergunakan Hak Opsi terhitung
sejak tanggal 23 Maret 2000 ;

Ménimbang, bahwa terhadap keberatan keberatan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat sebagai berikut :

Mengenai keberatan keberatan ad 1 s/d ad 3:

Bahwa keberatan keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi
Jakarta tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuoktian
yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana  tidak dapat
dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat
kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan
hukum, sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang Undang No. 14 tahun 1985
sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas lagi pula dari sebab
tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sakarta dalam perkara ini bertentangan
dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh
Pemohon Kasasi Ny. JUDITH SOERYADJAYA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, oleh karena Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi telah

dinyatakan 'ciitolak, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam

tingkat kasasi ini ;

. Memperhatikany:(//
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Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-
undang No. 14 tahun 19895 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 5 tahun

2004 yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak  permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Ny. JUDITH

SOERYADJAYA tersebut ;

Menghukum  Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat
kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat petmusyawaratan Mahkamah Agung pada hari
Selasa tanggal 15 Maret 2006 dengan Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH Ketua Muda
yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang Titi Nurmala Siagian,
SH., MH. dan Chairani A. Wani, SH., MH. Hakim Hakim Anggota, dan diucapkan dalam
Sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oieh Ketua Sidang tersebut dengan
dihadiri Titi Nurmala Siagian, SH., MH dan Chairani A. Wani, SH., MH. Hakim — Hakim
Anggota serta Tri Peni [rianto Putro, SH. M.Si. Panitera Peagganti dengan tidak dihadiri

oleh kedua belah pihak ;
Anggota Anggota : Ketua:
Ttd./Titi Nurmala Siagian, SH., MH Ttd./Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH

Ttd./Widayatno Sastrohardjono, SH., MS.c.

Biaya biaya :

Materai ............... Rp. 6. 000,- Panitera Pengganti:
Redaksi ............ Rp. 1. 000,- Ttd./ Tri Peni Irianto Putro, SH. M.Si.
Adm. Kasasi......... Rp. 393.000,-

Jumlah ............. Rp. 400.000,-

Untuk Salinan

N I;a.rw_o‘to“ ignjosumarto, SH
" Nip. 040018142
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